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Abstraksi

Persoalan agraria di Indonesia pada beberapa dasawarsa yang lalu adalah
merupakan masalah yang sangat pelik, bukan saja konflik yang bersifat vertikal tetapi
sudah menjurus ke konflik yang bersifat horizontal sehingga permasalahannya sudah
sebegitu parahnya schingga proses penyelesaiannya sangat sulit untuk mencapat titik temu
dan memuaskan semua pihak Meskipun telah adanya Undang-undang Pokok Agraria
taliun 1960, yang merupakan induk dari segala peraturan keagrariaan, akan tetapi dalam
kenyataannya UUUPA tidak mampu untuk menjadi rujukan dan faktor penentu dalam
mengatasi berbagai persoalan agraria. Hal ini terutama sekali disebabkan oleh politik
hukum agraria kita yang sering kali bertentangan dengan makna serta isi yang terkandung
dalam UUPA. Dan dalam kenyataanya, masalah agraria terus saja muncul dan merupakan
lembaran hitam dari politik hukum agraria di Indonesia. .

Di Pulau Lombok masalah pertanahan mulai muncul kepermukaan sekitar tahun
1986, dan seiring dengan digalakkan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan
untuk mendapatkan devisa bagi Propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga mulai saat itu
pengadaan tanah sudah mulai dilakukan baik oleh pemerintah atau swasta dengan cara
besar-besaran dan begelombang. Dari beberapa kasus pertanahan yang sudah muncul ke
permukaan seperti, Gili Terawangan, Rowok, Rempek dan Kuta, dan dari semua kasus di
atas akses yang ditimbulkan pada dasamya sama yaitu para pemilik tanah tidak mendapat
ganti rugi yang sepadan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan rakyat dan pada akhirnya
menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Oleh  sebab itu, penclitian mengenai
pembebasan hak atas tanah yang terjadi di Desa Kuta, tidak hanya berpatokan pada aspek-
aspek legal formal, mamun secara non doktrinal telah menggambarkan beberapa
permasalahan sosio-yuridis secara sistematis mulai dari proses pembebasan sampai pada
saat upaya penyelesaian konplik dengan melihat berbagai aspek kultur hukum, struktur
hukum dan substansi hukum. Pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer mauspun
sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data melslui study yuridis-
sosiologis, kasus yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan study dokumen-
dokumen hukum, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kwalitatif, .

Pembebasan tanah yang telah terjadi di Desa Kuta, berdasarkan hasil pengamatan

di lapangan menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat merasa tidak puas, hal ini
disebabkan karena selain masalah besarnya ganti rugi yang tidak sepadan, disamping itu
pelaksanaan pembebasan tanah tidak berjalan secara adil karena kalau ada proses
musyawarah pengefahuan rakyat mengenai pertanahan tidak seimbang, demikian dengan
posisi tawarnya. Kondisi tersebut pada akhimya menimbulkan konflik yang terus
berkepanjangan yang sampai saat ini belum ada titik temunya dan ferus mendapat
perlawanan dari masyarakat. Berdasarkan kenyataan di lapangan, bahwa masyarakat tidak
melakukan perlawanan secara litigasi, namun mereka melekukan perlawanan terbuka
dengan melakukan demontrasi baik ke DPRD TK I NTB maupun DPRD TK 11 Lombok
Tengah, hingga pendudukan kantor PT. LTDC.
Hal ini sengaja dilakukan oleh mereka, karena jika permasalan itu diselesaikan lewat jalur
litigasi, maka hukum yang digunakan adalah buken hukum yang mereka yakini, tetapi
hukum formal yang cendrung menonjolkan dan memenangkan bukti-bukti formal,
sementara yang mempunyai bukti formal hanyalah investor, sehingga hasil akhir dari
lembaga pengadilan sudah bisa ditebak sebelumnya. )




Abstract fﬂ-

Agrarian matters in Indonesia since many years ago has been the difficult
matters, there has not been just for vertical conflict but tend to horizontal. The
problem has been in serious condition, as the result it is very difficult to solve the
problems and to satisfy for all of the party. '

Althoguh there is principal law in agrarian made in 1960, which is the main
rule for all of the regulation in agrarian. Actually, UUPA is not able to be reference
and definite factors in agrarian matters. This problem appperas becanse the our politic
of law in agrarian is often contradicted with the contain of UUPA. The agrarian
matters always appears and become the black side from agrarian law politic, for
instances are concentration in land authorizing by non government, the land become
narrower, increasing for unland farmer, the farmer become a labour in his previous
land, there is no law protection and the definite law for land ownership and authotirity
by the people and also other agrarian matters.

In lombok Island, the agrarian matters has been appeared in 1986,by the
encouragement in tourism sector as the traded sector to make devisa for West Nusa
Tenggara Province. In its development, West Nusa Tenggara provionce become the
touriem destination in Indonesia, and the large land ownership has started both by
government or non government. For instances the cases in Gili Terawang, Rowok,
Rempek and Kuta ( as the place of research). From all the cases above, the access

~ which appears are the same problems. The landford does not get the fair

compensation, it makes the people unsatisfy and makes conflict as happened in Kuta
it self

. In spite of that facts, the research of right deliverance for land which is
happened in Kuta, is not only based on legal formal aspects, but also in nondoctrinal

‘has shown the yuridis matters sistematically from the deliverance process to the way

of solving' the conflict by xuktiural aspects of law, the structur of law, and law
subtantion. The data collection both primary and secondary by sosiological-yuridical
study, the observed cases, interview and study from law document. The technical
analysis done quantitatively. In this case, we find that the law implementation is not
equal between the ideal law and the reality. Law in empirism word will be shown
effectively or not.

¥ The land deliverance in Kuta, based on the research in the field of study has.

shown that in generally, the people is unsatisfy bocause of the unfair compensation.
The land deliverance is unfair because the knolwedge of the people in agrarian does
not equal. This condition makes the conflict and oppositon from the people.

Based on the reality in the field of study, the does not do the ligitated
oppositon, but in open oppotition from demonstration to DPRD TK 1 Lombok
Tengah to PT. LTCD. They do it in purpose, in spite of the fact that the ligitated way
will increase the conflict, and brake their relationship, besides the cost for the court is

expensive. There is no budget for paying the lawyer, the far distance of their house to -
the court, and the farmer still have many others activities for the living of their

families. They think if this case bring to the court, the law which is used is not the law
that they beilived, but the formal law which is tend to show and win for the formal
clue. In other way, the one which has the formal clue is the investor and the reslut is
predictable. '
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan
Pada dasarnya dalam kehidupan masyarakat tani, khususnya daerah pedesaan,
tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting hal ini disebabakan
tanah merupakan salah satu sumber kehidupan bagi mereka disamping itu pula tanah
sering dihubungkan de;ngan_ nilai religius dan status sosial masyarakat. Dan hal

tersebut merupakan suatu sosial budaya masyarakat yang sudah melembaga didalam

struktur  kehidupan masyarakat khususnya di pedesaan, sehingga didalam

menghadapi suatu perubahan sosial yang akan berhubungan langsung dengannya,
maka akan terjadi suatu konflik sosial yang sangat mendasar. !

Berdasarkan kenyataan tersebut maka tanah bagi kehidupan manusia tidak
hanya memp;myai nilai ekonomis dan kesejahteraan semata, sebagaimana anggapan
sementara orang, akan tetapi juga menyangkut masalah sosial, politik, cuitural,
psykologis bahkan juga mengandung aspek-aspek HANKAMNAS. 2

Di negara seperti Indonesia, fungsi tanah kian meningkat dan mempunyai
nilai ekonomis yang sangat tinggi, hal ini disebabakan karena laju pertumbu‘han )

penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat. Sementara dilain pihak

petani merasa terancam akan kehilangan sumber penghidupannya. Selain itu tanah

Wawancara dengan (Lalu Sabardi, Pembantu Dekan I Universitas Mataram) 17 Desember 2001
Abdurrahman , Maslah pencabutan hak atas tanah den pembebasan tanah (Bandung Citra
Aditya Bakti ,1991) hal. 7
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tanah menjadi objek yang sangat subur untuk dijadikan ladang sengketa oleh
berbagai pihak dan kelompok. *

Keadaan diatas dapat dilihat dengan masuknya mega proyek dimana
pemerintah sering melakukan penggusuran (pengambilalihan) tanah untuk apa yang
dinyatakan sebagai “program pembangunan”, baik oleh pemerintah sendiri maupun
oleh pihak swasta. Dan dalam kondisi seperti ini netralitas pemerintah pusat dan atau
daerah telah bergeser kenilai-nilai yang bersifat komersialisme. Bahkan pemerintah
daerah sebagai kaki tangan pemerintah pusat justru menjadi pihak yang berhadapan
langsung dengan rakyat pemilik tanah, sekalipun itu untuk kepentingan investor. *
dengan berdalih kepentingan umum. Dan masalah tersebut telah menimbulkan
problema yang sangat krusial bagi pemilik tanah terutama para petani yang secara
politis berada pada posisi yang lemah.

Kejadian tersebut sangat jelas bertentangan dengan jiwa dan semangat
Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 yang secara idiologis mempunyai
hubunganfyang sangat erat dengan kaum tani Indonesia, hal ini dikarenakan sejak

diberlakukannya Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, sesungguhnya

_ secara yuridis formal ada keinginan yang sangat kuat untuk memfungsikan hukum

agraria nasional sebagai “alat” untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan
keadilan bagi negara dan masyarakat terutama masyarakat tani, dalam rangka

masyarakat adil dan makmur. ’

° Arif Budiman , 7 ungsi Tanah dan Kapitalis Tahun 1996 hal 69,

Y Catatean keadan hak asasi Manusia di Indonesia (YLBHI Tahun 1995) Nur Fauzi Revisi UUI A
perlu Dipikirkan (kompas 27 september 2001} hal 30
Samudrq Bey(Lonceng kematian UUFA) }ﬂ?ﬂ]‘aas 10 Januari 200




Jika kita menganggap segala aturan tentang tanah amat fergantung pada
kekuatan dominan di dalam konstalasi politik nasional, yang lebih menekankan
berlangsungnya perbaikan kehidupan ekonomi, (Paradigma -Pertumbuhan), tanpa
harus mengadakan perombakan struktur sosial dan ekonomi, termasuk dalam hal
kepemilikan tanah. Hal ini juga yang bisa menjelaskan, mengapa ditingkat
implementasi Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 selalu kandas,
bahkan kita sering diperlihatkan dengan munculnya Praturan-praturan yang justru
berseberangan atau mempersempit ruang gefak dari Undang-undang Pokok Agraria
ity sendiri, yang justru menyimpang dari semangat, jiwa dan tujuannya. Im dapat
dilihat dengan dilahirkannya produk perundang—undangan dimasa pemerintahan Orde
Baru yang berhubungan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya seperti:

1 Undang-undang Penanaman Modal Asing.
2 Undang-undang Pokok Kehutanan
3 Undang-undang Pertambangan, dan

4 Undang-undang Transmigrasi. 6

Selain itu telah dipertunjukan kepada publik berbagai macam praturan-
praturan pelaksana dari Undang-undang Pokok Agraria, dan apabila dilihat dari sudut
pandang yuridis formal, maka peraturan-peraturan tersebut mempunyai banyak sekali -
kelemahan-kelemahan yang sangat mendasar, schingga sangat mudah dipolitisir oleh

segolongan individu atau kelompok yang mengatas namakan kepentingan umuin.

¢ Noer Fauzi, Konsep dan Praktek Politik Hukum Agraria yang Menyangkal Kenyataan Hak
Masyarakat, Wacana 1V tahun 2000 hal. 79.




Persoalan tanah selama ini sangat relevan untuk dikaji secara bersama-sama
dan dipertimbangkan secara mendalam dan seksama, dalam kaitannya dengan
kebijakan dibidang pertanahan seiama ini, hal ini karena di{ingkat implementasi
kebijakan yang diperlihatkan selama ini telah mengabaikan aspek struktural
penguasaan tanah yang pada akhimya menimbulkan berbagai macam sengketa.
Banyak kasus penguasan tanah rakyat yang dilakukan oleh pemeérintah atau swasta
seperti, pembangunan perumahan elit, lapangan golf, pariwisata dan lain-lainnya.
Keadaan tersebut keraf) sekali mendatangkan sengketa dan bahkan mendapat
perlawanan dari rakyat.

Jika kita mengamati secara umum masalah-masalah dibidang keagrariaan
yang segera harus mendapét perhatian_ oleh semua pihak yang fnasih berlanggung
saat ini, maka paling tidak ada 5 (lima) macam masalah agraria yang paling
mendasar yaitu:

1 Penggusuran atau perampasan tanah rakyat

2 Penggusuran sumber daya alam kepunyaan masyarakat.

3 Tidak terjamin atau terlindungnya hak rakyat atas sumber daya_l alam oleh
hukum nasional.

4 Penguasan hutan dan penambangan yang melanggar hak-hak tradisional
rakyat atas sumber-sumber ekonomi, lingkungan ﬁsik dan pangkalan budaya
mereka, )

5_ Penguasan sumber daya laut, pengerusakan lingkungan laut dan kawasan

pantai serta industri pariwisata oleh kaum pemodal. ’

7 Maria Ruwiastuti Reformasi Agraria editor ( Dianto Bachriadi. Dkk) KPA dan Fakultas
Ekonomi UI Tahun 1997 :




Kondisi tersebut diatas disebabkan oleh prilaku para penguasa lewat
“kebijakan-kebijakan pelaksanaan” yang mereka terbitkan adalah faktor penyebab
yang mudah terlihat sehari-hari oleh rakyat maupun oleh para pegiat organisasi non
pemerintah. Namun disamping itu tidak kuatnya ketahanan rakyat dilapangan, tidak
populernya hak-hak tradisional dikalangan pegiat organisasi non pemerintah, dan
tidak cukup berperannya rakyat dalam proses pembuatan undang-undang. ® Maka
dengan demikian para petani berada pada posisi yang tidak wajar dan mudah
dikalahkan oleh akumulasi modal atay pertumbuhan ekonomi,

Konflik antara petani dengan neégara serta pemilik modal dilain pihak,
semakin meningkat dan meruncing karena proses pembebasan dan pengambilan
tanah para petani tidak melalui mekanisme pasar yang wajar, tetapi melainkan
menggunakan kekuatan extra ekonomi. * Hal inj yang-menjadi permasalahan tanah
sekarang ini dan tidak sekedar merupakan sengketa hak, melainkan juga
pertentangan kepentingan pemanfaatan tanah atan lahan secara struktural.

Dengan masuknya modal besar ke desa-desa yang telah mengambil fungsi
tanah yang pﬁ)duktif di pedesaan, bukan hanya mencabut basis produksi kaum tani,
tetapi juga telah menurunkan derajat hidup para petani. Oleh karena adanya
keterkaitan yang sangat erat antara tanah dan kesejahteraan para petam itu sendiri,
sehmgga persoalan tanah merupakan persoalan yang sangat krusial dalam kehidupan

rakyat tani Indone31a.

8 g . ,

". 1bid Hal. 45
Beny Hasnan Pluralisme Hukum Pertanahan dan Kumpulan Hukum Tanah. (Jakarta YLBHI, "
1995)

' Sutrisno menju mayarakat partisipatip (Yogyakarta 1995y hal 61.




Konflik pertanahan yang muncul beberapa tahun yang lalu, dan pada
umumnya belum ada titik penyelelesaiannya yang jelas, yang tidak lagi mengenal
tempat dan perbedaan tingkat budaya warga masyarakai yang terlibat dalam
persengketaan. Karakter dan penampakan masalah tanah dewasa ini harus ditelusuri
dari karakter pembangunan yang bertumpu pada modal besar, termasuk juga modal
internasional yang difasilitasi oleh pemerintah melalui kebijakannya. 1

Kebijakan pemeritah didalam bidang pertanahan sebagai basis, tetapi dilain
pihak telah memperlakukan kebijakan pengadaan tanah untuk swasta yang
mempunyai modal besar, dengan intervensi langsung dari pemerintah yang bersifat
extra ekonomi. Konsckwensi dari kebij z;kan ini adalah berkembangnya dua persoalan
dalam bidang pertanahan, yakni munculnya penguasaan tanah yang timpang tindih
dan penguasaan tanah. Sengketa tanah yang dicirikan oleh pertentangan kepentingan
atas tanah, disatu pihak pemodal besar berkepentingan untuk mengakumulasi
kekayaan, pemerintah berkepentingan memperoleh pemasukan dana dari penyediaan
sarana dan prasarana, sedangkan dipihak lain rakyat berkepentingan atas tanah untuk
melanjutkan hidup mereka. 2

Masalah pembebasan dalam rangka pengadaan tanah yang kemudian

menyulut pada sengketa pada umumnya karena sebagai berikut :

1 Ganti rugi yang tidak memadai.

<Y

Proses pembebasan tanah yang tidak demokratis dan écnderung maﬁipulasi.

| Adanya peno'lakan para petani atau pemilik tanah untuk menyerahkan tanah

(U]

atau tanah miliknya.

11 Noer Fauzi Jurnal Analisis Sosial (edisi Juli 1997} hal 44.
" Mutiara Jurnal (edisi September 1996)




4 Ketidakpastian terhadap hidup mereka setelah pasca penggusuran.

5 Adanya unsur kekerasan dalam proses pembebasan. 1

Khususnya di pulau Lombok yang merupakan salah satu tujuan wisata di
Tndonesia, tak luput dari pertikaian dalam pemafaatan tanah. Sejak beberapa tahun
yang lalu, di pulau Lombok teiah terjadi beberapa konflik pertanahan yang pada
akhirnya terjadi pertentangan antara berbagai kepentingan seperti, kawasan
pariwisata Gili Indah, Gili Trawangan, Putri Nyale Desa Kuta, Dusun Rowok dan
lain-lainnya. Persoalan yang terjadi tidak hanya mempersoalkan penguasan hak atas
tanah, tetapi lebih mendasar pada penguasaan ijin usaha, atau permasalahan yang
bersifat struktural vang berkenaan dengan pemanfaatan lahan, hal ini terjadi tidak
hanya antara warga masyarakat dengan pengusaha juga dengan pemerintah di
lapangan.

Dari segi pembangunan Kepariwisataan di NTB cenderung bersifat Capital
intensive, aptinya pengeloaan NTB yang selama ini bertumpu pada kekuatan modal.,
schingga n’iodel kepariwisataan yang kecil kurang mendapat perhatian dan tempat
tersendiri, karena dianggap Kurang mampu untuk memacu peningkatan devisa.

Untuk menarik investasi besar, Pemda NTB telah mengelurkan Perda No 7/1990
tentang Usaha Kawasan Pariwisata, yang memberi peluang kepada investor untuk
~mengelola lahan sekurang-kurangnya 30 ha dengan rﬁaksud untuk membanguan
usaha‘ pariwisata };ang meliputi pembangunan Hotél, Restauran, lapangan golf,

tempat rekreasi ( untuk berjemur di pantai ) dan usaha lainnya.

13 Hariaﬂf tﬁw{“a‘w?{w? {cmfm‘ ﬁﬁﬁyﬂ[ g Demokrasi. (Yogyakarta LSM 1996 ) hal 177,178.




Berdasarkan Perda tersebut Lombok Tourism Development Corporation
(LTDC) untuk mendapa{kan izin menguasai lahan seluas 1.250 ha di kawasan
sekitar pantai Kuta. Dan sebagai konsekwensinya, PT. | LTDC memiliki hak
pengelolaan untuk mengatur pengelolaan pariwisata di kawasan tersebut, sehingga
rakyat ( petani dan nelayan ) di sekitar kawasan pariwisata Desa Kuta terpaksa
digusur. Sehingga dengan kondisi tersebut masyarakat yang merasa dirugikan
dengan semua kebijakan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat 1
NTB senditi maupun kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Tinggkat II
Lombok Tengah, terus mengadakan perlawanan untuk memepertahankan haknya
yang dibebaskan tanpa prosedur yang jelas dan secara langsung merugikan para
pemegang hak sendiri.

Dari ilustrasi yang telah digambarkan di atas dan bercermin dari
kecenderungan yang terjadi, maka nampak bahwa tanah senantiasa menjadi medan
tabrakan kepentingan. Sejarah menjanjikan fakta bahwa dalam perjalanan tabrakan
kepenting;n tersebut, para petani atau petani penggarap sclalu berada pada posisi
yang lemah dan mudah dikalahkan oleh kepentingan yang ada diseberangnya, yang
mengabdi paﬁa akumulasi modal. ™

Sehingga untuk menyelesaikan kasus tersebut periu adanya suatu formula

yang jelas dan transparan yang dikeluarkan oleh para pengémﬁil kebijakan sehingga

akan menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. Hal ini sejalan dengan Tap

MPR No.11/MPR 1998, dimana pembangunan di bidang pertanahan di arahkan

1 Hariadi dan Marucan, Ibid, hal 181




untuk untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta untuk memperkokoh

persatuan dan kesatuan nasional.

1.2. PERUMUSAN MASALAH
Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka
masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana status hukum dari pembebasan hak atas tanah tersebut ?
2. Bagaimana implikasi-implikasi sosial yang timbul dengan adanya
pembebasan hak atas tanah tersebut ?

3. Bagaimana upaya-upaya hukum akibat pembebasan hak atas tanah tersebut ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana status hukum dari pembebasan hak atas tanah

tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

[

1. Untuk mengetahui bagaimana status hukum dari pembebasan hak atas tanah
tersebut.

2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi-implikasi sosial yang timbul di
dalam kehidupan masyarakat.

3. Untuk mengefahﬁi solusi -hukum akibét dari- pembebasan hak atﬁs tanah

tersebut.
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1.4. KEGUNAAN PENELITIAN
Hasi! penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat berguna baik secara
teoritis maupun secara praktis.
1. Kegunaan secara teoritis, bisa bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum,
khususnya hukum pertanahan.
2. Kegunaan secara praktis, bisa sebagal masukan yang bermanfaat bagi para
pihak yang bersangkutan, atau instansi-instansi yang berwenang dalam
bidang pertanahan khususnya yang membidangi masalah pengembangan

masalah pariwisata di pulau Lombok khususnya dan Nusa Tenggara Barat

pada umumnya.




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBEBASAN HAK ATAS TANAH.

2.1.1. SEJARAH PERATURAN HUKUM MENGENAI PEMBEBASAN
HAK ATAS TANAH.

Suatu persoalan hukum pertanahan yang kelihatannya tidak pernah selesai
diperbincangkan dan dikaji orang adalah persoalan “pengambilan tanah”
kepunyaan penduduk atau masyarakat untuk keperluan proyek pembangunan,
yang biasa dikenal dengan sebutan “Pembebasan hak atas tanah” dan
“Pencabutan hak atas tanah”. Hal ini memang menyangkut persoalan yang paling
controversial mengenai masalah pertanahan, pada satu pihak tertentu
pembangunan akan tanah akan sudah sangat mendesak, sedangkan pada lain
pihak pérsediaan akan tanah sudah mulai terasa sulit. Berjalannya proses
pembangunan yang cukup cepat di negara kita bukan saja memaksa harga tanah
pada berbagai tempat sangat melambung tinggi akan tetapi juga telah

menciptakan suasana dimana tanah sudah menjadi “komoditas ekonomiﬁ”, yang
mempunyal nilai yang sangat tinggi, sehingga besar kemungkiuan pembangunan
selanjutnya akan mengalémi kesulitan dalam mengejar laju pertumbuhan harga
tanah tersebut

Pada sisi yang lain keterikatan antara orang dengan tanah yang memang

sejak dahulu sudah tampak sekarang ini menjadi sangat komplek dengan berbagai
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dimensinya, sehingga mengambil tanah penduduk tanpa adanya unsur kerelaan
dari pemegang hak akan menimbulkan masalah tidak hanya menyangkut tanah
itu sendiri, akan tetapi bahkan yang lebih menonjol adalah masalah yang
dikaitkan dengannya seperti masalah politik, sosial, budaya, dan lain-lain,
sehingga sedikit saja salah langkah persoalan ake-m menjadi sangat ramit dan
menjadi masalah besar dan sangat merepotkan.

Persoalan pembebasan, pencabutan hak atau apapun namanya selalu
menyangkut dua dimensi yang harus ditempatkan secara ;eimbang yaitu
kepentingan pemerintah dan warga masyarakat. Dua pihak yang terlibat yaitu
antara penguasa dan kepentingan warga masyarakat harus sama-sama
memperhatikan dan mentaati ketentuan yang berlaku mengenai hal tersebut jika
hal tersebut tidak diindahkan akan timbul persoalan yang sangat rumit, dimana
pithak penguasa dengan “keterpaksaannya” melakukan tindakap yang dinilai
bertentangan dengan hak asasi dan sebagainya, sedangkan rakyat mau tidak mau
melakuk%;n apa saja untuk menempatkan apa yang diyakini sebagai hak yang
harus dipertahankan. '

Hubungan hukum manusia dengan tanahnya khususnya di Indonesia
memiliki sifat hubungan yang senantiasa berkembang menurut perkembangan
“budaya terutama pengaruh éosiél politikvdan ekohmﬁi, po]é penguasaan yang
berbenturan dengan_kepentinganr masyarakat (khususnya maéyarakaf adat ) akan
menjadikan penguasaan karena terkait erat dengan kondisi sosial budaya dan

perekonomian yang ada di Indonesia, bahkan telah menimbulkan 'pertentangan

Abdurrahman, masalah pencabutan dan pembebasan hak atas tanah, Citra Aditya Bhakti. Hal.1
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dengan hukum adat yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat. Secara
historis pertentangan tersebut lebih disebabkan oleh sistem penerapan hukum
barat yang telah diberlakukan di Indonesia yang berdimensi pada eksploitasi
untuk kepentingan perekonomian bangsa kolonial.

Akibat dari pertentangan tersebut telah mengakibatkan lemahnya nilai
tawar bagi hukum milik rakyat/adat dan pada akhirnya menyebabkan dualisme
pada hukum tanah nasional, dimana Hukum Barat diperuntukkan bagi orang
Eropa dan golongan asing yang dipersamakan dengan golongan Eropa, dan dilain
pihak berlaky hukum adat bagi orang Indonesia asli, sehingga bagi mereka tidak
adanya kepastian hukum.

Berlak_unya peraturan hukum mengenai penguasaan tanah, dan pada
khususnya mengenai pembangunan tanah baik tanah pertanian maupun tanah
perkebunan, dan kondisi tersebut mengalami perubahan sesuai dengan perubahan
jaman dari masa kemasa.
2.1.1.1. Masa Pra Kolonial.

Pola pembagian wilayah yang menonjol pada masa awal kerajaan-
kerajaan di Jawa adalah berupa pembagian tanah kedalam beragam penguasaan
atau penga'wasan yang diberikan ke taﬁgan pejabat yang ditunjuk oleh Raja afau
yang berwenang diatasnya.” demikian juga halnﬁa di pulau Lombok penguasaan

tanah sepenuhnya adalah pada Raja.’

2 Brahina Adhie, Hasan Basri Menggala (penyunting) Reformasi Pertanahan, Mandar Maju 2002

Hal 163
Suyatna Kartadarmaja dan Sutrisno, ed, Sejarah NTB, Depdikbud : 1977/1978, Hal. 38.
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Agaknya pada masa itu konsep “pemilikan” menurut konsep Hukum
Barat memang tidak dikenal, bahkan juga bagi penguasa. Oleh karena itu tanah
tersebut bukan “dimiliki” oleh pejabat-pejabat atau penguasa, melainkan bahwa
para penguasa itu dalam artian politik mempunyai hak yuridiksi atas tanah dan
wilayahnya yﬁng dengan kekuasaannya dan lpengaruhnya dapat mereka
pertahankan dan secara teoritis juga mempunyai hak untuk menguasai,
menggunakan, ataupun menjual hasil buminya sesuai dengan hukum adat yang
berlaku® |

Jika kita melihat secara historis bahwa penguasaan tanah dalam arti
“Milik” bermula jauh sebelum kedatangan Agama Hindu. Dalam Agama Hindu
dan Agama [slam tidak pernah penguasa dipandang sebagai pemilik® Tetapi yang
ada dan jauh lebih menonjol dalam jaman kerajaan adalah imbalan yang
merupakan hak kepada mereka yang patuh dan tekun dalam membayar pajak
yang diharuskan® dan menurut tradisi bahwa mutlak Raja adalah satu-satunya
pemihk ;an_ah dalam artian bahwa secara teoritis dia yang berkuasa diatasnya.’
Akan tetapi pada tingkat yang paling rendah rakyat merasa merekalah yang

mempunyal hak untuk mengolah tanah Desa mereka setelah menyerahkan

sebagian dari produksi atau tenaga kerja kepada pejabat Daerah®

Gunawan Wiradi, Tonggak Perjalanan Kebijakan Agraria di Indonesia. dalam buku Prinsip-Prinsip
Reformasi Agraria (Epilog) Noer Fauzi LAPERA. Thn 2001, Hal. 4

Hasan Hanafi, Pandangan Agama tentang tanah suatu pandangan Islam Prisma no. 12, tahun ke 4 |
1984,

Selo Sumarjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta (Yogya : Gajah Mada Univercity, 1981 Hal.178)
Soediono dan Gunawan Wiradi (Penyunting) Dua Abad penguasaan tanah, pola penguasaan
peftanian di Jawa dari masa Kemasa {Jakarta, Gramedia thn. 1984) Hal. 5

Herman Rajagungguk, Hukum Agraria, Pola penguasaan tanah dan kebutuhan hidup (Jakarta.
Candra Pratama.1995) Hal. &
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Pada masa akhir kerajaan Mataram penguasaan tanah olch pejabat
terutama dibagi atas dasar sistem apanage yaitu suatu bentuk penguasaan dimana
penggunaan atas tanah itu di .hadiahkan kepada para pejabat dengan syarat
kewajiban membayar upeti kepada penguasa pusat, dalam bentuk sebagian dari
hasil bumi yang dikumpulkan dari para petani (Moertono,l 1968 :1994), Ketika
Belanda dengan (VOC) nya ke Indonesia dan terutama sejak tahun 1677 ketika
Mataram menjadi daerah protektorat VOC, maka sejak itu peranan pejabat-
pejabat daerah sedikit-demi sedikit berubah’,

Pada masa pertengahan abad 18, ketika VOC memperoleh kekuasaan
untuk memonopoli perdagangan, Belanda berfungsi sebagai perantara antara
berbagai pejabat daerah dengan raja , karena para penguasa daerah itulah yang
menjamin penyerahan hasil bumi dari rakyat. Dengan menarik penguasa daerah
kedalam pengaruhnya, maka pada hakekatnya Belanda berhasil membuat agar
penyerahan hasil bumi diserabkan langsung pada VOC,. Dan dengan demikian
dapat mengkonsolidasikan kekuasaannya (Wf Wrethein 1959.44)!°

Pada awal masa berkuasanya Belanda di Indonesia, maka untuk
mendapatkan kepéstian, diperolehnya hasil bumi di Indonesia yang akan di
perdagangkan di Eropa. Belanda menjalankan politik monopoli dan tanam paksa
di daerah-daerah yang telah jatuh dalam kekuasaannya, baik melélui-penak}ukan
maupun perjanjian antara VOC dengan Raja'' . Sebagai pelaksana mbnopo]i dan

pungutan paksa tersebut adalah VOC, yang merupakan sindikat dagang Belanda,

> Gunawan Wiradi(Pralog) Of.cit Hal.5

" Tbid, Hal. 6
"' Mubiyarto dkk. Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi (Yogya ; Aditya
Bhakti 1992) hal.30
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maka VOC merasa berdaulat penuh atas tanah dan penduduk di daerah-daerah
tersebut dengan dalih hanya sekedar meneruskan kebiasaan yang ditakukan oleh
para Raja. '

Disamping monopoli dan pungutan paksa, sejak tahun 1630 VOC
memberikan tanah yang di kuasainya kepada orang-orang asing dengan imbalan
harus menyetorkan sebagian hasilnya kepada VOC dan kemudian karena
terdesak oleh masalah keuangan Belanda maka VOC menjalankan politik
pertanahannya dengan menjual tanah milik rakyat kepada orang yang mempunyai
modal besar terutama kepada” orang Cina, Arab, dan Belanda, tanah-tana;h
tersebut juga disebut dengan tanah partikelir.”’ Namun pada awal abad ke 19
VOC bangkrut dan penguasaannya digantikan oleh kerajaan Belanda. Gubernur
Jenderal Daendles mencoba memprakarsasi perubahan-perubahan administrasi
untuk menciptakan kekuasan politik yang lebih sistematis, tetapi sejauh itu
masalah penguasaan tanah secara formal belum memperoleh perhatian
sepenuhnya.

Baru ketika pemerintahan Inggris yang menggantikannya (1811-1816)
saat Raffles memperkenalkan teorinya yang terkenal yaitu Teori Domein,
masalah keagrariaan memperoleh perhatian yang sebenarnya. Di jaman Rafles

inilah yAang diarigge-xp sebégai tonggak sejara'h vang pertama dalam soal
- keagrariaan di Indonesia. |
Tetapi dalam menghadapi situasi yang berbeda di Indonesia, sebagai

seorang Gubernur Jenderal vang berbekal akademis -‘Rafﬂes agaknya

12 . e
Ibid hal. 51
" Soetomo, Politik dan Administrrasi negara usaha nasional {Surabaya, 1986) Hal. 18
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menginginkan agar langkah politiknya dapat memperoleh pembenaran baik
secara hukum maupun secara ilmiah. Maka pada tahun 1811 dibentuklah sebuah
panitia penyelidikan yang di ketuai oleh MacKenze dengan tugas “melaksanakan
penyelidikan statistik mengenai agraria”. Dan berdasarkan hasil penyelidikan itu
Raf‘fles menarik kesimpulan bahwa “semua tanah adalah milik raja atau
pemerintah” yang dikenal sebagai teori domein “dari Raffles”. Dengan
pegﬁngan ini maka dibuatlah sistim penarikan pajak bumi (yang terkenal dengan
_ istiléh Belanda Landrente) yaitu setiap petani diwajibkan membayar pajak
sebeéar %s dari hasil tanah garapannya. Dan teori Raffles ini ternyata

men{pengaruhi kebijakan agraria selama secbagian besar abad ke 19 4

2.1.1.2. Masa Tanam Paksa {Cultur Stelsel).

Van Den Bosch memulai tugasnya sebagai Gubernur Jenderal di
Indoﬁesia pada tahun 1830 disaat negara Belanda sedang dalam kesulitan
keuanga baik karena peperangan dengan Indonesia maupun dengan Belgia. Dan
untuk mengatasi masalah itu maka ia mengusulkan berlakunya sistem tanam
paksé di Indonesia °

Dasarnya adalah teori Raffles, yaitu bahwa tanah adalah milik
pemérintah. Para képala _Dt;,sa dianggap 111en§ewa kepada pemerintah, dan
selanjutnya kepala Desa meminjamkan kepada raky-at. Atas dasar ini maka isi

pokok dari Culture Stelsel adalah bahwa para pemilik tanah tidak usah lagi

Gunawan Wirady, Kebijakan Agraria yang Berorientast Kerakyatan dan Keadilan (penyunting),
Brahmana Adhi, Hasan Basri dalam buku Reformasi Pertanahan, Mandarmaju, Bandung, 2002 hal.
165, 166.

2 Mubyarto dkk. Op. cit hal 33
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membayar Landrente ( s dari hasil bumi) tetapi /5 dari tanahnya harus ditanam
dengan tanaman tertentu seperti nila, kopi, tembakau, teh, tebu dan sebagainya.
Dan dari hasil tersebut harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang sudah
ditentukan.'®

Disamping pelaksanaan dari tanam i)aksa yang mengakibatkan
penderitaan rakyat Indonesia juga karena praktik monopoli vang hanya dipegang
oleh Raja dan para Menteri tanah jajahan yang diterapkan pemerintahan Hindia
Belanda di daerah jajahannya maka banyak mengundang kecaman atau protes
oleh para kaum liberal (pemilik modal) di negara Belanda sendiri

Didalam menghadapi keadaan seperti itu maka pemerintah Belanda
mengeluarkan Regering Reglement (RR) pada tahun 1854 (sttb.1855 No.2).
Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan perkebunan agar tetap
memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi Belanda, namun juga
melindungi hak-hak rakyat untuk usaha pertanian, adalah merupakan bagian
penting untuk usaha perkebunan karena memberi kesempatan secara resmi
kepada modal asing untuk membuka usaha perkebunan dengan sistim sewa. Isi
pasal 62 RR ini selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah.

2. Dalam larangan itu tidak termasuk penjualan tanah keci! untuk perluasan

- kota dan desa dan untuk mendirikan Bangunan.

' Gunawan Wiradi, Op cit hal. 66
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3. Gubernur jenderal dapat menyewakan tanah dengan peraturan perundang-
undangan tanah yang telah dibuka dan telah dikerjakan oleh rakyat dan
tanah umum lainnya dan termasuk dalam desa tidak boleh di sewakan. !’
Sejalan dengan berkembangnya liberalisme maka para pengusaha swasta
di negeri Belanda yang merasa usahanya di bidang perkebunan besar mendapat
rintangan selama pelaksanaan tanam paksa, dan mulai menuntut kesempatan
yang lebih besar. Namun bertahun-tahun pemerintah belanda tidak bisa mencari
Jalan keluar dari persoalan ini. Masalahnya memang sangat dilematis antara
melindungi kepentingan kaum pemodal dan perlindungan terhadap hak rakyat,
sehingga pemecahan masalah tersebut baru tercapal pada tahun 1870 dengan
]ahirnya_Agrarische Wet yang diajukan oleh Menteri jajahan De Weal, '® Isinya
terdiri dari lima ayat dan kelima ayat itu kemudian ditambahkan kepada tiga ayat
dari pasal 62 RR tersebut diatas, sehingga menjadi delapan ayat, dimana salah
saty ayatnya menyebutkan bahwa Gubernur Jenderal akan memberikan hak
Erfpacht“ selama 75 tahun. Pasal 62 RR dengan delapan ayat ini kemudian
menjadi atau dijadikan pasal 51 dari Indische Staatstrehgeling (IS) dan inilah
yang disebut dengan Agrarische Wet 1870 yang diundangkan dalam Lembaran
Negara No.55 Tahun 1870.

.Ketentual'l-ketentuan _didalafn pelaksanaannya diatur dalam berbagai
peraturan dan keputusan-keputusan, Salah satu keputusan penting i;dlah apa vang
dikenal dengan Agrarische Besluit yang diundangkan dalam Statsblad No.118

Tahun 1870. Pasal 1 dari AB inilah yang memuat suatu pernyataan penting yang

' Harsono. Sejarah UUPA, Sejarah-Penyusunannya, Isi dan Pelaksanaannya (Jakarta, Jambatan

1986) Hal. 69

'¥ Mubyarto dkk. Op. cit Hal. 35.
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telah cukup dikenal yaitu Domein Verklaring yang menyatakan bahwa “semua
tanah yang tidak terbukti bahwa atas tanah itu ada hak milik mutlak (eigendom)
adalah domein Negara. Maka dengan demikian tahun 1879 merupakan tonggak
yang sangat penting dalam sejarah agraria Indonesia, karena sejak saat itu awal
mulainya para pemodal swasta asing datang berduyun-duyun untui_q
mencengkeram bumi Indonesia'®

Sementara itu pada jaman Hindia Belanda belum dikenal dengan adanya
pembebasan tanah, cuma yang ada pada saat itu adalah pembelian tanah pada
para pemilik tanah yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Kewenangan untuk
memiliki juga berdeminsi pada wewenang untuk melakukan pencabutan terhadap
hak atas tanah. Kewenangan melakukan pembelian terhadap tanah itu terdapat
dalam Bijblad No. 11372 Jo No. 12476 Tahun 1927. Peraturan ini mengatur
mengenai panitia pembelian tanah untuk kepentingan pemerintah.

Dalam Bijblad tersebut termuat peraturan yang dinamakan Governement
Besluit tanggal 8-1-1932 No. 23 yang intinya sama yaitu mengatur tentang
pembelian tanah untuk kepentingan pemerintah,*

Seperti telah diterangkan diatas sistem yang diberlakukan oleh

pemerintah Hindia-Belanda dalam mendapatkan tanah yang dibutuhkan bukanlah

dengan cara membebaskan melainkan dengan cara pengambil alihan hak atas

tanah. Dalam pasal 1 Bijblad No. 11372 Bijblad No. 12476 disebutkan bahwa |

pengambilan tanah untuk kepentingan pemerintah harus diselenggarakan dengan

persetyjuan pemiliknya, yang selanjutnya dijabarkan baik vang berhubungan

" Gunawan Wiradi Op <it Hal. 168,169

¥ Abdurcahman Masalah pencabutan dan pembebasan hak tanah di Indonesia. Citra Aditya Bhakti.

Bandung 1983 hal. 24
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ataupun tidak adanya suatu Ordonantic yang menyatakan bahwa kepentingan
umum menghendaki pencabutan hak milik atas satu benda atau hak, maka
maksud itu hendaknya dicapai melalui perundingan para pemilik atau yang
berhak.*!

Ketentuan ini secara tegas mengatakan bahwa untuk pengambilan tanah
guna kepentingan pemerintah harus didasarkan atas kesepakatan dengan
pemegang haknya. Dengan demikian apa yang diatur disini bukanlah yang
dimaksud sebagai Onteigening (pencabutan hak) sebagaimana yang diatur dalam
Ordonantie tanggal 31 Juli 1920 (Stb 1920 No. 547) yang lebih di kenal dengan

sebutan Onteigening Ordonantie.

2.1.1.3. Periode Jaman Jepang.

Pada masa penjajahan Jepang, pada umumnya tidak ada perubahan dalam
politik agraria. Usaha-usaha yang menonjol yang dilakukan oleh pemerintah
Jepang ‘pada saat itu adalah usaha peningkatan- produksi pangan untuk
kepentingan ekonomi perang Jepang. Penanaman bahan makanan dikaitkan
dengan mewajibkan rakyat mempergunakan syarat-syarat dalam pengetahuan
pertanian yang baru .

Untuk-menambah hasil bumi, maka tanah peﬂanién rakyat diperluas.
Adapun cara yang- ditempuh oleh pemerintah Jepang dalam rangka merubah hasil -

bumi adalah dengan membatasi tanah-tanah perkebunan, kemudian penggunaan

2! bid hat. 12

M. Tauchid, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia,

Bagian 11, (Jakarta : Tjakrawaia, 1933), him 6.
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lahan lebih diutamakan untuk tanaman padi dan tanaman lainnya.” Disamping
itu dilakukan juga pembongkaran-pembongkaran hutz}n dan tanah-tanah
onderneming untuk dijadikan lahan tanaman pangan, sechingga pada saat itu
terjadi perusakan-perusakan tanah onderneming yang menyebabkan penurunan
produksi perkebunan.**

Mengenai tanah-tanah partikelir, selama pemerintahan Jepang tidak ada
tanah partikelir yang dibeli kembali. Tanah-tanah partikelir peninggalan Belanda.
Oleh pemerintah Jepang dimasukkan dalam urusan pemerintah, dengan
membentuk kantor urusan tanah partikelir.? sehingga seolah-olah tanah partikelir
itu dikuasai oleh pemerintah, sedangkan tuan tanah sudah tidak berkuasa lagi.®®

Dengan demikian pendudukan Jepang atas bumi Indonesia yang singkat,
telah menimbulkan akibat-akibat yang negatif, yaitu penderitaan yang Jauh lebih
hebat bagi rakyat (terutama kaum tani). Di samping itu juga telah mengakibatkan
rusaknya tanah-tanah perkebunan, sehingga terjadi penurunan ekonomi rakyat.

Di pulau Lombok pemerintah Jepang menjalankan monopoli penanaman
kapas, yang boleh menanam dan mengusahakan kapas hanyalah Jepang yang
disclenggarakan oleh Kanibu. Badan yang menyelenggarakan pengolahan, dan
Juga penanaman kapas adalah Nanyo Kuhatso Kaitsho (Nanko).zf
Rakyat hanya boleh mengolah kapas dan benang ﬁailik Jepang dengan bégj iaasil

belah pin-ang.28 Tempat—tem;:iat proyek penanaman kapas yang dimiliki/

» Mubyarto, dkk. Op. Cit., him 49.
24 e -
Ibid.
* Thid., him 50.
*¢ Tauchit, Op. Cit., him 8.
%7 Kartamadja dan Kutoyo, ed., Sejarah Nusa Tenggara Barat, DEPDIKBUD 1977/1978. him 104,
28 i
[bid.
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diusahakan oleh Jepang di Pulau Lombok adalah; Bangko-bangko, Lembar,
Lendang Morang, Gili Terawangan, Tanjung Ringgit, Pelabuhan Lombok dan
Rambang.” Tempat-tempat ini sangat terkenal dengan malarianya, rakyat
dipaksa untuk bekerja sehingga banyak pekerja yan g mati.

Maka akibatnya di beberapa Desa, pertanian terbengkalai, produksi
pertanian menurun. pemerataan hasil bumi terhalang, Masyarakat tidak sempat
untuk mengolah tanahnya, karena Jepang tidak ingin melihat masyarakat

menanam tanaman, selain yang telah ditentukan oleh pemerintah Jepang,

2.1.1.4. Periode Kemerdekaan Sampai Tahun 1960.

Soal agraria (tanah) adalah merupakan soal hidup dan penghidupan
manusia, karena tanah merupakan asal dan sumber penghidupan, tak terkecuali
bagi bangsa Indonesia, soal tanah adalah tiang dan sumber bagi
penghidupannya. ™

Pénguasaan tanah oleh kaum penjajah bumi Indonesia selama periode 350
jelas telah menimbulkan penderitaan yang sangat berat bagi bangsa Indonesia,
karena mereka tidak bebas menggunakan tanahnya sendiri sebagai sumber
penghidupannya.

| Dengan tercapain]}a kemerdekaan Indonesia yang di proklamasikan pada
Tahggal i7-8-]945, muncul hara“pan akan tercapainya kehidupan yang lebih

layak. Dengan kemerdekaan ini pula rakyat merasa bebas untuk mendapatkan

kembali tanah nenek moyangnya yang selama im di kuasai oleh penjajah, rakyat

* Ibid. him 105
*% M. Tauchid, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
Bagian I (Jakarta. Tjakranada [952) hal 6.
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yang sejak lama haus dengan tanah mulai mengadakan pembabatan hutan untuk
dijadikan tanah pertanian. Perbuatan ini sebetulnya merupakan kelanjutan dari
apa yang dirintis oleh Jepang yang menggerakkan rakyat untuk membakar hutan,

Hutan Onderneming milik Belanda dan kemudian menanaminya dengan
tanaman pangan untuk keperluan perang.”’

Dalam perkembangan selanjutnya keadaan politik hukum pertanahan
setelah Tahun 1945 berada dalam keadaan tak menentu dan usaha mereka
mewuyjudkan Undang-undang yang baru ternyata tak segera dapat dilaksanakan,
karena setelah proklamasi‘ kemerdekaan bangsa Indonesia harus menghadapi
persoalan-persoalan, seperti serangan-serangan dari Belanda yang berusaha untuk
menjajab kembali bangsa Indonesia. maka sambil menunggu terbentuknya
Undang-undang yang baru Agrarische Wet yang merupakan warisan jaman
kolonial masih tetap di berlakukan.’? Berdasarkan aturan peralthan Pasal 2
Undanng-undang Dasar 1945, dan dilaksanakan berdasarkan atas kebijakan baru
dengan tafsiran yang sama pula sesuai dengan tujuan-tujuan seperti yang
tercantum dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Munculnya Undang-undang baru untuk menggantikan Undang-undang

lama warisan penjajah memang sangat diharapkan untuk segera terwujud, karena

perundang—undangan lama yang jelas-jelas sudah tidak sesuai dengan Undang--

undang Dasar 1945 (Pasal 33) yang mengutamakan kemakmuran rakyat.
Disamping bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar

1945, Undang-undang agraria lama juga mempunyai kelemahan, yaitu sifatnya

*! Ibid hal.7
*2 Musyarto, dkk. Op.Cit. hlm 53
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yang masih dualisme, ini berarti bertentangan dengan cita-cita bangsa Indonesia

yang menghendaki adanya hukum agraria yang satu dan berlaku bagi seluruh

bangsa Indonesia.

1.

2.

3.

4.

5.

a.

Usaha-usaha yang bangkit yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka

membentuk Undang-undang Agraria yang baru adalah dengan dibentuknya:

Panitia Agraria Yogya tahun 1948
Panitia Agraria Jakarta tahun 1951
Panitia Agraria Soewahyo tahun 1956
ﬁancangan Soenaryo tahun 1958

Rancangan Sadjarwo tahun 1960°

Adapun tugas dari panitia ini umumnya adalah :

Memberi pertimbangan pada pemerintah tentang soal hukum tanah pada
umumnya,

Merancang suatu dasar-dasar untuk tanah yang memuat hukum agraria
negara Republik Indonesia

Merancang perubahan, pencabutan peraturan lama, baik dari sudut

legislatif maupun dari sudut-sudut politik dan menyelidiki soal-soal lain

yang berlakunya dengan hak tanah.*!

- Selain tugas diatas, tugas yang lainnya adalah segera mengadakan

perubahan hukum agraria kolonial yang berlaku pada waktu itli dengan fnakéucl

untuk mengadakan perubahan hukum agraria kolonial yang berlaku pada waktu

itu dengan maksud untuk menciptakan suasana hukum yang mampu menjadikan

3 Gunawan Wiradi. Op.Cit hlm 172

* Boedi Harsono. UUPA. Sejarah Penyusunan isi dan pelaksanaannya. Negara Indonesia Jilid 1
(1986) hal.59.

UPT-PUSTAR-UXEIP
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bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
sebagai sumber kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh ra:kyat Indonesia secara
adil dan merata berdasarkan pancasila dan Pasa! 33 Undang-undang Dasar
1945.%

Setelah melalui perjalanan yang panjang akhirnya pada tanggal 24 September
1960 rancangan Undang-undang Pokok Agraria itu di sahkan oleh Presiden
Soekarno menjadi Undang-undang No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok

| Agraria yang lebih sering disebut dengan UUPA.

Maka dengan di undangkannya Undang-undang Pokok Agraria maka
berakhirlah sistem dualisme hukum, yang kemudian terjadi unifikasi hukum
agraria yang berdasarkan hukum adat, dan sebagai konsekueﬁsinya segala bentuk
hak-hak atas tanah di jaman Belanda harus di hapuskan dan harus di konversi
menjadi hak-hak yang diatur oleh Undang-undang Pokok Agraria.

Dengan di hapuskannya peraturan pertanahan peninggalan pemerintahan
Hindia Belanda ini juga menempatkan Undang-undang Pokok Agraria sebagai
satu-satunya landasan hukum terhadap permasalahan pertanahan di Indonesia, hal
ini merupakan wujud implementasi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
1945. Undang-undang Pokok Agraria harus di tempatkan sebagai induk dari
-Un.dang-Unciang lainr'lya-yang -berkaitan dengan peﬁgaturan bumi, air, ruang -

angkasa dan kekéyaan alam yaﬁg terkaﬁdung di dalamnya.

¥ Tentang Sekilas UUPA (Bandung.,1984) Abdurrahman him. 33, 34.
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2.1.2. PENGERTIAN PEMBEBASAN HAI;I ATAS TANAH

Kalau kita kaji secara menyeluruh, tak satu Pasal pun persoalan
pembebasan tanah, kita jumpai dalam peraturan yang secara tegas mengatur
masalah pembebasan tanah.*®

Namun didalam Undang-Undang Pokok Agraria hanya di kenal apa yang
dinamakan “Pencabutan Hak”. Pasal 18 UUPA dengan memberikan syarat dan
ketentuan tentang pencabutan hak atas tanah sebagai berikut; Untuk kepentingan
umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari
rakyat hak atas tanah dapat di cabut dengan ganti rugi yang layak dan menurut
cara yang di atur dengan Undang-undang.®’

Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan, bahwa hak milik
itu hapus karena pencabutan hak untuk kepentingan umum dan karena
penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Sedangkan di dalam pasal 34 dan
40 hanya di-tegaskan mengenal hapusnya hak tertentu, dengan kata lain di dalam
Undang-Undang Pokok Agraria mengenai hapusnya hak atas tanah itu vyaitu
HGU dan HGB secara tegas di sebutkan karena di cabut haknya atau dialih
karena dilepaskan haknya sebelum jangka waktunya berakhir.*®

Pada jaman penjajahan dahulu masalah pencabutan hak (Onteigening) dan

pembebasan tanah (Prijsgeiving) diatas terpisah antara satu dengan yang lainnya.

Masalahi pencabutan hak diatur dalam Statblad .1920 No. 574 yang lebih dikenal

dengan “Onteigening Ordonantie” peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal |

36
17

a8

Soedaryo Saimin . Status Hak dan Pembebasan tanah, Sinar Grafika, 2001, hal. 71.

AP Pertindungan, Pencabutan dan Pembebasan Hak atas Tanah, Suatu Study Perbandingan.
Mandar maju, Bandung. 1993. Hal 4.

Soedaryo Saimin . Op.Cit. Hal 72.
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September 1920, yang kemudian ditambah dan diubah, terakhir dengan Statblad

1947 No.96.

Kemudian masalah pembebasan tanah pada jaman dahulu dikenal dengan
berbagai nama seperti : Prijsgeving outhaffing atau atkof , masalah ini dulu diatur
dalam Gouvernoment Besluit No.12746.

Mengenai pembebasan tanah sckarang ini kita jumpai ada. berbagai
peraturan-peraturan, surat edaran, dan instruksi dari Departemen Dalam Negeri
antara lain :

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun.1975, tanggal 3 Desember
1975 tentang ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1976, tgl 5 April 1976 tentang
penggunaan acara pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah bagi
pembebasan tanah oleh pihak swasta.

3. Surat Dasar Menteri Dalam Negeri No.Ba.13/108/12/75 tgl 3 Desember 1975

4. Surat Dasar Direktur Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tgl 29
Februari 1976 No. BTU 2/568/2-76.*

Banyak lagi yang berupa surat dasar maupun keputusan Gubemnur
mengenai pembebasan tanah tersebut. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri No.15/1975 bahwa yang di maksud dengan pembebﬁsaﬁ

' hak_-atas tanah adalah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat df
antara pemegang hak atau penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti

rugi atas dasar musyawarah dengan pihak yang bersangkutan. Maka dengan

**" Abdurrahman, Op.Cit hal.12-13.
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demikian kembalilah tanah itu kepada negara menjadi “Tanah yang dikuasai
langsung oleh negara” untuk kepentingan instansi/badap hukum yang telah
membayar harga atau nang ganti rugi yang didasarkan pada persetujuan kedua
belah pihak, dengan bantuan panitia pembebasan hak atas tanah dan camat selaku
kepada wilayah,*

Kalau kita melihat masalah ini dari satu sudut, yaitu dari sudut penguasa
maka pengambilan tanah seseorang adalah sebagai pembebasan tanah, dimana
pihak pemerintah membebaskan tanah yang bersangkutan dari hak dan kekuasaan
dari si pemegang haknya, sehjrigéél tanah yang diinginkan benar-benar bebas dari
kekuasaannya. Sedangkan dilihat dari sudut si pemegang hak, maka
perbuatqnnya adalah berupa pelepasan hak atas tanah yaitu si pemgang hak atas
tanahnya secara sukarela, melepas haknya setelah ia mendapat ganti rugi vang
layak atas tanah itl_l.‘”

Dengan semakin meningkatnya peranan swasta dalam sektor
pembangunan kebutuhan akan tanah yang cepat tidak hanya diperlukan oleh
instansi pemerintah, akan tetapi juga oleh pihak swasta. Untuk itu ditetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2/1976 tentang Penggunaan Acara
Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah
Oléh lsihak Sw-asta. Dehgaﬁ adan.ya Peraturan Menteﬁ m telah mengalamm
pergeséran pengertiah pembeb'asan'tanah )}ang tidak hanya sekedar sebagai upaya
untuk pengadaan tanah untuk pemerintah, akan tetapi juga untuk kepentingan

swasta. Menurut- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2/1976 bahwa dalam

“ John Salindeho, Masalah Tanzh Dalam Pembangunan. Sinar Grafika, Ujung Pandang 1988 Hal 33.
" Abdurrahman. Op.Cit. Hal. 28.
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pembebasan tanah untuk kepentingan swasta memerlukan ijin tertulis dari

Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dengan mempf;rhatikan manfaat dari

proyek yang dimaksud dan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I secepatnya

menyampatkan laporan kepada Menteri Dalam Negeri setiap kali dilaksanakan
pembebasan tanah rakyat menurut tata cara sebagaimana yang diatur dalam
peraturan ini.

Ada dua cara untuk pelaksanaan pembebasan tanah yaitu :

1. Pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah dilakukan sekaligus
dihadapan panitia Pembebasan Tanah Kabupaten/Kotamadya yang
bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Agrana No.
Ba. 12/108/12/1975 tanggal 3 Desember 1975, dengan tidak memerlukan lagi
pembuatan akte pelepasan hak secara khusus.

2. Pelaksanaan hak untuk kepentingan swasta harus dilakukan dengan
pembuatan akte pelepasan yang dibuat di hadapan Kepala Sub Direktorat
Agrarta Kabupaten/Kotamadya, Camat (Kepala kecamatan) atau Notaris
setempat.

Sehubungan diterbitkannya Keputusan Presiden No.55/1993 tidak
digunakannya lagi istilah pembebasan tanah sebagaimana lazimnya di kenal
dalam praktek sébagai salah satu pranata hukum altem-atif dari.pencabutan hak
atas tanah yang secara teéas disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria_.
Di dalam Keputusan Presiden tersebut istilah pembebasan tanah diganti dengan

pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, yang maksudnya
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adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti
kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut ( Pasal 1 butir [1] ).

Keppres ini semata-mata hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan
tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, selain untuk
kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara jual beli, tukar
menukar, atau dengan cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak

yang bersangkutan,

2.1.3. PERKEMBANGAN LEMBAGA PEMBEBASAN TANAH,

Seperti telah kita bahas diatas bahwa istilah dari pembebasan tanah baru
ditemukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15/1975 yang di
definisikan sebagai melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat diantara
pemegang hak atau penguasa atas tanah dengan memberi ganti rugi.

Latar belakang adanya pembebasan tanah adalah sebagai pemenuhan
kebutuhan tanah yang dilakukan oleh pemerintah karena keterbatasan lahan tanah
negara. apabila pembebasan tanah dilakukan oleh pihak swasta, agar di dapatkan
fanah dengan harga yang lebith murah, maka alasan untuk membangun
kepentingan umum telah membuat harga tanah dinilai jauh lebih rendah
dibandingkan dengan harga standar.

Konseﬁ pembebasan tanah pada dasamya mirip dengan penibe]ian tanah
oleh negara pada jaman Hindia Belanda. Hal tersebut seperti yang diatur dalam

Bijblad No.11372 jo Bijblad No. {2746 vang atas dasar peraturan tersebut apabila

pemefinta.h membutuhkan fanah, sementara tidak tersedianya tanah-tanah negara
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maka pemerintah dapat membeli tanah-tanah milik rakyat guna memenuhi
kepentingannya.

Konsep tersebut setiap kali p;:merintah menghadapi kesulitan seperti itu,
maka Gubernur Jenderal atau Residen membentuk panitia pembelian tanah untuk
dinas yang berfungsi untuk membantu pemerintah dalam mengambil alih tanah-
tanah rakyat dengan cara membeli. Dalam Bijblad No.11372 tahun 1927 maupun
Bijblad No.12746 tahun 1932 telah memberi dasar legitimasi bagi pemerintah
kolonial untuk memperoleh tanah milik rakyat yang secara langsung membuka
jalan bagi pemerintah untuk menjadi pemilik baru atas tanah rakyat.

Konsep pemerintah sebagai pemilik atas tanah tersebut memang sejalan
dengan asas hukum agraria kolonial yang membenarkan negara mempunyai hak
atas tanah (Domen Verklaring). Konsep negara sebagai pemilik tanah tersebut
diatur dalam Hukum Agraria Kolonial (Agrarische Wet).

Berhubung konsep tersebut tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat
Indonesia, maka setelah diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria pada
tahun 1960, peraturan dalam bentuk Bijblad otomatis gugur karena tidak ada lagi
landasan yuridisnya. Disebutkan pula dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Pokok Agraria yang menentukan kewenangan negara atas tanah hanyalah untuk :
1. Mengatur dan menyelenggarakan -per.untukan, pengguna'an,iperseciiaan, dan

pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dengan bumi, air, dan ruang angkasa,
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3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bgmi, air, dan ruang
angkasa.

Hal tersebut diperkuat pula dalam Pasal 2 ayat (3) yang menerangkan
bahwa kewenangan negara dilaksanakan untuk mencapai sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan
dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil
dan makmur.

Pada tahun 1975 pemerintah Orde Baru memperkenalkan lembaga
pembebasan tanah melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria No. Ba.
12/108/12/75, yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 15/1975 tentang Ketentuan-Ketentuén Mengenai Tata Cara Pembebasan
Tanzh. |

Peraturan ini tampaknya lebih di latar belakangi oleh kepentingan-
kepentingan yang bersifat ekonomis jika dibandingkan dengan kepentingan yang
bersifat yuridis. Hal ini terkesan dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan
dengan berbagai upaya untuk memfasilitasi para pemilik modal dan pemerintah
untuk memperoleh tanah-tanah rakyat dengan cara membebaskan.

Latar belakang yang bersifat ekonomis dengan dic_lasarkan-pada kebijakan
pemerintah Orde Baru yz-mg tampi! di panggung kekuasaan dengan model
pertumbuhan ekonomi yang dianut Indonesia adalah sistem ekonomi yang
cenderung kapitalistik, yang"membuka peluang bagi pemodal besar untuk

memanfaatkan sumber daya pedesaan. Model pembangunan yang dianut
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developmenialis, teknokratik, dan birokratik, dan dijalankan dari atas. Sistem
politik yang dianut bersifat otoriter, monolitik, dengan memakai pendekatan
keamanan dan kekerasan terhadap rakyat.

Untuk mewujudkan tekad itulah maka pemerintah memberi peluang
kepada pemilik modal baik domestik rﬁaupun asing untuk menanamkan
investasinya di Indonesia. Pemberian peluang tersebut dilakukan dengan cara
menyediakan berbagai fasilitas, antara lain dalam bentuk perpajakan dan
penyediaan tanah.

Tanah merupakan faktor produksi yang sangat dibutuhkan oleh pemilik
modal disamping untuk para pemilik modal swasta yang memerlukan tanah untuk
kegiatan investasi antara lain sektor industri, jasa, pertambangan, dan lain-lain.
Bagi pemerintah sendiri memerlukan tanah guna kepentingan pembangunan
seperti jalan raya, jembatan, waduk, dan sebagainya. Penyediaan tanah untuk
pembangunan menjadikan pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan cara
pembebasan tanah milik rakyat. Hal ini tampak jelas karena didorong oleh
desakan kepentingan eckonomi para pemilik modal dan pemerintah, maka
kebijakan pembebasan tanah diperkenalkan ke dalam sistem hukum pertanahan
Indonesia.

Dalam perkg:lﬁbangannya sistemr pembebzisan tanah kemudian diatur
dalam Keputusan Presiden karena peraturan ai tingkat menteri dirasakan 'kuraﬁg
memiliki dasar hukum yang kuat. Untuk masalah pembebasan tanah yang
diperuntukkan bagi umum menurut Keputusan Presiden, ini sebagai kepentingan

seluruh lapisan masyarakat (Pasal 1 angka 3), perumusan tersebut sangat
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sederhana sifatnya bila kita bandingkan dengan perumusan yang sama dalam
Undang-Undang No.20/1961 maupun Instruksi Presiden No.9/1973.

Menurut Undang-Undang No.20/1961 perumusan kepentingan umum
dalam konteks pencabutan hak atas tanah yang tercantum dalam Pasal 1
menyebutkan bahwa kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan
negara serta kepentingan bersama dari rakyat. Sementara dalam Instruksi
Presiden No.9/1973 terdapat dalam Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa
kepentingan umum adalah kepentingan yang menyangkut kepentingan bangsa
dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak, dan pembangunan®?

Pembebasan tanah yang dilakukan oleh pemerintah haruslah
diperuntukkan bagi pembangunan yang tidak digunakan untuk mencari
keuntungan. Bidang-bidang tersebut seperti tertuang dalam Pasal 5 Keputusan
Presiden No.55/1993 yang menyebutkan antara lain ;

1. Jalan umum, saluran pembuangan air.

2. Waduk, bendungan, dan pembangunan pengairan.

3. Rumah Sakit Umum dan PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat).
4. Pelabuhan, bandara udara, terminal.

5. Tempat peribadahan.

6. Tempat pendidikan dan sekolahan, pasaf umum, atay pasar Inpres.

7. Fasilitas pemakaman umunm.

8. Fasilitas keselamatan umum, seperti antara lain tanggul penanggulangan

bahaya banjir, lahar, dan bencana yang lain.

2 Abdurrahman, op.cit, him.33.




9. Pos dan telekomunikasi.

10. Sarana dan olah raga

11. Stasiun penyiaran radio, televisi, beserta sarana pendukungnya.
12. Kantor pemerintah.

13. Fasilitas militer.

Adanya rincian tentang kriteria pembangunan yang mengakibatkan
terjadinya pembebasan tanah untuk kepentingan umum tersebut membatasi
pengertian dari kepentingan umum itu sendiri sehingga diharapkan dalam segi
operasionalnya tetap berpedoman pada kriteria-kriteria terseburt. Seperti yang
telah sering kita saksikan bahwa definisi dari kepentingan umum sering dibuat
mengambang oleh pihak pemerintah maupun pemilik modal yang membutuhkan
tanah, hal ini dilakukan agar dalam pembebasan tanah dapat ditekan pengadaan
ganti ruginya sebagai dalih pembangunan untuk kepentingan umum.

Dengan adanya praktek manipulasi kepentingan umum tersebut
menjadikan keberadaan lembaga pembebasan tanah hanya digunakan untuk

kepentingan pihak yang membutuhkan tanah, sementara pemegang hak atas tanah

tidak terjangkau peratuarn-peraturan yang melindungi hak mereka.

2.2 Tinjauan Y;Iridis Térhédap Pératuran Menteri balam Negeri Nomor
15 Tahun 1975.
2.2.1. Teori Negara Hukum Dan Kekuasaan,
Cita-cita negara hul_mm di dalam kehidupan bernegara telah berke.mbang di

negara Eropah pada umumnya sejak abad ke 17, tetapi konsep negara
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hukum baru mulai tampil ke depan pada awal ke 19, yang dipelopori dan di
barengi dengan lahirnya teori- teori hukum alam yang menentang kekuasaan
Iaja atau negara yang sangat absolut. Dan dengan demikian menurut konsep
teori hukum alam bahwa akal pikiran atau ratio mempunyai peranan yang
sangat penting, maka dengan demikian pemikiran tentang negara dan hukum
mendapat kesempatan untuk berkembang sedemikian rupa untuk
menyumbangkan diri di masa mendatang,

Kondisi tersebut yang menjadi dasar lahiya tentang kedaulatan
rakyat dan pemisahan kekuasaan negara waktu itu. Dan para ahli pikir pada
waktu itu, yang sangat dominan antara lain adalah John Lock, JJ.
Rousseue dengan teori kedaulatan rakyat dan disempurnakan menjadi teori
pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

JJ Rousseue mengemukakan kembali asas kedaulatan rakyat dalam
bukunya “Du Contrak Secial” secara rasional ia berpendapat bahwa ada
perfanjian orang untuk menyususn masyarakat, dan perjanjian ini sifatnya
sangat menentukan sehingga dari persetujuan rakyat inilah seorang Raja
mendapatkan kekuasaannya untuk memerintah. Jadi yang berdaulat adalah
rakyat dan Raja adalah sesungguhnya hamba dari rakyat.*

Disamping pendapat pis Rou§seu tersebut ada jﬁga pendapat baru tentang
pembagian tugas negara yang sesuai dengan dasar l-cekuasaan pemerintah.

Menurut ajaran ini bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, dan

** 13.Van Schmid. Pemikiran tentang Negara dan Hukum . Pembangunan , erlangga Jkt 1979,hal 10




masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan yang berdiri
sendiri yaitu :
1. Kekuasaan perundang-undangan yaitu Legislatif

2. Kekuasaan untuk melaksanakan pemerintahan yaitu Eksekutif

(V5]

. Kekuasaan Kehakiman yaitu Yudikatif.

Pendapat mengenai pembagian kekuasaan dari Mountesquiue itu dikenal
sebagai ajaran Trias Politika. Selain itu ajaran ini juga berpedapat bahwa
apabila kekuasaan negara itu dipisahkan secara tegas maka akan
menghilangkan dan akan timbulnya tindakan sewenang-wenang dari
penguasa

Dalam kaitannya dengan ajaran Mountasquieu inilah yang menurut Prof.DR
Seedargo Gautama yang menjadi hubungan antara cita-cita negara hukum
dan asas pemisahan kekuasaan. Suatu badan peradilan yang bebas dari
segala pengaruh luar, baik dari badan penyelenggara maupun dari badan
per;vakilan ( pembuat Undang-undang) harus menjamin bahwa setiap pihak
harus bertindak didalam batas-batas yang diberikan kepadanya. Maka
d;:ngan pemisahaan kekuasaan ini, cita-cita suatu negara lebih terjamin ,
walaupun demikian tidak dapat disanggkal, bahwa didalam negeri-negeri
dimana semua kekuasaan terletak dalam satu tangan Raja, asalkan Raja itu
berpegang tegﬁh pada pri kel;lanusiaan dan keadilan, dan dapat pula terjadi

is
pada suatu negara hukum .*°

* Soehino. Ilmu Negara , Liberty .yogya ,1998.hal 116
** Soedargo Gautama Pengertian tentang Negara Hukum . Alumni Bandung .1983 hal 5
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Negara Republik Indonesia yang secara yuridis formal telah terlepas
dari belenggu penjajahan asing pada tanggal 18-8-1945 dan sekali gus hari
dan tanggal ditetapkannya UndangUndang Dasar tahun 1945 oleh Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan dasar dari
organisasi negara kita, maka dengan tegas disrebutkan dalam Pasal pertama
bahwa negara kita adalah negara hukum ; Republik Indonesia yang merdeka
dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbeﬁtuk
kesatuan. Selain itu juga tertuang dengan jelas dalam penjelasan Undang
Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum bukan
berdasarkan kekuasaan belaka artinya bahwa kekuasaan tertinggi ada pada
hukum atau tidak ada kekuasaan lain dari hukum yang bersumber dari
pancasiia.“

Sesuai dengan prinsip dan tujuan negara hukum pada umumnya,
bahwa Indonesia telah bertekad untuk hidup maju, sejahtera, adil dan
makmur. Dan didalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 antara lain
dinyatakan bahwa tujuan negara kita adalah “ memajukan kesejahteraan
umum” dan kemudian pada akhir alenia ke IV pembukaannyan diamanatkan
tekad untuk mewujudakan suatu keadilan S(;sial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Dan darirkalimat- pembuk'aaﬁ Undahg Undang Dasar 1945,

“sangat jelas bagi kita bahwa nilai-nilai yang ingin kita wujudkan adalah

kesejahteraan yang berkeadilan sosial.*’

*® Syachran Basjah. Perlindimngan Hukum terhadap Sikap Tindakan Administrasi Negara Alumni
Bandung. 1992 hal 1 . -

7 AA.Oka Mahendra. Menguak Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertanahan . Pustaka Sinar Harapan
JKT 1996 Hal 258,
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Konsepsi dari negara hukum Indonesia telah pula dirumuskan oleh
rakyat melalui wakilnya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang
didalam ketetapa_nnya tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
Khususnya tentang Wawasan Nusantara dimana antara lain dirumuskan,
“Bahwa seluruh kepulavan Nusantara merupakan satu kesatuan hukun
dalam arti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan
nasioanal.

Kélau kita menengok sejarah terbentuknya negara-negara yang
berpegang pada konsep negara hukum, béﬁwa;“‘ The Rule of Law “ maupun
“Rechstaat “ lahir dari suatu perjuangan untuk menentang penguasa yang
absolut, sedangkan Indonesia sejak berdirinya sudah menentang segala
macam kekerasan dan kesewenangan. Oleh karena itu jiwa dan semangat
dan 1si dari negara hukum kita tidak begitu saja mengambil konsep dari
keduanya. Dan bagi Indonesia adalah keserasian hubungan antara
pemerintah dan rakyat yang berdasarkan atas asas kerukunan dan
musyawarah.

Secara prinsipil bahwa prinsip negara hukum mengandung unsur-
unsur yang sangat penting vaitu:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas -dan kev\v/ajibann};a harus
berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Adanya jaminan hak-hak asasi manusia.

Adanya pembagian kekuasaan dari negara
Adanya pengawasan dari badan peradilan .

ENCES

Dalam keempat unsur tersebut nanpak jelas bahwa negara hukum

Indonesia menganut paham negara hukum dengan rumusan Rechstaat
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dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari
pengertian negara hukum pada umumnya yang disesuaikan dengan
keadaan di Indonesia. **

Dalam kaitannya dengan kegitan administrasi negara, bahwa
konsepsi negara hukum tersebut tidak aican lepas dari perbuatan atau
kewenangan dari aparatur negara yang dalam hukum administrasi negara
disebut administrasi negara yang secara langsung sebagai pihak yang
menentukan kabijakan. Sikap dan tindakan administrasi negara dalam
hukum administrasi negara dapat berwujud dalam 3 fungsi yaitu:

1. Membentuk praturan perundang-undangan dalam arti materil pada satu
pthak dan dilain pihak membuat suatu ketetapan.

2. Menjalankan pemerintahan dalam kehidupan bernegara dalam rangka
mencapai tujuan negara.

3. Menjalankan fungsi peradilan.

Kewenangan adminisirasi negara dalam membuat suatu keputusan dalam
lin:gkungan hukum administrasi negara hanya dapat diperoleh dengan dua
cara yaitu dengan atribusi dan delegasi.”

Atribusi merupakan suatu wewenang yang melekat pada suatu jabatan
yang menurut Pasal 1 angka 6 Undang- undang No.5/ 1986 menyebutkan
wewenang yang ada pada badan/pejabat tata usaha negara atau yang
dilimpahkan kepadanya, sedangkan delegasi adalah suatu pengalihan atau

pemindahan suatu kewenangan yang ada.

** Padmo Wahyono , Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum . Ghalia Indonesia Jakarta
, 1983 hal.7

* Philipus M. Hadjon et ai , Pengantar Hukum Administrasi Negara . Gadjah Mada University Press

Yogya, 1993 hal 123
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Dengan memahami konsep negara hukum atau teori tersebut diatas,
maka hukum harus bisa menjangkau seluruh lapisan ‘masyarakat termasuk
administrasi negara, yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam
masyarakat, artinya harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang sudah
tumbuh dan berkembang dalam sebuah struktrur masyarakat tersebut, jadi
bukan hanya sebatas untuk menjaga kepentingan segelintur orang saja.
Karéna jika kita melihat pada tingkatan implementasi, justru sikap dan
tindakan dari administrasi negara itu terkadang menimbukkan kerugian
bagi masyarakat. Jadi fungsi hukum itu sendiri sebagai pengendali sosial .
Mekanisme pengendalian sosial berupa suatu proses yang direncanakan
yang bertuyjuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, bahkan
memaksa anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau
tertib hukum yang berlaku.”

Permasalahan yang terjadi terhadap produk perundang-undangan
dapat menjadikan tidak adanya kepastian hukum, padahal dengan adanya
kepastian hukum merupakan unsur yang sangat mutlak dari berlakunya
asas legalitas sebagai asas yang harus dijunjung tinggi dalam negara
hukum terutama terhadap keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara

- yang bersifat membebankan rakyat yz‘;litu- perbuatan hukum pu;t)iik yéng
dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat melanggar

kebebasan atas hak milik perseorangan/lebih.

* Rony Hanitijo Soemitro Permasatahan Hukum Di Dalam Masyarakat , Alumni Bandung 1984 h.33




43

2.2.2, Asas Legalitas Dari Hukum
Untuk Mengetahui elemen-elemen, sifat-sifat_dan corak dari suatu
negara hukum, maka yang pertama-tama kita melihat bahwa dalam suatu
negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap
perseorangan. Negara tidak maha kuasa, negara tidak bertindak sewenang-
wenang. Tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah
yang oleh ahli hukum Inggris terkenal sebagai “Rule of Law” Kita meliat
bahwa individu pun mempunyai hak kepada negara. Inilah yang oleh Prof.
Paul Scholten dinamakan anasir pertama dari hukum. Dan dalam garis
yang lebih luas dapat pula dikatakan, hal itu berarti, bahwa rakyat
mempunyai hak terhadap penguasa, bahwa perseorangan mempunyai hak
terhadap masyarakat. Jadi dapat kita katakan pula, bahwa ada satu
lapangan pribadi dari tiap orang yang tidak dapat dicampuri oleh negara.
Selanjutnya, bahwa pelanggaran-pelanggaran atas hak individual ini hanya
dapat dilakukan, apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-
peraturan hukum yang berlaku. Inilah yang dinamakan asas legalitas dari
hukum. Tiap tindakan negara harus berdasarkan atas hukum. Peraturan-
peraturan yang telah diadakan terlebih dahulu, merupakan batas kekuasaan
bertindakrnegara.Undangmndang dasar yang ﬁemuat asas hukum dan
peraturan hukum l-1arus ditaati, juga oleh pemerintah atau oleh badan-.

badannya sendiri.”!

3 Sudargo Gaotama. Of cit. hal 3
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Dalam negara hukum seperti Indonesia maka warga negara
diperintah dan diperfakukan oleh Undang-uandang yang adil yang dibuat
oleh rakyat sendiri, dengan jalan yang syah dan menurut syarat-syarat yang
dapat diselidiki atau dapat diawasi oleh rakyat pula. Demikianlah Mr.
Muhammad Yamin. Menurut pendapatnya bahwa asas legalitas inilah
yang menjadi pokok tinjauan mengenai konsep dari negara hukum 2

Seperti yang telah diterangkan diatas, bahwa peraturan mengenai
pembebasan hak atas tanah lahir dari dan atas dasar kebijakan pemerintah
dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15/1975
tentzing Tata Cara Pembebasan Tanah. Dalam peraturan ini disebutkan
bahwa pengambilan tanah untuk keperluan pemerintah pada asasnya harus
diselenggarakan dengan persetujuan pemliiknya kecuali jika dilakukan
pencabutan hak milik untuk kepentinan umum.

Kebijakan mengenai pembebasaan tanah bukan hanya diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15/1975 melainkan juga Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 2/1976 tentang pembebasan tanah untuk
kepentingan pemerintah yang dilakukan oleh pihak swasta dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 2 /1985 tentang pengadaan tanah untuk
keperl uan proyék pembangunan di ‘;vilayah kecamatan.

Apabila kita tinjau ke tiga pera%uran diatas yang dikaitkan dengan
asas legalitas maupun menurut wewenang pendelegasian administrasi

negara (atribusi) maka paraturan-praturan tersebut tidak mencerminkan

32 ihid.hal .22
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adanya kepastian hukum pada rakyat, padahal prinsip negara hukum pada
dasarnya untuk memberikan kepastian hukum bagi rakyat.

Pengertian dari atribusi itu sendiri adalah adanya kewenangan yang
ditemukan dalam suatu undang-undang dalam hal ini presiden, didalam
kekuasaan pemerintah itu termasuk pula fungsi mengatur dan memutus,

dimana fungsi ini dapat dilaksanakan dengan membentuk suatu peraturan

perundang-undangan dalam hal ini adalah pembentukan suatu keputusan .

presiden. Keputusan Presiden dalam hal ini merupakan sisa dari peraturan

perundang-undangan yang tertentu batas lingkupnya yaitu Undang-undang,

Peraturan pemerintah, dan Keputusan Presiden yang merupakan

pengaturan delegasian yang diantaranya yaitu:>

1. Menyeleggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan
pemerintah yang tegas-tegas menyebutkannya.

2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam
peraturan  pemerintah  meskipun  dengan  tidak  tegas-tegas
menyebutkannya.

Keputusan Presiden disini merupakan peraturan yang bersifat
pendelegasian/impahan yang kewenangannya diatur dalam Undang-
undang dan Peraturan Pemerintah, sehingga Keputusan Presiden disini
hanya mengatur lebih lanjut saja, dan tidak membentuk kebijakan baru.

Delegasi adalah wewenang dari suatu organ pemerintahan kepada
f)ihak lain untuk mengambil keputusan atau tanggung jawab sendiri, dan

merupakan alat-alat yang membantu atau memeriksa apakah suatu badan

berwenang atau tidak. Pengertian tersebut merupakan merupakan

** Philipus M.Hadjon, of cit.hal. 12
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konsekwenai dari negara hukum yang menyebabkan apabila penguasa

ingin meletakkan kewajiban-kewajiban diatas pada warga mayarakat, maka

kewenangan itu harus ditemukan dalam suatu Undang-undang. Dan
delegasi ini tidak berlaku terhadap pemberian wewenang  untuk
menentukan peraturan-peraturan yang mengikat umum.,

Kewenangan yang diberikan oleh suatu organ pemerintah kepada
orang lain untuk dan atas namanya pengambil keputusan. Suatu organ
pemerintah memberikan mandat kecuali dengan peraturan perundang-
undangan ditentukan lain atau karena sifat kewenangan itu bertentangan
dengan pemberian mandat. Bagaimanapun juga mandat itu tidak diberikan
Jika itu mengenai kewenangan:

1. Untuk menentukan peraturan-peraturan mengikat yang bersifat umum,
kecuali jika pada pemberian kewenangan itu dilengkapi dengan
pemberian mandat itu.

2. Untuk mengambil suatu keputusan daimana ditentukan bahwa
keputusan itu harus diambil dengan suara terbanyak yang bersyarat,

* atau berdasarkan ketentuan tentang prosedur pembentukan keputusan,
" dan bertentangan dengan pemberian mandat itu.

3. Untuk memutus atas suatu permohonan banding.

4. Untuk membatalkan atau tidak memberikan suatu persetujuan suatu
keputusan dari suatu organ pemerintah,

Hal tersebut erat kaitannya tentang doktrin kompetisi badan-badan dalam

~membuat suatu peraturan perundang-undangan. Menurut doktrin ini,
seperti yang dikutip dari makalahnya Saleh Adiwinata ( Masalah

Pencabutan Hak dan Aspek-aspek Tanah dalam Pembinaan Kota dan

Daerah) adalah dalam hal Badan-badan negara membuat peraturan

perundang-undangan yang mangikat umum, maka terdapat pembatasan

wewenang masing-masing badan negara itu untuk membuat Undang-
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undang (dalam arti materiil), dalam bidang-bidang hukum tertentu. Soal-
soal yang termasuk bidang hukum privat khusus_ diserahkan kepada
persbuat Undang-undang pusat yaitu DPR dan Kepala Negara, jadi
pengaturan soal tersebut harus terjadi dalam Undang-undang formil. Tidak
bemeﬁang misalnya Daerah-daerah, meskipun daerah mempunyai
kekuasaan pula dibidémg legislatif (pembuatan peraturan-peraturan daerah).
Juga Presiden sendiri, Menteri dan lain-lain pejabat negara sendiri-sendiri
tidak berwenang mengatur soal-soal tersebut kecuali bgrdasarkan
pendelegasian  wewenang  tersebut  dalam  Undang-undang  yang
bersangkutan sendiri.

Doktrin im dapat pula kita simpulkan dari ketentuan;_ketentuan
UUPA sen&iri seperti misalnya Pasal 4 (2), bahwa pengaturan hak milik
yang menjadi sendi dari hukum privat kita, harus diatur dengan Undang-
undang, pengaturan mengenai pencabutan hak seperti yang diatur dalam
Undang-undang No. 20/1961 ini, terjadi dengan suatu Undang-undang
formil dan sebagainya. Bahwa Dalam hal pencabutan hak ini, Presideniah
yang berwenang, dan tidak mengurangi berlakunya doktrin tersebut, sebab
presiden ini telah dinyatakan berwenang oleh Undang-undang No. 20/1961
sendiri. | |

Bilamana sesuatu badan pemerintah atau pejabat lain, membuat
suatu pengaturan yang mengikat umum dan materi yang diatumya
termasuk wewenang DPR + Kepala Negara, maka peraturannya itu

menurut hukum  adalah batal. Asas ini secara tegas dicantumkan dalam
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Undang-undang pokok pemerintahan Daerah (Pasal 39 UU no. 5/ 1974
LN- No. 38) Demikian pula halnya, bilamana seorang pejabat yang
membuat suatu UU yang dalam arti materiil (= mengikat umum) maka
karena tidak terdapat wewenang kepadanya, maka berakibat UU tersebut
akal batal, kecuali bila ia diberi tugas kekuaséan oleh UU formil.**

Selain itu menurut Pasal 20 hasil dari perubahan Pertama dan
Kedua Undang-undang Dasar 1945 bahwa sumber kewenangan untuk
membuat aturan hukum bagi kepentingan publik ada ditangan DPR.
Karena itu fungsi regulasi yang berada ditangan pejabat negara, termasuk
yang ada ditangan pemerintah, bersumber dari kewenangan legislasi yang
ada ditangan DPR. Pada pokoknya, pemerintah atau (Presiden) tidak
diperkenankan membuat aturan sendiri, kecuali atas dasar kewenangan
derivatif yang berasal dari Undang-undang. Satu-satunya alasan yang dapat
dipakai untuk membenarkan Presiden untuk membuat aturan adalah alasan
yahg sesual dengan prinsip “Freisermessen” untuk memungkinkan
Presiden dan pejabat publik lainnya yang mengatur kepentingan-
kepentingan yang bersifat internal organisasi yang dibawahinya. Misalnya,
Presiden telah boleh membuat sendiri aturan yang berkenaan dengan sistim

administrasi dan ketatausahaan organisasi pemerintah. Demikian pula

lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung

* Saleh Adiwinata Masalah Pencabutan Hak dan Aspek-Aspek Tanah Dalam Pembinaan Kota dan
Dacrah dilihat Dart Sudut UUPA. Majalah Pembinaan Hukum. Depkeh . 1978, hal 58
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dan sebagainya diizinkan membuat aturan sendiri sepanjang hanya
membuat hal-hal yang bersifat internal >

Oleh karena itu pengertian umum tentang peraturan perundang-
undangan yang secara hirarki dan berurutan telah dengan tegas diatur
dalam ketetapan MPR No. II/MPR/ 2000 yang lalu dicantumkan ada tujuh
jenis peraturan yaitu:
1. Undang-undang Dasar aan Perubahan Undang-undang Dasar

2. Ketetapan MPR

[¥5 ]

Undang-undang

4. Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang

5. Peraturan pemerintah

6. Keputusan Presiden

7. Peraturan daerah

Olf:h karena itu, kalau kita kaji dari teori dan pendapat diatas maka
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/ 1975 baik ditinjau dari segi
formal maupun dari segi materiil adalah batal demi hukum.Secara formal
bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak memenuhi syarat
yuridis, artmya bahwa seperti yang tertuang dalam ketetapan MPR djatas,
pada hakeka’mya mengatur bahwa peraturan vang berada dlbawahnya harus

mengacu pada peraturan yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

Dalam hubungannya dengan Undang-undang Pokok Agraria yang

> Jimly Asshiddigqie, Penataan kembali Sumber Tertib Hukum dan Bentuk-Bentuk Serta Tata

Urutan Perundang-undangan Republik Indofiesia. Seminar Nasional Amandemen UUD 1945 di
Bandar Lampung , 24 Maret 2000, Warta Hukum dan Per Undang —undangan DEPDIKNAS Thn
2002 hal 6.
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merupakan 1apdasan hukum dan politik hukum pertanahan di Indonesia
tidak memuaf ketentuan yang menyebutkan adan_ya wewenang untuk
melakukan pembebasan tanah. Di dalam Pasal 18 UUPA disebutkan bahwa
untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan neg-ara seria
kepentingan bersama rakyat, hak atas tanah dapat dicabut dengan
memberikan kerugian yang layak menurut cara yang diatur oleh Undang-
undang,

Dari pasal tersebut dibentuk Undang-undang No. 20/1961 yang
mengatur mengenai pencabutan hak atas tanah dimana dalam salah satu
Pasalnya yaitu Pasal 1 menyebutkan bahwa Presiden sebagai pihak vang
berwenang melakukan pencabutan hak atas tanah, éementara prosedur
pencabutan diatur dalam pasal-pasal selanjutnya tanpa melibatkan instansi
Menteri Dalam Negeri. Sedangkan secara materiil, bahwa Peraturan
Menteri Dalam Negeri tersebut bila kita uji dengan Doktrin sebagaimana
yang tersebut diatas ( bahwa ada pembatasan wewenang dari badan negara
untuk membuat Undang-undang dalam arti materiil) dan dengan anggapan
bahwa pembebasan tanah sama dengan pencabuatan hak atas tanah, maka
kita bisa berksimpualan lain dani pada menganggap bahwa Peraturan

Menteri tersebut adalah batal, karena:

1. Menteri Dalam Negeri tidak mempunyai wewenang untuk membuat
peraturan yang mengikat umum tanpa adanya suatu pendelegasian
wewenang,

2. Mengenai pencabutan hak Undang-undang No 20/1961 telah menunjuk

Presiden sebagai instanst yang berwenang untuk memutus.

U T-F57 A% -thmy
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3. Peraturan Menteri tersebut telah mengatur suatu soal yang telah diatur
dengan Undang-undang (UU No0.20/1961) dan isi dari peraturan
menteri tersebut telah bertentangan dengan isi dari Undang-undang
tersebut.

Selain mengandung cacat yuridis secara inheren peraturan menteri tersebut
tanpaknya memang dibuat untuk memfasilis;asi para pemilik modal atau
pemerintah, dengan kata lain sejak awal peraturan Menteri Dalam Negeri
tersebut telah berpihak terhadap segelintir kepentingan tertentu. Padahal
suatu aturan hukum harus menjamin rasa keadilan, kepastian, dan
bermanfaaat bagi seluruh rakyat. Dan dari sudut mekanisme dan prosedur
yang mengaturnya, bahwa proses pembebasan hak atas tanah tersebut tidak
memberikan tempat bagi peran serta rakyat untuk turut serta untuk
memberikan kontribusinya dalam proses pengambilan keputusan. Hal
tersebut disebababkan karena Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut
tidak memberikan jalan keluar seandainya tidak terjadi kesepakatan dalam
proses pembebasan hak atas tanah.

Banyaknya kelemahan secara inheren dalam pembebasan hak atas
tanah, maka kemudian pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No
55/1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembanguanan Untuk
Kepentinéan Umum. Adanya Keputusan Presiden ini tanpaknya lebih
memberikan kepastian hukum pada masyarakét. Dan Keputusan Presiden
tersebut walaupuan tidak disebut secara tegas dalam Undang-undang Dasar

1945, tetapi merupakan kewenangan dari presiden yang melekat secara
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inheren yang pada kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintah

(Pasal 4 ayat | Undang-undang Dasar 1945.

2.3. Sistim Pembebasan Tanah Menurut Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 15 Tahkun 1975.

2.3.1. Prosedur Pembebasan Hak Atas Tanah dan Panitia

Pembebasan.

Pembebasan hak atas tanah adalah melepasakn hubungan hukum
yang semula terdapat diantara pemegang hak atau penguasa atas tanah
dengan cara Pemberian ganti rugi. Berdasarkan Peraturan Menteri Negeri
i ini:, untuk melaksanakan pembebasan hak atas tanah oleh Gubernur Kepala
Daerah dibentuk Panitia pembebasan Tanah yang susunan keanggotannya
adalah sebagai berukut :

I. Kepala Sub Direktorat Agraria (Pertanahan) Kabupaten/Kotamadya

L

" sebagai Ketua merangkap anggota,

2. Seorang Pejabat dari Kantor Pemerintah Daerah Tingakat Il yang
ditunjuk oleh Bupati/Kotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan

sebagai anggota.

L2

Kepala Kantor IPEDA/IREDA atau pejabat yang ditunjuk sebagai
anggota. _

4, Seorang pejabat yang ditunjuk oleh instansi yang memeriukan tanah

tersebut sebagi anggota.
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5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat 11 atau pejabat yang
ditunjuknya apabila mengenai tanah bangunan/atau Kepala Dinas
Pertanian Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjukﬁya Jika
mengenai tanah pertanian sebagi anggota.

6. Kepala Kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota.

7. Kepala Desa atau yang dipersamakan dengan itu sebagi anggota.

8. Seorang pejabat dari Kantor Sub Direktorat Agraria ( Pertanahan)
Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan sebagai Sekretaris.

9. Dan Gubernur Kepala Daerah dapat menambah anggota Panitia
Pembebasan tanah, apabila ternyata untuk menyelesaikan pembebasan

ity diperlukan seorang ahli.

Dalam Hal-hal tertentu Bupati/Kotamadya Kepala Dacrah Tingkat II dapat

mengetual sendiri Panitia pembebasan tanah dimaksud. Dan dalam praktek

setzan'—han' biasanya disebut dengan Panitia Sembilan hal ini disebabkan
karena anggotanya terdiri dari sembilan orang. Panitia ini mempunyai
tugas antara lain :

1. Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terh_adap keadaan
tanahnya, tanaman, tumbuhan dan bangunannya.

2. Mengadakan ﬁemndingan dengan para pemegang hak atas tanah dan
- bangunan/tanaman.
3. Menaksir besamya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada vang

. berhak.
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; 4. Membuat berita acara pembebasan tanah disertai fatwa/pertimbangan.

5. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak
atas tanah/bangunan/tanaman tersebut,

Prosedur pembebasan tanah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No

15/1975 ini adalah sebagi berikut:

1. Instansi yang memerfukan tanah harus mengajukan permohonan

pembebasan hak atas tanah kepada Gubernur Kepala Daerah, dengan

mengemukakan maksud dan tujuan penggunaan tanahnya. Permohonan
tersebut dilengkapi dengan keterangan keterangan mengenai:
a. status tanahnya ( jenis/macam haknya,luas dan letaknya )
~b. Gambar situasi tanah yang memuat semua keterangan yang
diperlukan seperti tanda-tanda batas, jalan-jalan, saluran-saluran
atr, kuburan, bangunan-bangunan, dan tanaman-tanaman yang ada.
¢. Maksud dan tujuan pembebasan tanah dan penggunaan selanjutnya.

"d. Adanya kesediaan untuk memberikan ganti rugi atau fasilitas-

fasilitas lainnya.

2. Permohonan instansi tersebut oleh Gubernur Kepala Daerah kemudian
diteruskan kepada Panitia Pembebasan Tanah untuk dilakukan
penelitian. A;:-)abila da-ta~data dari permoh;)nan tersebut ada kekurangan
maka Panitia Pembebasan Tanah dapat'mem;emggil yang bersangkutan

untuk melengkapi.

3. Apabila menurut Panitia Pembebasan Tanah syarat-syarat vang harus

dipehuhi felah lengkap, maka Panifia Pembebasan Tanah kemudian
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melakukan penafsiran besarnya ganti rugi. Dalam melaksanakan

penafsiran ganti rugi panitia harus mengadakan musyawarah dengan

para pemilik/ pemegang hak atas tanah/atau benda/ tanaman yang ada
diatasnya berdasarkan harga umum setempat. Selain dalam menetapkan
besarnya ganti rugi harus pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Lokasi dan faktor-faktor strategis lainnya yang dapat
mempengaruhi harga tanah. Demikian dalam menetapkan ganti rugi
atas bangunan dan tanaman harus berpedoman pada ketentuan yang
telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Pertanian

setempat.

. b. Bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah atau pasilitas-pasilitas

lainnya.
c. Yang berhak atas ganti rugi adalah mereka yang berhak atas

tanah/bangunan/tanaman yang ada diatasnya.

'd. Dalam menetapkan ganti rugi agar dilakukan dengan cara kata

sepakat antara anggota panitia dan dengan memperhatikan
kehendak dari pemegang hak atas tanah. Jika terdapat perbedaan
taksiran ganti rugi diantara anggota panitia maka yang

dipergunakan adalah harga rata-rata dari taksiran masing-masing,

4. Keputusan Panitia Pembebasan Tanah mengenai besarnya atau bentuk

ganti rugi, kemudian disampaikan kepada instansi yang memerlukan
tanah, para pemegang hak atas tanah dan para anggota panitia yang

turut mengambil keputusan.
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5. Setelah menerima Keputusan dari Panitia Pembebasan Tanah, iastansi

dan para pemegang hak atas tanah yang bersangkutan supaya
memberitahukan kepada Panitia Pembebasan Tanah tentang
persetujuannya dan penolakanya, mengenai bentuk dan besarnya ganti
rugl yang telah ditetapkan. Jika instansi atau pemegang hak atas tanah
melakukan penolakan, maka penoiakan tersebut harus disertai alasan-
alasan. Atas penolakan tersebut Panitia Pembebasan Tanah dapat
mengambil sikap tetap pada keputusan semula atau meneruskan surat
penolakan tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah disertai

pertimbangannya. Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan setelah

- mempertimbangkan dari segala segi dapat mengambil yang bersifat

yang mangukuhkan putusan Panitia Pembebasan Tanah atau
menentukan lain, yang wujudnya untuk mencari jalan tengah yang

dapat diterima oleh kedua belah pihak.

" Apabila telah tercapai kata sepakat mengenai bentuk dan besamya

ganti rugt, maka dilakukan pembayaran ganti rugi secara langsung oleh
instansi yang bersangkutan kepada para pemegang hak atas tanah. Dan
bersamaan dengan pembayaran ganti rugi dilakukan penyerahan atau
ﬁelépasan hal-< atas tanahﬁya dcngan disaksikan sekuréng—kurangnya 4
orarig anggota Panitia Pembebasan.

Setelah proses penetapan dan pemabayaran ganti rugi selesai
dilaksanakan, .makﬁ insta}nsi. yang memerlukan tanah tersé_but

diharuskan mengajukan permohonannya suatu hak atas tanah kepada
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pejabat yang berwenang dan pemohonan tersebut harus disertai surat-
surat bukti pemyataan pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi.

8. Apabila pembebasan hak tersebut meliputi arel yang luas yang

mengakibatkan pemindahan pemukiman penduduk, maka pemberian
izin pembebasan tanah selain harus dengan pemberian ganti rugi, harus
| pula disertai penyediaan tempat penampungan atau pemukiman baru,

Menyimak dari uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa pembebasan hak
atas tanah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15/1975 adalah
didasarkan atas kata sepakat melalui musyawarah. Oleh karena ity apabila
dalam pembebasan tersebut para pemegang hak atas tanah tidak setuju,
maka pembebasan tidak dapat dilaksanakan, dan keputusan yang diambil

oleh Gubernur Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2)

! Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 15 Tahun 1975, tidak mempunyai
I kekuatan hukum untuk dipaksakan kepada para pihak yang mempunyai
hak atas tanah .

‘ Disamping itu  agar para pemilik tanah benar-benar dapat
menikmati ganti rugi yang diberikan, maka harus adanya pembebasan hak
i atas tanah tidak dilaksanakan melalui para calo tanah.
2.3.2. Musyawarah daﬁ ganti rﬁgi. -

Masalah sentral dalam pembebasan tanah bias'anya berujung pada

penentuan harga dasar tanah , hal ini dikarenakan bahwa harga dasar inilah

yang dijadikan bahan penentuan tingkat ganti rugi yang seharusnya

*® Boedi Harsono , Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah),
Djambatan 1989 Hal 397
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diterima oleh pemilik tanah. Sering terjadi persengketaan antara Panitia
Pembebasan tanah dengan pemilik lahan, khususnya mengenai persepsi
atas nilai atas harga dasar ini, yang didasari atas beda pendapat antara nilai
Jjual umum (biasanya dipegang oleh pemilik lghan) sedangkan pihak panitia
mendasarkan harga dasar yang ditetapkan oleh Pemeritah Daerah Tingkat
1.

Hal ini erat kaitannya dengan Pasal 6 ayat 1 PMDN No 15/1975
ditegaskan bahwa dalam mengadakan taksiran/penetapan mengenai
besarnya ganti rugi, Panitia Pembebasan Tanah harus mengadakan
musyawarah dengan para pemilik pemegang hak atas tanah dan atau
benda/tanaman yang ada diatasnya berdasarkan harga umum setempat.

Jadi berdasarkan Pasal tersebut untuk penetapan ganti rugi haruslah
diperhatikan dua hal yaitu:

L. X Penetapan ganti rugi haruslah didasarkan atas dasar musyawarah antara

" panitia dengan para pemepang hak atas tanah. Di dalam mengadakan

penaksiran/penetapan besarnya ganti rugi panitia hendaknya benar-

benar mengusahakan tercapainya, persetujuan antara kedua belah pihak

berdasarkan asas musyawarah.

2. _Penefapan Ganti rugi ﬁarus]ah dengan’ memperhdtikan faktor-faktor
lainhya y.ang mempengaruhi harga tanah.’ 7

Selain 1tu dalam penjelasan BAB 1 angka 7 UUPA menjelaskan

bahwa “ memperoleh tanah kepunyaan siapapun untuk keperfuan apapun

7 Adurrahaman , of cit hal 38
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dan oleh siapapun harus dilakukan melalui musyawarah dengan yang
empunya tanah untuk mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan
tanahnya maupun imbalannya. Hanya dalam keadaan memaksa, bilamana
musyawarah tida mencapai kesepakatan, tanah yang diperlukan untuk
melaksanakan proyek kepentingan umum dapat diambil secara paksa,
melalui tata cara yang diatur dalam Undang-undang, yang dikenal dengan
pencabutan hak. Akan tetapi biarpun diperiukan untuk kepentingan umum
ada asas umum yang bersifat universal, yang berlaku untuk setiap negara
hukum, mengenai bentuk dan jumlah imbalan, yaitu dengan tanah
kepunyaannya keadaan bekas pemilik tidak akan menjadi mundur.

Sehingga sangat ideal sekali jika tanah yang akan dipergunakan
unfuk kepentingan umum/pembangunan diperoleh dengan cara peralihan
hak berdasarkan kesepakatan antara antara pemegang hak dengan pihak
yang memerlukan tanah.

Dalam praktek dikenal beberapa bentuk pelaksanaan pemufakatan,
diataranya vyaitu:
1. Sistim publik artinya seluruh warga dikumpulkan dalam satu ruangan

dan kemudian dilakukan dengan metode:
a. Pan.itial mengumumkan tihgk;at hargé yang akan diberikaﬁ sebagai_
ganti rug1 atas tanah, dan pemegang hék diminta memberikan

persetujuan,




60

b. Panitia dan pemegang hak sama-sama melakukan perembukan
bersama, untuk menentukan taksiran harga satuan yang disctujui
oleh kedua belah pihak.

Kedua sistim ini mempunyai keuntungan dan kerugian tertentu, seperti
misalnya untuk sistim yang pertama dimana harga telah ditentukan
terlebih dahulu, maka semakin besar kerawanan untuk tidak setuju
mengingat pemegang hak tidak diajak untuk berembuk terlebih dahulu,
sedangkan keuntungannyan adalah kecil sekali kemungkinananya
untuk terjadi peningkatan harga diluar harga yang telah ditetapkan,
untuk yang kedua ini pemegang hak lebih terpenuhi akan kebutuhan
haknya.

2. Sistim person to person artinya bahwa tanpa mengurangi arti
kesepakatan itu sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaan teknis ini
dilakukan dengan meminta persetujuan dari orang per orang, dan tidak

" dilakukan dalam banyak massa.

Model ini mempunyai keuntungan bahwa antara pemegang hak tidak

saling mempengaruhi, schingga harga yang dimintapun benar-benar

merupakan kehendak per individu dan bukannya pengaruh dari suatu
kondisi pendapat massa vang cendrung diatas pendapat tiap- individu-

Sistim permufakatan.antara pemilik tanah dengan pihak Panitia
pembebasan tanah untuk mencari tingkat harga dasar tertentu, tidak
ditentukan secara vuridis bagailﬁe_ma sistim dan bentuknya, hanya saja yang

ditekankan adalah hasil dari kesepakatan itu sendiri.




BAB I

METODE PENELITIAN

Untuk lebth mempertajam dari penelitian ini maka, metode penelitian
merupakan suatu yang mutlak dalam suatu proses penelitian, oleh karena penelitian
ini merupakan kegiatan ilmiah, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu
untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial
dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistimatis,
teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pertanggungjawaban ilmiah
berarti penelitian dilakukan untuk mengungkapkan dan menerangkan sesuatu yang
ada dan mungkin sebagai suatu kebenaran dengan dibentengi bukti-bukti empiris atau
yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.’

Di dalam melakukan suatu penelitian, maka akan didahuiui dengan beberapa
langkah—]ang_{:kah yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya,
sehingga akan lebih lﬁempermudah untuk menemukan obyek/sesuatu yang akan di
telit1 antara lain:

3.1.  Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini akan dilakukan pada kaﬁasan pariwisata desa_ Kuta

Kabupaten Dati 1I Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan

" H. Hadari Nawawi, Penelitian Terapan. Gadjah Mada University Press, hal 9
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lokasi penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa pada kawasan pariwisata
tersebut masih banyak terjadi kasus tentang pembebasan hak atas tanah yang

masih belum tuntas dan jelas tentang bagaimana proses penyelesaiannya.

Metode Pendekatan
Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis

dan pendekatan sosologis.

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan / di gunakan

untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan berdasarkan aspek
hukum yang berlaku. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah suatu cara
pendekatan yang mengkaji atau menelusuri prilaku dan sikap masyarakat
terhadap hukum yang berlaku.

Penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi penelitian hukum vyang
yuridus dan sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan‘ meneliti bahan
pustaka yang merupakan bahan skunder dan disebut juga daftar pustaka, dan

penelitian hukum sosiologis terutama meneliti data primer.”

3.3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pengliﬁan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 'berupa

pene]itiz{n study kasus dengan penguraian secara diskriptip analisis yaitu yang

* Rony Hanitijo Soemitro .Metodologi Penelitian Hukum ,Graha Indonesia ,Jakarta hat &
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dimaksudkan untuk memberikan data yang seselektif mungkin tentang

manusia, keadaan atau gejala-gejala sosial lainnya. >

Metode Penentuan Sample
Dalam penelitian ini metode penentuan sample yang digunakan adalah
purposive sampling vyaitu penﬁrikan sample yang dilakukan dengan cara
pengambilan subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu, karena subjek dari
penelitian ini  dikelompokkan berdasarkan keterlibatan mereka dalam
pelaksanaan pembebasan tanah dan nara sumber yang dimiliki maupun untuk
memberikan pandangan mengenai pelaksanaan pembebasan tanah, Metode ini
dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan
tertentu. Dalam penelitian sample akan diambil dari sebagian populasi.
Popuiasi adalah merupakan seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit
yang akan diteliti. -'Dan oleh karena jumlah populasi sangat besar dan luas,
makaT tidak mungkin untuk meneliti seluruh jumlah populasi tersebut akan
tetapi hanya‘cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sample.*
Informan yang akan dijadikan sumber dalam penelitian ini
adalah:

L. Bupéti Kepala Daerah Tinrggkat II Lombok Tengah

2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Tingkat 1T Lombok Tengah

| * Sogjono Sukanto ,Pengantar Penelitian Hukum Ul Press 1986 Hal- 10
i * Rony Hanityo Soemitro, of.cit hal 44
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L2

Kepala Dinas Pariwisata Tingkat Il Lombok Tengah
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Pujut
5. Kepala Desa Kuta

6. Tokoh-tokoh masyarakat yang terkait dengan penelitian ini

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah -

1. Data Primer

2. Data Skunder

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari lapangan atau
masyarakat, melalui observasi / pengamatan, Intervin atau wawancara,
quisioner / angket.

Sedangkan data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang
dilakulfan terhadap beberapa pejabat yang terlibat dalam proses pembebasan
tanah yang telah ditentukan sebagai sample dalam penelitian ini, pertanyaan
yang dilakukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi
penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan fain
yang disesuatkan dengan situasi dan kondisi pada saat berlangsungnya

wawancara. g

; Socerjono Sukanto Penelitian Hukum Normatif Rajawali 1984 Hal 172
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Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui arsip-arsip, pustaka-pustaka,
data-data resmi pada instansi, undang-undang dan tulisan lainnya yang ada

kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.®

3.6 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis ialah untuk mencari
dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan
landasan teori yang ada dan yang dipakai sehingga dapat memberikan
gambaran mengenai pokok permasalahan, disamping itu digunakan Jjuga
metode analisis yang kwalitatif yang bertujuan untuk mengerti dan memahami
gejala yang akan diteliti.’ !

Adapun metode kwalitatif adalah merupakan suatu cara penelitian yang
- menghasilkan data deskriftif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh
responden baik secra tertulis atau lisan akan diteliti kembali dan akan

13

dipelajari sebagai suatu yang utuh.”®

[d

Rony Hanitijo Soemitro Op cit hal 8
" Soejono sukanto dan Sri Mamuji . Penelitian Hukum Normatif. Rajawali 1984 hal 20
¥ Soejono Sukanto. Of.cit hal 150
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 HASIL PENELITIAN
4.1.1. Keadaan Giografis Dan Oceanografis.
Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terletak antara 115 45 dan 119 10” Bujur
Timur, serta berada pada di selatan katulistiwa yaitu antara 8 5 “ dan 9 57
Lintang Selatan.
Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan
Pulau Sumbawa serta ratusan pulau kecil yang ada disekitarnya. Pulau-Pulau
kecil yang mengelilingi Pulau Lombok itu adalah disebut dengan “Gili” yang
diantaranya adalah Gili Air, Gili Meno, Gili Terawangan, Gili Gede, Gili
Nanggu, Gili Tangkong, Gili Sulat, Gili Indah dan lain-lain. Sedangkan Pulau
kecil yang mengelilingi Pulau Sumbawa adalah tetap disebut dengan “Pulau”
antara lain adalh Pulau Moyo, Pulau Bungin,Pualu Satonda dan Pulau
Pénjang_

Posisi NusaTenggara Barat sangat strategis bila dilihat dari promosi
daerah tujuan wisata nasional karena berada diantara segi tiga emas daerah
tujuan Wisata : yaitu Nusa Tenggara Timur dan Pulau Komodo disebelah
Timur, di sebelah Earat adalah Pulau Bali, dan disebelah Utara adalah Ta‘mah
Toraja Yang berada pacéla propensi Stﬁ awesi Selatar;. |

Propinsi Nusa Tenggara Barat yang iuasnya 20.153,15 km yang

terdiri dari Puiau Lombok 4.738, 70 Km2 , Puiau Sumbawa i5. 414,45 Km2




66

Dan Penduduk Nusa tenggara Barat sampai akhir tahun 2001 berjumlah
3.862.854 jiwa dan penyebarannya tidak merata. Di Pulau Lombok terdapat
2.722.123 jiwa dan Pulau Sumbawa 1.140.731 jiwa. Sedangkan Pulau
Lombok yang luas wilayahnya hanya sepertiga dari luas wilayah Pulau
Sumbawa yang memiliki jumlah penduduk 2,5 kali lebih tinggi dari pada yang
ada di pulau Sumbawa.

Berdasarkan administrasi pemerintahan Popinsi Wilayah Nusa
Tenggara Barat beribu kota Propinsi di Kotamadya Mataram yang terdin dari
6 Kabupaten dan 1 Kotamadya.

Secara giografis, batas-batas wilayah Propinsi NTB dengan Propinsi atau

negara lain dipisahkan oleh fautan:

- Utara: Selat Bali, Laut Jawa dan Laut Flores.

- Timur: Selat Sape.

-, Selatan: Samudra Indonesia ( dengan Australia ).

- Barat Selat Lombok.
Secara Oceanografis, Propinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai pesisir
pantai dan laut yang sangat besar, karena luas lautnya (153. 376 Km2 )
mencakup lebih dari tujuh kali tipat luas daratan yang hanya meliputi areal
seluas 20.153 Km2 . Perairan laut-tersebut dikelilingi oleh garis pantai
sepanjang kurang lebih 3.601.Km2 dengan ekosistim pesisir ﬁantai yang
terdapat pada propinsi ini adalah berupa rumput laut, hutan bakau, pantai

yang berpasir putith,dan sebagainya.
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bangunan 8,67, industri pengolahan 4,88, keuangan dan persewaan serta jasa
perusahaan 3,19; pertambangan/galian 3,13 dan listrik, gas dan air bersih 0,41.

Khususnya di Pulau Lombok yang menampung 2/3 dari jumlah total
penduduk propinsi NTB, dari luas total daratan NTB hanya 26,82% yang
diperuntukkan untuk lahan pertanian. Menurut catatan Bappeda Tk. I NTB pada
Periode 1988-1991 telah terjadi penyusutan lahan sawah sekitar 0,49 per tahun.
Penyusutan lahan tersebut dan juga sekarang lebih disebabkan oleh penetrasi
investasi PMA/PMDN, terutama pada sektor pariwisata, mengingat pulau Lombok
kini merupakan alternatif pariwisata dari Bali. Tentunya, implikasi penyusutan lahan
pertanian tersebut sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan para petani,

Untuk mengetahui penduduk yang bekerja pada sektor pertanian yang
berdasarkan jumlah rumah tangga pertanian dan rata-rata penguasaan lahan per 31
Desember 1993 berdasarkan data Bappeda Tk. 1 NTB dapat dilihat pada tabel berikut

ni :

-

——— )
Golongan( l_:_;:;as Lahan Jumlah Rumah Tangga Rata-rata F e(nhgal;asaan Lahan
< 0,05 29,190 0,02
0,10-0,15 13.673 0,07
0,15 - 0,24 67.653 0,17
0,50 - 0,99 104.623 0,67
1,00 -2.49 18.520 2,86
2,50 -4.99 18.520 . 2,86
5,00-999 3.539 ' 6,17
> 10,00 ' 510 22,21 .
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Dengan perairan laut yang pada umumnya masih bersih dan banyak

teluk yang terlindung dari hempasan gelombang besar, Propinsi NTB
memliki potensi laut yang sangat besar untuk berbagai jenis komoditas
yang bernilal ekonomis yang sangat tinggi, seperti budidaya rumput laut,
mutiara dan sebagainya.
Demikian pula dalam hal keindahan pantainya, perairan laut dan terumbu
karang serta keanekaragaman hayati yang bernifai sangat tinggi, Propinsi
NTB adalah menjadi salah satu tujuan wisata dan merupakan wisata
bahari terbesar kedua setelah Bali. Untuk menunjang potensi pariwisata,
maka Pemerintah Daerah Propinsi NTB Telah mengeluarkan Perda No 9
Tahun 1989 dan telah ditetapkan 15 kawasasan wisata andalan (9 kawasan
di Pulau Lombok dan 6 kawasan di Pulau Sumbawa). Dan dari 15
kawasan wisata tersebut, 12 diantaranya berupa kawasan wisata pantai dan
bahari.

4.1.1. Keadaan Sosial dan Ekonomi NTB

Sebagian Penduduk Propinsi NTB bekerja pada sektor pertanian. Di Propinsi

NTB terdapat 431.012 rumah tangga pertanian, yang terdiri dari 70.716 Lombok

Barat, 107.120 di Lombok Tengah, 109.680 di Lombok Timur, 53.669 di
Sumbawa, 23.451 di Dompu,dan 66.375 di Bimﬁ (sensus 1993). Ketergantunéan
penduduk pada sektor pertanian juga dapat dilihat-dari besamya ‘sum_bangan sektor
pertanian terhadap PRD NTB sebesar 35,95% (1997). Disusul sektor perdagangan,

hotel dan restoran 16,87, jasa 16,14, pengangkutan dan komunikasi 10,06,
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Gambaran tentang ketimpangan struktur agraria diatas, ditambah dengan
masalah bertambahnya penduduk, serta masuknya ekonomi pasar ke desa, secara
langsung maupun tidak langsung menyebabkan para petami termarginalkan secara
sistimatis. Untuk mempertahankan hidupnya, banyak petani di pedesaan di NTB yang
pergi merantau ke Malaysia untuk menjadi TKI ( buruh migran ), dan pergi kedaerah
lain (Bali) untuk menjadi kuli bangunan, disamping itu pula sebagaian lagi bagi
mereka ada yang tetap untuk bertahan hidup di desanya, bekerja sebagai buruh tani
yang tak bertanah, menjadi buruh dan penjaga keamanan di sektor pariwisata, atau
pindah ke pinggir untuk menjadi nelayan atau menanam rumput laut. Sedangkan bagi
mereka yang mempunyai modal dan keterampilan membuka industri kerajinan yang
terkait dengan sektor pariwisata seperti gerabah, kerajinan kayu, anyaman bambu dan
pandan, kerajinan perak, tenun ikat, dan sebagainya.

Dengan melihat lahan pertanian yardg semakin sempit dan sumbangan
pendapatan ekonomi dari sektor pertanian cendrung menurun dan menjadikan industri
pariwisata untuk dijadikan sektor andalan pembangunan, yang oleh Pemda NTB
selalu dapat dikatakan mengangkat tingkat sosial ekonomi masyarakat NTB.

4.1.2. Konsep Pembangunan Kawasan pariwisata NTB

Pembangunan  kepariwisataan dan pembangunan lainnya yang

‘ diselénggarakan oleh perherintah yang dilakukan bersama deﬁgan rakyat
haruslah berorientasi kepada keseja;hteraan rakyat. Aset wisata yang berupa
keindahan tanah air, serta didukung oleh berbagai budaya daerah yang kaya,

merupakan potensi dan milik rakyat Indonesia untuk kini dan masa yang akan
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datang. Potensi tersebut haruslah memberi manfaat bagi tujuan luhur yang
ingin dicapai oleh rakyat Indonesia, yakni kehidupan yang adil, makmur, dan
sejahtera sebagaimana yang diamanatkan oleh pancasila.dan UUD 1945.
Dengan demikian maka pelaksanaan pembangunan kepariwisataan,
harus dapat menjamin distribusi kesempatan berusaha dan kesempatan untuk
memperoleh manfaat secara wajar dan proporsional. Pasal 2 UU No 9/1990
tentang kepariwisataan menyatakan bahwa : Penyelenggaraaan tentang
kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan atas asas manfaat, usaha bersama
dan kekeluargaan, adil dan merata, prikehidupan dalam keseimbangan, dan
kepercayaan pada diri sendiri. Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan

ditentukan dalam Pasal 3 UU No 9/1990 yaitu:

1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan
mutu dan daya tarik wisata,
2. Memupuk rasa cinta tanah air dan menigkatkan persahabatan antar
' bangsa.
3. Memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan
kerja .
4. meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
5. Mendorong pendayagunaan produksi nasional,
Sehingga konsekwensi logisnya adalah “setiap warga negara berhak atas

sumber alam, pekerjaan penghidupan yang layak. Dimensi ekonomis jelas
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akan menentukan dan mendominasi gelap terangnya dunia nuansa yang

konstitusional, artinya kebijakan tersebit harus berpihak kepada rakyat dan

berorientasi pemerataan.

Pemerintah yang diberi tugas oleh konstitusi untuk mengatur hajat hidup
orang banyak, mestilah bijaksana untuk menetapkan posisi kaum bawah dalam
pembangunan pariwisata. Konsistensi sikap pemerintah sangat diperlukan dalam
mengatur secara tegas dan jelas hal-hal yang bersangkutan dengan dimensi non-
ekonomi, kepentingan konsumen, perlindungan lingkungan hidup, serta toleransi
terhadap hak-hak budaya magyarakat setempat (lokal)

Untuk mengantisipasi persoalan-pesoalan yang muncul seperti yang
diuraiakan diatas, maka pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, diperlukan adanya
dukungan masyarakat. Mengeanai peran serta masyarakat dalam pembangunan
pariwisata diatur secara tegas dalam pasal 30 UU No 9 /1990 yang menetapkan :

1. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk

" berperan serta dala:rﬁ penyeleggaraan kepariwisataan.

2. Dalam rangka proses pengambilan keputusan, pemerintah pemerintah
dapat mengikutsertakan rakyat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (1)
,melalui saran, pendapat, dan pertimbangan.

3. Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagimana yang dikatakan pad-a
Pasal (2) diatur dengan peraturan pemerintah,

Dan penjelasan pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa bentuk peran serta

masyarakat adalah penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan masyarakat yang.
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diberikan kepada dan dalam rangka proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Perlunya peran serta masyarakat didasarkan atas pertimbangan sebagai
berikut: |

a. Memberi informasi kepada pemerintah

b. Menigkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan

¢. Membantu perlindungan hukum

d. Mendemokrasisasikan pengambilan keputusan'

Bentuk dan peran serta masyarakat dapat mengacu kepada ketentuan-
ketentuan sebagimana vang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Penata Ruang, terutama
huruf b yang menentukan bahwa setiap orang berhak untuk berperan serta dalam
menyususn rencana, pemanfaatan ruang dan pengambilan pemanfaatan ruang.

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) ini menyatakan bahwa setiap orang dalam
penataan‘ ruang dapat diwujudkan dalam bentuk bahwa setiap orang dapat
mengajukan usul; memberikan saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah
dalam rangka penataan ruang.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembngunan kepariwisataan dalam hal
memiliki kawasan wisata diatur dengan tegas dalam pasal 32 ayat (32) UU No.
9/1990 yang menetapkan bahWa « Masyarakat setempat‘ diberikan kesempatan untuk

ikut serta dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemilikan kawasan

! Koesnadi Hardjasoemantri, “Bentuk dan Mekanisme Partisipasi Mastarakat dalam Pengelolaan
Lingkungan, "Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Hukum linkungan Jkt 1996,
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wisata. Dengan dicantumkannya Pasal 32 ayat (2) itu mencerminkan jiwa dari pasal
33 UUD 1945 dan merupakan kepeloporan, bukan saja dib(dang hukum tetapi lebih
merupakan terobosan dalam upaya bersama untuk mewujudkan pemerataan,

Pemngertian peran serta tidak dapat ditafsirkan sebagai sekedar ikut-ikutan
belaka, tetapi memliki implikasi yang lebih luas lagi yakni emansipatori. Prinsip
emasipatori dalam berusaha mengandung paling tidak ada tiga pengertian yaitu :
pertama , adanya kepemilikan bersama, kedua : penehtuan arah dan pengambilan
keputusan bersama , ketiga : Pertanggungjawaban bersama.

Dan sejalan penetapan NTB sebagai daerah tujuan wisata, maka pemerintah
daerah terus berupaya menggali dan mengembangkan potensi kepariwisataan yang
ada. Upaya imi dilakukan karena pemerintah daerah menyadari bahwa sektor
pariwisata merupakan salah satu sektor andalan yang dapat menghasilkan devisa
negara pada umumnya dan dapat meningkatkan pendapatan daerah pada khususnya,
dan padat akhimya akan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan
masyarakat. Upaya penggalian dan pengembangan potensi kepariwisataan di NTB
dilakukan dengan cara penetapan beberapa kawasan pariwisata.

Menurut ketentuan Pasal 3 ayal (1) Peraturan Daerah Tk I NTB No 9/1989
tentang pembangunan kawsan pariwisata di Daerah Nusa Tenggara Barat, yang
termasuk kawasan pariwisata di daerah adalah : | |

1. Kawasan P-ariwisata Sire, Gili Air, Pantai Senggigi dan sekitarnya

2. Kawasan Pariwisata Suranadi dan sekitarnya

[P5]

Kawasan Pariwisata Gili Gede dan sekitarnya
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Kawasan Pariwisata Kuta, Seger, Aan dan sekitarnya.
Kawasan Pariwisata Selong blanak dan sekitarnya.
Kawasan Rinjani dan sekitarnya.

Kawasan Pariwisata Gili Indah dan sekitarnya.
Kawasan Pariwisata Gili Sulat dan sekitarnya
Kawasan Pariwisata Dusun Sade dan sekitarnya
Kawasan Pariwisata Pulau Moyo dan sekitarnya.
Kawasan Pariwisata Pantai Maluk dan sekitarnya

Kawasan Pariwisata Pantai Hulu dan sekitarnya

. Kawasan Pariwisata Teluk Bima dan sekitarnya

Kawasan Pariwisata Tambora dan sekitarnya
Dan kawasan Pariwisata lainnya.
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah No. 9/1989, maka pada tangpal

Juli 1990 Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Peraturan

L3

Daerah No. 7/1990 tentang usaha kawasan Pariwisata, usaha kawasan pariwisata

meliputi :

1. Mengusahakan lahan, dengan sekurang-kurangnya 100 ha untuk keperluan
pembangunan usaha kawasan pariwisata dan menata serta dan membagi
lebih lanjﬁt dalam satuan—-satuan simpul (lingkungan tertentu) yang_
dituangkan dalam gambar pefencaﬁaan.

2. Membangun dan menyewakan satuan-satuan simpul (lingkungan tertentu) itu

untuk membangun usaha pariwisata, meliputi hotel, atau jenis
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penginapan lainnya, Rumah makan,tempat rekreasi dan hiburan umum,
serta usaha pariwisata lainnya yang sesuai dengan gambar rencana.

3. Melaksanakan pembanguanan jalan, penyediaan air bersih dan sarana
pengelolaan limbah dan sarana lainnya yang sesuat dengan gambar,

4. Menentukan syarat syarat di dalam kawasan pariwisata yang berkenanaan
dengan peyediaan sarana dan prasarana lingkungan hidup, tata bangunan,
kesehatan umum, pencegahan kebakaran dan lain-lain sepanjang
persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

5. Melaksanakan dan atau mengawasi pembanguanan usaha pariwisata agar
sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

6. Membanguan banguanan yang dipandang perlu untuk keperluan
adminitrasi usaha kawasan pariwisata.

Dalflm pelaksanaan pembanguanan kawasan pariwisata dapat bekerja sama
dengan perusahaan nasional maupun perusahaan asing (pasal 3).Usaha kawasan
pariwisata harus berbentuk badan usaha atau koperasi, jika modal usaha kawasan
pariwisata itu bersumber dari patungan, maka usaha kawasan Pariwisata itu harus
berbentuk Perseroan Terbatas (PT) (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)} ’dan dalam
menjalankan usahanya harus me;mperoleh ijin usaha 'ka@asan pariwisata vang
dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Da'erah {(Pasal 7 ayat (1))

Untuk menghindari persoalan yang akan timbul dalam pembangunan usaha

kawasan pariwisata , maka Gubermnur Kepala Daerah melakukan pengawasan dan
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pembinaan dengan mewajibkan kepada pimpinan perusahaan yang melakukan
kegiatan dalam bidang usaha kawasan pariwisata untuk menyampaikan laporan tiap

3 bulan sckali mengenai kegiatan usahanya (Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1).

4.1.3. Pembebasan Tanah Untuk Usaha Kawasan Pariwisata

Kebutuhan lahan bagi pembangunan, telah mendorong terjadinya alih guna
dan alih kepemilikan tanah dalam skala besar. Dalam proses alih guna dan alih
kepemilikan tanah itulah, sering terjadi masalah yang kemudian menjadi topik yang
hangat dan mencuat hingga ketatanan politik nasional.

Kehadiran kepariwisataan sebagai salah satu industri non migas yang
diharapkan mampu untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan pada akhimya
akan mampu untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan, maka
diperlukan usaha-usaha yang serasi antara semua pihak yang terkait, baik pihak
pemeﬁntth masyarakat dan kaum pemodal, sehingga akan terwujud keterpaduan
lintas sektoral ( penjelasan umum UU No 9/1990).

Karena sifat dari kegiatan kepariwisataan yang sangat luas dan menyangkut
kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka penyelenggaraan penbangunannya
harus dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah, Badan Usaha, dan masyarakat.
Agar tidak térjadi | ketimpangan-ketimpﬁngan akibat dan penyelenggaraz;n
kepaﬁwfsataan térhadap ma;syarakat disekitarnya, akan tetapi dapat mewujudkan
adanya keserasian dan keseimbangan, maka pengelola kepariwisataan memerlukan

perangkat hukum, baik y'cing berupa praturan perundang-undangan, Peraturan
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Pemerintah, atau Keputusan dari pemerintah yang berwenang dalam bidang
penyediaan tanah dan pemberian hak atas tanah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Gubernur Kepala Daerah Tk. [ NTB
telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 120 Tahun 1990 tentang tata cara
penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Usaha kawasan wisata
dan usaha Pariwisata. Dalam surat keputusan tersebut ditentukan bahwa usaha yang
Ingin membangun usaha kawasan pariwisata atau usaha pariwisata wajib mengajukan
permohonan pencadangan tanah kepada Gubernur Kepala Daerah (Pasal 2 ayat (1)).
Permohonan pencadangan tanah tersebut akan diterima jika tanah sesuai dengan tata
ruang kawasan. Jika tidak sesuai maka permohonan itu akan ditolak. Penerimaan dan
penolakan itu ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubemnur (Pasal 3 ayat (1) dan
2)).

Setelah diterimanya keputusan pencadangan tanah sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka pemohon yang bersangkutan mengajukan
permohonanfijin sementara usaha pariwisata kepada Menteri Pariwisata, atau adanya
persetujuan Prinsip dari Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan kewenaqgan
masing-masing.

Jika izin sementara usaha pariwisata dan prinsip diterima, maka pemohon yang

bersangkutan wajib Iﬁengajukan permohonan ijin lokasi dan pembebasan tanah -

kepada Gubernur Kepala Daerah, dan dilampiri dengan
1. Akta Pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari pejabat
yang berwenang.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak.
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(5]

Gambar lokasi / sketsa tanah yang dibuat oleh pemohon.

4. Ketrangan tentang letak, luas dan jenis tanah yang dimohon.

5. Pernyataan yang bermeterai cukup tentang kesediaan untuk memberikan
ganti rugi atau untuk menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah
yang terkena rencana proyek yang dibangun.

6. Uraian rencana proyek yang akan dibangun.

7. Keputusan pencadangan tanah.

8. Ljin sementara usaha pariwisata/persetujuan prinsip (Pasal 4 ayat (1), (2) dan

(3)).

Surat keputusan pembebasan tanah atau penolakan ijin lokasi dan
pembebasan tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 4 keputusan ini, disiapkan
oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional setelah terlebih dahulu yang berupa
antara lain :

a. Diadakan rapat koordinasi oleh Gubernur Kepala Daerah cq. Asisten Setwilda
Bidang Pemerintahan dengan kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional,
BAPPEDA Tk. 1, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum dan instansi lain
yang terkait.

b‘. Apabila dianggap perlu, dapat: mengadalian peninjauan lapangan unt-uk
niemeriksa kesesuaian ‘permohonzin dengan Rencana Tata Ruang Kawasan

dan Pembangunan yang telah atau sedang atau yang akan dilaksanakan di

Wilayah vang bersangkutan. Hasil dart rapat
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koordinasi dan peninjauvan lapangan, dituangkan Dalam Berita Acara
Rapat Koordinasi ijin lokasi dan pembebasan tanah harus
dicantumkan: .

- Lokasi atau letak tempat tanah dengan menyebutkan Desa/Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten /Kotamadya yang bersangkutan.

- Luas Tanah yang boleh dibebaskan atau dibeli untuk keperluan usaha
kawasan pariwisata atau usaha pariwisata.

- Syarat- syarat lain yang harus dipenuhi oleh penerima ijin lokasi dan
pembebasan tanah/pembelian tanah (pasal 5 ayat (1) 192) dan (3) ).
Dalam hal pelaksanaan pembebasan tanah, maka pemohon yang sudah
mendapat izin lokasi dan pembebasan tanah wajib memenuhi ketentuan-

ketentuan sebagai berukut:

a.  Untuk keperluan usaha kawsan pariwisata pembebasan tanah/pembelian
tanah harus sudah selasai dilaksanakan dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 2 (dva ) tahun/terhitung sejak diterimanya surat keputusan
pemberian ijin lokasi dan pembebasan tanah dan dapat diperpanjang

untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atas permintaan pemohon

apabila terdapat alasan yang cukup kuat, sedangkan untuk keperluan

- usaha pariwisata, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak’

diterimanya surat keputusan pemberian ijin lokasi untuk jangka waktu 3

(tiga) bulan.
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b.  Pembebasan/pembelian tanah dilakukan atas dasar musyawarah untuk
mencapai kesepakatan , baik mengenai bentuk maupun besarnya ganti
rugl/ santunan yang dibayarkan.

c.  Apabila tidak tercapai kesepakatan mgngenai bentuk dan besarnya ganti
rugi/santunan, maka dapat ditempuh dengan cara menyediakan lokasi
tanah pengganti atau diadakan lokasi bagi pemilik tanah yang terkena
rencana usaha kawasan pariwisata/usaha pariwisata yang segala
sesuatunya dilakukan dengan cara musyawarah (pasal 5 ayat (1) )
Apabila pembebasan/pembelian tanah dan ijin tetap usaha pariwisata

dari Menteri Pariwisata atau ijin usaha dari Gubernur Kepala Daerah telah

diperoleh, maka pemohon yang bersangkutan mengajukan permohonan

pengukuran tanah tanah tersebut kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan ,

dan pengukuran itu harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka

v:/aktu 30 hari terhifung sejak diterimanya diterimanya permohonan
pengukuran tanah ( Pasal 6 ayat (2) dan( 3) ).

Dalam hal persetujuan prinsip atau ijin usaha kawasan pariwisata
dicabut, maka hak guna bangunan dan hak lainnya atas tanah yang diperoleh
perusahaan yang mengelola usaha kawasan pariwisata/usaha pariwisata tersebut
dapat- dibatalakan dan perusahaan yang Eersangkutan harus mengﬁiihkan
penguasaan ata-s tanah tersebut kepda perusahaan lain yang sudah merﬁperoieh
persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah atau ijin sementara usaha

pariwisata dari Menteri Pariwisata (9).
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Menurut Pasal 19 Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1990, Ijin Usaha Kawasan

Pariwisata dapat dicabut apabila :

a.

b.

Tidak melakukan kegiatan pokok sesuai dengan ijin usaha yang diberikan.
Tidak atau lalai melakukan pendaftaran ulang ijin usaha/ijin perluasan usaha
kawasan pariwisata.

Menyelenggarakan perluasan areal usaha kawasan pariwisata tanpa ijin usaha
perluasan kawasan pariwisata.

Tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 8 ayat (2) peraturan daerah ini. |
Melakukan pemindah-taganan hak tanpa persetujuan tertulis dari Gubernur

Kepala Daerah.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pembangunan

kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat, maka Gubernur Kepala Daerah telah

mengeluarkan Surat Keputusan No. 456 Tahun 1990 tentang Surat Pernyataan

»

Kesungguhan Bagi Investor yang menanamkan modalnya di Bidang Usaha Kawasan

Pariwisata di Daerah Nusa Tenggara Barat.

Dalam Pasal 3 ditentukan bahwa setiap investor yang mengajukan

permohonan persetujuan prinsip atau rekomendasi kepada Gubernur Kepala Daerah,

maka diwajibkan membuat surat pernyataan kesungguhan untuk mendirikan usaha

kawasan pariwisata/usaha pariwisata. Tujuan'dari ditetapkan surat keputusan tersebut

adalah :
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1. Untuk mempercepat proses pembangunan prasarana dan sarana
kepariwisataan di daerah Tingkat I Nusa Tepggara Barat.

2. Untuk mencegah adanya praktek-praktek percaloan tanah di
kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pariwisata

(Pasal 2 ayat (1) dan (2).

4.1.4 . Diskripsi Kecamatan Pujut dan Lombok Tengah.
Sebelum mendiskripsikan lokasi penelitian (Desa Kuta) secara terperinci,
peneliti periu sangat perlu untuk menggambarkan terlebih dahulu kondisi umum
- dari Kecamatan Pujut dan Kabupaten Lombok Tengah, karena Desa Kuta berada‘
padq wilayah Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
Kabupaten l.ombok Tengah terletak diantara 115 46 sampai 115 49 Bujur
Timur dan 8 12 sampai 9 1 Lintang selatan ,dengan luas wilayah 1. 208,39 Km ( 120.
839 Ha ) dan batas wilayahnya adalah:
- sebelah'Utara :Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat.
-Sebelah selatan  : Samudera Indonesia
- Sebelah Timur : Kabupatan Lombok Timur
-Sebelah Barat  : Kabupaten Lombok Barat
Bérdasarkan UU No. 69 Tahun 1958 Kabup;ten Lombok Tengah telah resmi
menjadi salah satu Kabupaten Daerah Tiﬁgkat I di Prdpinsi Nusa Ténggara: Barat
terhitung sejak tanggal 17 Agustus 1958 . Dan sesuai dengan Kepmendagn No &

Tahun 1995 Kabupaten Lombok Tengah dijadikan rtn;ebagai_ daerah otonomi
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percontohan di Popinst NTB. Seiring dengan penunjukan tersebut telah dibentuk
dinas-dinas daerah yang baru guna mendukung kinerja administrasi pemerintahan.
Selanjutmya, dengan semakin kompleknya permasalahan sosial ekonomi dalam
kehidupan masyarakat telah diantisipasi malaui pemekaran beberapa kecamatan dan
desa, sehingga menjadikan organisasi pemerintahan semakin pesat.

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah setiap tahun semakin
meningkat. Laju pertumbuhan penduduk Lombok Tengah berdasarkan Proyeksi
tahun 1999-2000 sekitar 0,95%, namun berdasarkan hasil registrasi penduduk sampai
akhir tahun 1999 rata-rata laju pertumbuhan penduduk pertahun 1,20%, Dan rata-rata
kepadatan per Km2 menjadi 608 jiwa.

Posisi wilayah di bagian selatan adalah (Kecamatan Pujut) yang berbatasan
dengan Samudra Indonesia dengan garis pantai sepanjang lebih kurang 18 Km.
Meskipun termasuk bagian dari laut selatan, tetapi karena teluk yang ombaknya kecil,
sehingga‘ sangat potensial untuk dijadikan wisata bahari, budidaya rumput laut dan
sektor-sektor yang sesuai denga potensi daerah.

Dibalik keindahan alamnya, ﬁilayah bagian selatan sebagian beéar termasuk
daerah kering dan tadah hujan, sehingga sawah didaerah ini yang terutama di daerah
Pu_]ut merupakan tadah hujan yang hanya bisa ditananami tanaman tertentu saja dan
pada umunnya hanya dapat d1tanam1 hanya satu kali dalam setahun Dan luas baku
sawah berdasarkan data akhir tahun 2001 seluas 6.704 ha yang terdiri dari : irigasi
teknis 0%, 1/2 Teknis 875 ha, irigasi sederhana 358 ha, dan tadah hujan 5.471 ha.

_ Sedangkaﬁ untuk perkebunan luas bakunya adaliah 2. 754 ha.
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4.1.5.  Deskripsi Desa Kuta (Daerah Penelitian)
4.1.5.1. Mata Pencaharian

Lokasi penelitian terletak pada wilayah bagian selatan, tepatnya di Desa
Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Desa Kuta tidak hanya jauh
dari pusat kota dan birokrasi tetapi secara Geografis tergolong jauh dari Kabupaten
Lombok Tengah, Praya, sekitar 65 km dan 80 km dari Ibukota Propinsi NTB,
Mataram.

Desa Kuta yang terdiri dari 8 dusun yang sebagian besar penduduknya adalah
petani musiman (tadah hujan) dan nelayan dan luas baku wilayah 23,66 Km® dengan
Jiwa/km. Luas baku sawah pertanian adalah 96 ha yang terdiri dari Teknis 0% Non
Teknis 0% dan sawah tadah hujan 158 ha (tanah kering 1.446 ha). Dengan melihat
gambaran lahan tersebut, dapat dibayangkan bagaimana sakitnya kehidupan petani di
Desa Kuta.

Aktifitas pertanian di Desa Kuta berupa pertanian lahan kering dan tadah
hujan, sepert; gogo rancah, jagung dan kacang kedelai. Lahan sawah ditanami pada
satu tahun sekali dengan memanfaatkan air hujan (biasanya dilakukan pada bulanl
Nopember-Pebruari), sehingga sumber daya utama lahan berupa kebun (kelapa) atau
tegalan yang ditanami jagung dan kacang kedelai. Sedangkan pada bulan Maret

hingga Oktober penduduk- mengolah lahan mereka yang ditanami tanaman keras,

terutama kelapa dan pisang.
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Penggarapan dilakukan oleh aggota I.celuarga sendiri tanpa mengunakan
tenaga upah. Tetapi pendududk sendiri mengenal kerjasama antar kelompok atau
anfar rumah, terutama untuk penggarapan sawah (padi) dan pengolahn lahan lainnya.

Oleh karena banyaknya para petani yang tidak mempunyai tanah serta
ditambah dengan kondisi lahan yang tadah hujan, selain menjadi buruh migran TKI
ke luar negeri, banyak juga para petani Kuta, terutama yang bermukim didekat laut
selain menjadi nelayan, banyak yang beralih propest menjadi petani rumput laut,
terutama mereka yang memilki lahan yang cukup sempit dan tidak mencukupi untuk
kehidupan sehari-hari. Dan setelah masuknya industri pariwisata PT ( LTDC) banyak

para petani dan nelayan, hidunya mengalami ketidakpastian.

4.1.5.2. Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat Kuta

- Pola Kepemimpinan Formal

Sfruktur kepemimpinan formal di Desa Kuta tidak jauh berbeda dengan
struktur kepemimpinan formal di desa-desa seluruh tanah air. Dalam
hubungannya dengan eksistensi dengan hak kelompok atas sumber daya alam,
kekuasaan Kades relatif menonjol, terutama setelah diberlakukannya UU.No 5
Tahun 1979 dan setelah diperkenalkan institusi formal (LI_\/ID/LKMD) yang
menggantikan institusi permusyawaratan y:;mg. berkembang dan ﬂidup |
ditengah —tengah masyarakat yakni. krama desﬁ. Penetrasi .kebijakanaan'

formal ini mudah dilakukan tanpa hambatan penting karena pola
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kepemimpinan informal di Kuta relatif terpecah-pecah  berdasarkan

pengelompokan geografis dan asal daerah.

Meskipun kekuasaan Kades cukup menonjol, namun interaksi dengan
penduduk sangat longgar, dalam arti penduduk yang sebagian besar disibukkan
dengan bertani dan nelayan jarang sekali dapat berhubungan dengan rakyatnya,
namun masing-masing baru bisa berhubungan jika ada persoalan atau masalah.
Misalnya, penduduk yang mempunyai masalah atau untuk menyelesaikan konflik
akan menghubungi Kadesnya. Demikian pula bila pihak desa memerlukan suatu
(sumbangan, tenaga, dan sebagainya) melalui Kadus akan menghubungi penduduk.
Dan Kadus biasanya merupakan tokoh informal loka! atau orang yang dituakan oleh
penduduk.

- Pola Kepemimpinan Formal

Pola kepemimpinan informal di Desa Kuta dan sekitarnya terbentuk sesuai
dengan pola pengelompokan pemukiman dan daerah asal. Pola pengelompokan
pemukiman ;tu sendiri secara historis terbentuk akibat perintisan oleh seseorang yang
berasal dari daerah lain. Dengan demikian orang pertama dari keturunan orang
pertama tersebut, secara tidak langsung diangkat sebagai pimpinan oleh para
pengikutnya. Pengikut ini biasanya orang-orang yang berasal dari satu daerah asal.

Apabila pengelompokan ini tidak besar, kecuali di dusun petani dan nelayan Kuta.

‘Komunitas petani dan nelayan ini membentuk suatu kesatuan ekonomi dengan
norma-norma yang dibangun sesama mereka, misalnya menentukan batas-batas

kepemilikan, penyelesaian konflik, dan saling tolong menolong dalam pengolahan |

dan menanam padi.
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Semenjak munculnya permasalahan antara para petam, nelayan dengan
nvestor (Pemerintah) yang berkepanjangan, pola kepemimpinan informal yang
mapan ini telah berubah. Pemimpin tersebut (pemimpin baru) dipilih oleh para petani
dan nelayan bukan lagi berdasarkan hubungan historis ataupun bangsawan, tetapi
pimpinan infonnal yang mereka pilih para petani dan nelayan yang dianggap berani,
cakap untuk berbicara dan gigih untuk memperjuangkan nasib mereka untuk
melawan tindakan penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah dan Investor di lain
pihak.

Perubahan pola kepemimpinan informal ini tampaknya lebih dipengaruhi
oleh adanya interaksi antara para petani dan nelayan dengan orang luas (Mahasiswa
yang giat melakukan advokasi non ligitasi) dan para Lembaga Swadaya Masyarakat
yang peduli akan nasib mereka yang secara langsung untuk mengadakan investigasi
langsung ke lapangan sampai saat ini. Dan hubungan mereka terus berkelanjutan
sampai ada titik terang penyelesaiannya.

- Hubungan Dengan Orang Luar
Secara geografis, jauhnya Desa Kuta dengan pusat perkotaan, telah

menjadikan masyarakat Kuta sulit untuk beralih usaha dari sektor agraris ke sektor

non agraris. Selain itu komunitas petani dan nelayan Kuta masih tampak utuh dan

7 mempunyai norma-norma khusus, sehingga seolah-olah diantara mereka untuk saling

berinteraksi tidak pernah ada hambatan.
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Namun demikian, tidak berarti masyarakat Kuta menutup diri, hubungan
penduduk dengan orang luar, sebenarnya relatif terbuka dan bahkan interaksi dengan
orang luar bukan suatu hal yang baru. Hal ini terbentuk karel_la sejak lama mereka
sudah mengenal kedatangan orang luar, Misalnya pada saat tradisi/upacara bau nyale
(tangkap cacing laut). Pada upacara tersebut, penduduk dari berbagai daerah, dan
turis dari berbagai negara datang, baik bagi mereka yang hanya sekedar untuk
menonton keramaian maupun untuk mengikuti upacara ritul tersebut.

Sehingga dengan masuknya para pengunjung atau wisatawan ke daerah Kuta,
tidak menimbulkan keanchan ataupun kebencian. Kedatangan wisatawan justru
dimamfaatkan untuk mendapatkan penghasilan dengan menjual kelapa muda dan
berbagai bentuk souvenir lainnya. Namun perkembangan terakhir, akibat
pembangunan périwisata yang direncanakan bertarap internasional yaitu oleh PT
{LTDC) yang banyak menggunakan lahan yang pada akhimya telah menyingkirkan
mereka, sehingga membuat masyarakat apatis, bahkan marah terhadap
pengembangan pariwisata tersebut. Dan peneliti langsung mengetahi, bahwa
kemarahan masyarakat terhadap perusahaan pengembang pariwisata di Kuta, sekitar
Bulan Januari 2000 ratusan petami dan nelayan telah menduduki kantor PT(LTDC)
dan mengusir sejumlah pegawai dan satpamnya.

Dari sini dapat digaris bawahi, bahwa penyeb‘ab persengketaan ‘bukan
disebabkan diantara.mereka masyarakat Kuta anti terhadap pendatang, tetapi lel;>ih
ditekankan _pada adanya respon dan reaksi dari'adanya gerak kepentingan Capital

yang memperluas wilayélh produksi bagi kepentingan akumulasi modal. Hal ini tentu
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disebabkan karena kehendak masyarakat lokal untuk mempenahankan suatu kondisi
yang telah merugikan mereka.
4.1.5.3. Perlapisan dan Perubahan Sosial, serta Pengaruhnya

Terhadap Hukum

Peneliti juga memberikan gambaran besar- terhadap hubungan antara
bekerjanya hukum dengan perlapisan sosial. Pentingnya penelitian mengenas
perlapisan sosial dalam rangka pembicaraan tentang hukum, disebabkan adanya
korelasi struktur yang demikian itu terhadap hukum, baik itu di bidang perbuatan
hukum, pelaksanaan hukum, maupun penyelesaian konflik.

Perlapisan sosial masyarakat Kuta, terbagi dalam perlapisan sosial karena
status (golongan) dan kelas (strata ekonomi). Perlapisan sosial rﬁenurut “polongan”
sedikitnya ada tiga tingkatan, yakni :

1. Golongan Pemenak (Bangsawan)

Golongan ini dapat diketahui dari sebutan kebangsawanannya. Sebutan
kebangsawal;annya ini merupakan nama depan dari golongan ini. Nama depan dari
golongan bangsawan imi adalah La/u, sedangkan apabila mereka telah memkah maka
keningratan tersebut adalah Mamig. Dan untuk wanita bangsawan sebagaimana pada
pria, nama depannya adalah La/e/Baiqg.

Di béberapé tempat pada umumn‘ya di pulau Lombok (termasuk di desa Kuta)
para bangsawan tersebut masih sangat dihorm—ati dan jika bangsawan tersebut
berbicara dengan orang yang lebih rendah harus mengikuti nilai tata krama, seperti

badan harus agak membungkuk, jika akan memberi ﬁetunj uk harus memakai tangan

. jempol, dan harus memakai bahasa halus, dan sebagainya.




30

2. Golongan Pruangse (Bapak)

Kriteria khusus yang dimiliki oleh golongan ini adalah sebutan bape/bapak
untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita tidak ada sebutan khusus kecuali nama kecil
mereka yang dibawa dari sejak lahir. Dan begitu juga laki-laki, misalnya nama sejak
ia kecil namanya Jafar maka setelah ia kawin maka; namanya bape/bapak lafar.
Begitu juga sebaliknya untuk perempuan,

3. Golongan Bulu Ketujuh

Golongan ini adalah masyarakat biasa (rendah). Kriteria khusus dari
golongaﬁ ini adalah sebutannya adalah Amag bagi kaum laki-]aki yang telah
menikah, sedangkan bagi kaum perempuan yang telah menikah disebut Inag. Dan
apabila berbicara dengan golongan ningrat, maka golongan bulu ketujuh ini harus
menggunakan bahasa halus.

Tetapi di dalam perkembangannya perlapisan sosial menurut dasar golongan
di masyarakat Lombok pada umumnya dan di Desa Kuta pada khususnya sebelum
masuknya p;ariwisata masih terasa kuat seperti yang dialami oleh lingkungan
keluarga peneliti sendiri, dan hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan
oleh (Widodo) yang telah mewawancarai salah satu tokoh adat Sasak yang
ada  di Lombok yaitu  Lalu  Gde  Suparmun  menjelaskan  bahwa
mengapa  sebagian  orang Sasak yéng ada di -Lombok masih

menghormat kebangsawanannya. Menurut beliau bangsawan itu




91

ibarat keris pusaka, tidak bisa digunakan untuk mencbang pohon ( tidak bexguna ),
tetapi si pemilik akan merasa sedih bila kehilangan keris pusakanya.

Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat yané demikian tersebut
mempunyai tipe-tipe budaya dan cara berpikir anggota masyarakatnya sangat terbatas
pada lingkungannya, memegang teguh kebiasaan, berl.;)egang pada tradisi dan hukum
yang berlaku dalam lingkunganya (sulit menyimpang dari tradisi dan hukum yang
berlaku dalam masyarakat), serta peranan dan pengaruh kepala sukwadat sangat
besar.

Namun demikian, meskipun pengaruh kebangsawanan masih sangat kuat, pada
stuktur masyarakat Sasak pada umumnya dan masyarakat Kuta pada khususnya,
namun dari pengamatan sehari-hari dari lingkungan masyarakat pada umumnya telah
terjadi pergeseran sebagian dari status golongan menjadi ke perlapisan sosial, hal ini
disebabkan oleh perubahan zaman dalam hal ini penetrasi ckonomi pasar yang sudah
mulai masuk ke dalam lingkungan masyarakat sehingga menciptakan klas/strata
ckonomi dalam masyarakat. Dan kelas baru tersebut yang mempunyai ekonomi yang
sangat kuat itu mempunyai pengaruh penting dalam pola kehidupan sehari-hari dari
masyarakat yang bersangkutan (Kuta).

Munculnya kelompok dominan baru semakin terasa setelah masuknya industri

pariwisata ke Kuta yang banyak berubah tatanan sosial yang sebelumnya sudah

mapan.  Sistim  industri pariwisata yang kapitalis mendorong muncuinya

pengorganisasian, sosialisai dan struktur yang semakin rasional. Proses-proses serta

bidang-bidang semakin spesifik yang menandai terjadinya pembagian kerja semakin _




92

meluas, individualitas semakin menonjol dan persaingan diantara mereka semakin
keras.

Ini berarti nilai—nilai- yang sudah tertanam dengan sangat kuat di masyarakat
.Kﬁta didalam perkembangannya secara sosiologis telah mengalami pergeseran
nilai/perubahan sosial antara lain ke dalam perubahan dari Gemeisnschafi ke
Geselischaft (Teori Tonnies), dan dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik
(Teori Durkheim).’

Menurut teori Tonnies Gemeisnschafi adalah merupakan dasar hubungan
yang masih terikat dengan faktor perasaan, seperti hubungan pribadi dan kepentingan
bersama. Sedangkan Gesellschaft adalah warga-warga kelompok sudah terikat oleh
luar dirinya, hubungan kepentingan lebih rasional dan adanya ikatan-ikatan yang
tidak permanen, sehingga untuk selamanya tidak dapat terjadi hubungan timbal balik
yang harmonis antara warga-warga kelompok tersebut. Dan dalam hubungan yang
sama Durkheim berpendapat, dalam masyarakat yang solidaritas mekanis masih
belum mempunyai diferensiasi dan pembagian kerja, warga masyarakat mempunyai
kepentingan dan kesadaran yang kuat pula. Sedangkan pada masyarakat solidaritas
organis yang merupakan perkembangan dar masyarakat solidaritas mekanis, telah
mempunyai pembagian kerja yang ditandai dengan derajat spesialisasi tertentu.

Analisa  terhadap pérubahan 7sosial 'tid.ak ﬁanya sekedar
cukup memahami  seperti ‘yang dipéparkan dalam | teori-teori

tersebut, namun perlu untuk mencari faktor-

* Soejono Soekanto, sosiologi suatu Pengantar Jkt, CV. Rajawali, hal 17
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faktor yang mempengaruhi perubahan dan bagaimana implikasi sosialnya dan
hukumnya. Jika kita melihat secara historis bahwa perubahan sosial tersebut telah
tampak terlihat adanya hubungan yang sangat erat anfara kapital-is, industrialisasi, dan
munculnya hukum modem. Pada saat itu peranan hukum modern semakin penting
seiring dengan tuntutan yang di bebankan kepadanya ﬁleh proses industrialisasi dan
sisitim ekonomi kapitalis.

Implikasinya adalah bahwa tatanan normatif asli yang semula tumbuh dan
diakui oleh kelompok masyarakat yang fungsinya untuk mengatur kehidupan antar
mereka telah disisihkan oleﬁ hukum modern. Tetapi hukum yang disisihkan tersebut
tidak benar-benar hapus atau musnah semuanya, masih terasa ada dan walaupun
secara tradisi telah banyak berubah, misalnya Tradisi Bau Nyale ( tangkap cacing
laut). Sampai sekarang masth terus diikuti dan dipatuhi oleh masyarakatnya walr}(lpun
telah dikemas oleh pemerintah untuk dijadikan salah satu komoditas pariwisata.

Selain itu Implikasi lainnya adalah munculnya kelompok dominan lainya
(kekuatan modal) dalam stratifikasi sosial, dan kelompok dominan ini akan berusaha
untuk memaksakan kehendaknya agar diterima oleh lapisan-lapisan lainnya di dalam
masyarakat. Semakin tinggi kedudukan suatu kelompok secara ekonomi maupun
politik, semakin pula kemungkinan kepentingannya tercermin dalam hukum.

Pelapisan sosiai ini merupakan kunci bagi penjelasan mengapa hukum itu bersifat

diskriminatif, baik pada substansi peraturan-peraturannya, —maupun melalul

penegakannya.
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4.2, Pembahasan.
4.2.1.  Konsep Pembebasan Hak Atas Tanah untuk Ka\yasan Pariwisata di
Desa Kuta.

Sebelum peneliti menjelaskan dengan panjang lebar mengenai proses
pembebasan tanah untuk kawasan pariwisata di Desﬁ Kuta, maka perlu kiranya
terlebih dahulu untuk diketahui bagaimana konsep awal dari pengadaan tanah yang
dilakukan dengan cara pembebasan hak atas tanah oleh pemerintah untuk keperluan
swasta. |

Seperti apa yang sudah dijelaskan diatas, bahwa secara umum kondisi sumber
daya alam atau sumber agraria di NTB sangatiah minim. Hampir setiap tahun selalu
dibayangi de_ngan berbagai macam musibah. Kelaparan menjadi suatu hal yang biasa
dan semakin membuat masyarakat tidak berdaya. Sebagai daerah agraris, daerah ini
pernah menyandang gelar kantong kelaparan (kemiskinan) di Indonesia, khususnya
di Pulau Lombok (bagian Selatan).

Di da;lam menghadapi kondisi tersebut, maka propinsi ini telah mencoba

bersama swasta untuk mengeksploitasi hutan. Dan walaupun eksploitasi hutan telah

digalakkan dalam beberapa tahun tetapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan,

dan pada akhimya tidak mampu merangsang sektor swasta untuk menanamkan

modalnya dengaﬁ cara yang lebih besar di Daerah 1ni, sehingga pemerintah merubah
haluan untuk mencari peluang/sektor yang lain yang bisa mengatasi masalah tersebut

di atas,
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Maka pemerintah berupaya untuk menggali dan mengembangkan
sektor pariwisata yang sudah sudah berjalan sejak tiga puluhan tahun silam
yaitu dengan SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 NTB Tanggal 28 Met
Tahun 1967. dan untuk merealisasi hal tersebut maka pemerintah pada waktu
itu membentuk Badan Pembimbing Pariwigata Daerah untuk merecanakan
pengembangan industri pariwista NTB yang pada saat itu dipusatkan di Pulau
Lombok.

Maka pada 1987 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Pulau
Lombok telah disusun dengan bantuan penelitian, analisis dan perencanaan
WTO (World Tourism Organisation) yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan
UNDP. Dan dalam rencana induk tersebut ftelah ditegaskan dan
direkomendasikan beberapa kawasan pengembangan pariwisata yang ada di
Lombok barat dan Lombok Tengah, sehingga salah satu yang ada di Lombok
Tengah ini adalah kawasan pariwisata pantai selatan yaitu Kawasan
Pariwisata Pantai Kuta Putri Nyale (Kute Puteri Nyale Beach Resort).

Jika merujuk pada pada study yang dilakukan oleh UNDP dan WTO,
maka arah pengembangan dari pariwisata NTB terdini dan:

I. Meningkatkan wisatawan luar negeri untuk menambah devisa
negara dan pengembdngéh ekonon;i daerah.’
2. Meningkatkan wisatawan domestik untuk mendorong

redistribusi pendapatan daerah dan seraya menambah
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pemahaman fentang budaya dan memberi sumbangan
terhadap integrasi sosio-budaya dan rasa kesatuan nasional.
Meningkatkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan
ekonomi dan distribusi keuntungan ekonomi, termasuk
kegiatan yang berkaitan déngan industri pariwisata sepertl
produk kerajinan, pertanian dan industri.

Membuka kesempatan kerja baik di tingkat regional maupun
lokal.

Meningkatkan pelestarian bentuk-bentuk  kebudayaan
tradisional dan expresi seni dan tempat-tempat bernilai
sejarah lainnya.

Meningkatkan pelestarian lingkunagan alam, terutama
sumber daya lingkungan alam daratan, Flora Fauna, dan
lingkungan perairan, pantai, taman laut, dan kehidupan laut.
Menyediakan daya tarik, fasilitas dan pelayanan bagi para
wisatawan baik yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan,
kegiatan usaha dan masyarakat lokal.

Mengembangkan- sikap, keahlian tehnis dan manajerial agar
berﬁeran sérta secara aktif dalam kegiatan pariwisata dan
memberikan  pelayanan  bagi wisaawan  dan
mempertahankan  keramah-tamahan  penduduk  lokal

terhadap wisatawan.
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Jika kita menganalisa secara sepintas bahwa, dari delapan versi UNDP
tersebut bahwa pemberdayaan masyarakat lokal sangat diperhatikan sehingga
sehingga tidak akan menampakkan sesuatu yang mu'dah menyulut ke hal-hai
yang berbau konflik di masyarakat.

Dalam perkembangan seterusnya kﬁrena Pemerintah Daerah tidak
mempuriyai dana yang begitu besar untuk mengelola kawasan pariwisata
Pantai Kuta, maka Pemerintah Daerah Tk I NTB mengadakan kerjasama
dengan Perusahaan Dalam Negeri yang khusus mengelola kawasan pariwisata
yaitu (PT.Rajawali Wirabakti Utama) untuk mengembangkan kawasan
tersebut, dan kerjasama itu tertuang dalam Perjanjian Dasar No. 113 Tahun
1989, yang dibuat pada 3 Mei Tahun 1989. Tetapi sebelum dibuatkan
perjanjian dasar tersebut , berdasarkan peremisnya yang menyatakan bahwa “
pada tanggal 9 Pebruari 1989 telah diadakan suatu perjanjian pendahuluan
dengan No. 50 Tahun 1989 dengan maksud untuk membentuk suvatu
P;rseroan Terbatas guna mengembangkan, membangun , memelihara,
mengurus dan memasarkan kawasan pariwisata tersebut. Dan ketentuan
tesebut dipertegas dengan jelas dalam f}asal 3 dari perjanjian dasainya yang
menyatakan bahwa untuk keperluan proyek ini akan dibentuk suatu Perseroan
Terbatas.

Berkaitan dengan hal diatas, m-aka untuk bisa berjalannya suatu
perusahaan yang akan dibentuk tersebut, diharuskan adanya suatu perangkat

peraturan perundang-undangan. Maka untuk melegalisasi dari kegiatan
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tersebut maka Pemerintah Daerah Tk I NTB mengeluarkan Peraturan Daerah
No 9 Tahun 1989 Tentang Pembangunan Kawa;an Pariwisata di NTB,
sehingga dengan diterbitkannaya aturan tesebut maka hampir semua daerah
pinggiran pantai baik dari sebelah barat, selatan dan timur, pulau Lombok
adalah mempakan kawasan pariwisata, selain itu diterbitkan SK. Gubernur
No. 20/1989 tentang pedoman pembangunan kawasan pariwisata, serta
beberapa peraturan lainya yang berkaitan dengan pembangunan kawasan
pariwisata.

Maka atas dasar perjanjian dasar tersebut dibentuklah PT. LTDC
(Lombok Tourism Depelopment Coorporation) yang merupakan perusahaan
patungan antara Pemda NTB dengan PT. Rajawali Wirabakti Utama, dengan
jangka waktu kerja selama 35 tahun dan dapat diperpanjang selama 35 tahun
kembali, maka setelah berahirnya masa kontrak , semua saham harus
di‘serahkan kembali pada daerah. Dan dengan komposisi saham yang telah
ditentukan dalam perjanjian. Di dalam perjanjian itu ditegaskan antara lain
bahwa:

1. Pihak PT. Rajawali akan mengusahakan keperluan pendanaan,
menyediakan tenaga ahli, memberikan bimbingan tenaga tehnis dan
manjemen )

2. Pihak Pemerintah daerah akan membantu membebaskan Tanah
untuk kawasan yang _diperluakan dengan dana vang disediakan oleh

perusahaan patungan yang akan dibentuk, untuk mengurus semua
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perizinan, memberikan bimbingan dan pengarahan yang sesuai dengan

kebijakan umum pemerintah.

Dan berdasarkan perjanjian awal tersebut perusahaan telah membebaskan dan
menguasai lahan seluas 500 Ha.

Namun dalam perkembangannya sebagian isi dari perjanjian dasar itu dirubah
dan disetujui Adendum II, yang salah satunya berisi mengenai perubahan jumlah luas
lahan yang pada awalnya 500 Ha menjadi 1.250 Ha. Dan perubahan tersebut
dilakukan tanpa ada alasan yang pasti dan tanpa sepengetahuan Dewan di Lombok
Tengah, hal ini dipertegas dengan Wawancara vang dilakukan kepada salah satu
tokoh Birokrasi pada waktu itu yaitu Drs. Arfah Muzakkar (Sekda NTB pada
waktu itu). Beliau menyatakan bahwa untuk syabnya penambahan arcal tersebut
harus memakai Peraturan Daerah, tetapi pada perkembangan selanjutnya hanya
memakai SK. Gubernur saja, dan sampai pada proses seterusnya SK. Gubernur
tersebut tidak pernah Diperdakan.?

Deng;m merujuk pada situasi diatas, bahwa sesuai dengan pasal 5 ¢ (iii) dari
perjanjian dasar tersebut, maka Pemerintah Daerah NTB telah membebaskan tanah
seluruhnya 1.250 Ha, dan sesuai dengan konsep awal bahwa tanah yang sudah
dibebaskan tersebut, maka secara langsung telah terjadi pemutusan hubungan hukum
antara si e1ﬁpunya. ban Pemé:rinfah Déerah TK I NTB yahg secara langsung
mempunyai ‘kepentingan tertentu di balik ]Sembe'basan tanah dan sekaligus
memegang hak pengelolaan atas tanah tersebut, dan kemudian hak pengelolaan yang

dipegang oleh Pemda Tk ! NTB tersebut diserahkan/diberikan kepada perusahaan

* Wawancara dengan Drs. Arfah Muzakkar tgl 25 Juli 2002
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yang telah dibentuk tersebut yaitu PT. (LTDC) untuk diusahakan dan dikembangkan
yang sesual dengan perjanjian awal.

PT. (LTDC) yang merupkan perusahaan patungan akan mengembangkan
kawasan tersebut dengan memegang Hak Guna Bangunan. Dan Hak Guna Bangunan
tersebut harus dimohon haknya pada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan
legalisasi hukum.

Dalam rangka proses perizinan maka PT. (LTDC) telah memperoleh berbagai jenis
rekomendasi yang diperlukan baik dari Pemda sendiri maupun dari pejabat yang
terkait yang antara lain :
1. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Tengah untuk
mendirikan Usaha Kawasan Pariwisata Pantai Kuta/Pantai Aan.
2. Rekomendasi dari Dircktorat Jenderal Pariwisata untuk mendirikan Usaha

Kawasan Pariwisata di Lombok.

3. Ljin Usah_a Kawasan Pariwisata_dari Gubernur Propinsi NTB Tanggal 21

Februari 1990 No.48 Tahun 1990 sesuai dengan peraturan daerah No.10

Tahun 1990.

4. Tjin Lokasi

5. BinH.O.
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6. Ijin Pembebasan Tanah.
7. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tanggal
2 oktober tahun 1992.
Dengan melihat dan menganalisa berbagai bentuk bukti formal yang berupa
berbagai macam surat rekomendasi yang sﬁdah diterbitkan tersebut, maka
secara yuridis formal perusahaan telah bisa dilaksanakan sesuai dengan

rencana semuila.

4.2.2. Prosedur Pembebasan Hak Atas Tanah dan Pemberian Ganti
Rugi.

Untuk mengetahui suatu peristiwa hukum tersebut syah atau tidak, maka
setidak-tidaknya kita harus berpijak pada bagaimana prosedur/proses
pelaksanaanya pada tingkat implementasi. Apakah sesuai dengan peraturan
yang berlaku atau tidak. Maka dengan demikian sesuai dengan apa yang
menjadi duduk persoalan, supaya untuk lebih terarah dari penelitian ini maka
penulis akan membahas bagaimana prosedur pembebasan tanah yang
dilakukan oleh aparat yang terkait pada waktu terjadinya pembebasan
tersebut.

. Kalau kita berbicara secara umum masalah pengadaan tanah dengan
cara 'pemb‘ebasan ini, sudah sedemikian banyak dan menyulut ke hal-hal yang
berbau konplik, yang telah menghiasi dari sejarah hukum pertanahan kita, Tak

kurang seperti kasus Kedungombo, Tapos, Nipah, dan kasus-kasus tanah
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lainnya yang sama dengan kasus tersebut. Begitu juga di Pulau Lo-mbok,
seperti Gili Terawangan , Rowok dan yang terakhir adalah kasus Rempek.

Dan seiring dengan digalakkan pembangunan kepariwisataan di NTB
pada sekitar tahun 80 an, pelepasan hak atas tanah rakyat setempat yang
diperuntukkan sebagai kawasan pariwisata télah mulai dilakukan secara besar-
besaran dan bergélombang. Seperti penulis sebutkan diatas bahwa dengan
dterbitkannya Perda No 9 Tahun 1989 jo Perda No 7 Tahunl990 yang di
terbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB maka PT (LTDC)
yang merupakan perusahaan patungan telah membebaskan dan menguasi
tanah penduduk seluas 1.250 Ha, dengan memegang Hak Guna Bangunan.
Sehingga konsekwensi hukumnya adalah bahwa perusahaan tersebut
mempunyai hak untuk mengatur pengelolaan pariwisata di kawasan tersebut
sehingga secara langsung rakyat yang mempunyai hak atas tanah dan
pengusaha kecil yang telah membangun hotel melati (penginapan) dan
restaurant harus dengan rela dan terpaksa angkat kaki dari lahannya.

Kalau berbicara mengenai pembebasan tanah yang terjadi di Pantat Kuta
Putri Nyale, bahwa dari awal pemerintah sudah mengetahui bahwa kawasan
fersebut memang akan dipakai untuk kepentingan swasta, tetapi dalam tahap
sosialisasi yang dilakukan oleh pa;ra kak1 tanéan {calo} béik dari- kalangan
swasta maupun birokrat, dimana sosialisasi tersebut dilakukan lewat mﬁsjid
dalam bentuk pengajian, atau lewat pengeras suara lainnya, bahwa 1si dari

pidato tersebut bahwa masyarakat harus dengan rela untuk melepaskan
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haknya karena tanah tersebut akan dibebaskan oleh pemerintah untuk dikembangkan,
dengan mendapatkan ganti rugi, sehingga akan dapat mendatgngkan kesejahteraan
bagi masyarakat sendiri.

Dan untuk mempercepat proses pembebasan tanah tersebut PT. (LTDC) yang
berada dibalik legalisasi hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah,
yang secara tidak langsung berada dibalik aksi dari pada kaki tangannya di lapangan,
dan dilain pihak Pemerintah Daerah juga yang secara langsung mempunyai
kepentingan tertentu, ikut mendukung aksi dari para calo tersebut dengan alasan
bah;Na Pemda Tingkat If Lombok Tengah tidak mampu untuk menertibkan para calo
tanah tersebut, dengan alasan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh calo
dengan pemegang hak tanpa sepengetahuan dari Pemda sendiri.

Pelepasan hak atas tanah yang dilakukan melalui bujuk rayu yang dilakukan
oleh para calo-calo tanah tersebut diperoleh dengan memanfaatkan ketidaktahuan
masyarakat terhadap hukum pertanahan, dan tidak tahu bagaimana perkembangan
nil;ai harga tanah tersebut kedepan. Dan para calo ini setelah membeli tanah dengan
harga murah maka akan menjual kembali kepada perusahaan dengan harga tinggi dan
atau mendapat persen dari perusahaan.

Hal 1, seperti yang diutarakan Oleh Haji Jamil Samanhudi yang menjadi
sélah seorang dari sekian calo tanah pada waktu itu : beliau fnengatakan bahwa dia
lﬁemang benar disuruh oleh seo-rang pengusaha dari Jakarta untuk membeli tanah di
Kuta pada waktu itu dan ia membayar masyarakat dengan cara mencicilnya sampai

dengan walktu yang tidak ditentukan dan dengan harga rata-rata diantara 2.500.000 —
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300.000 per are.” Bahkan dari beberapa responden yang ditemukan oleh penulis, dari
sekian responden tersebut ada sebagian yang cuma baru dibayar separuhnya,
sementara dipihak lain tanahnya sudah dibebaskan. Dan dari semua perjanjian jual
beli yang dilakukan oleh para calo dengan para pemegang hak atas tanah tersebut
menurut sepengetahuan penulis tidak ada prosedur yang jelas seperti yang dijelaskan
oleh Undang-undang, hanya cukup menggunakan kwitansi penerimaan uang yang
telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dalam perkembangan selanjutnya, karena pembebasan/jual beli tanah yang
dilakukan oleh para calo tanah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
perusahaan maka perusahaan secara langsung turun kelapangan untuk membebaskan
tanah tersebut. Sehingga dalam rangka pembebasan tanah, PT.(LTDC) bekerja sama
dengan Pemerintah Daerah Tk. I Lombok Tengah untuk membentuk Team Satu

Atap yang terdin dari unsur Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kepala Desa, dan

Kepala Dusun setempat untuk mengklasifikasikan status hukum tanah (Tanah

*

Negara, Tanah Garapan, Tanah Milik Bersertifikat, Tanah Instansi dan lain-fainnya),
sehingga akan mudah untuk dilakukannya proses ganti rugi.

Tim satu atap selain berfungsi untuk menginventarisir semua tanah, tanaman
dan bangunan yang ada di atas tanah tersebut, juga untuk melakukan dialog dengan
masyarakat/pemilik tanah tentané bentuk dan konsép gantl rugi serta dalam rangka
untuk menertibkan pembebasan tapah tersebut. Tetapi ﬁada tingkat implementasi di
lapangan tim ini yang pada dasarnya bertugas untuk melakukan pengawasan atau juri

dalam rangka penertiban proses pembebasan tanah seperti yang diamanatkan oleh

* Wawancara dengan Haji Jamil Samanhudi pada tanggal 3 Agustus 2002
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Pasal 11 PMDN No. 15/1975 justru ikut bermain dan secara tidak langsung masih
berpihak pada perusahaan, sehingga tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat.
Dan dari data yang penulis dapatkan di lapangan bahwa pembén'an ganti rugi rata-
rata antara Rp. 190.000 sampai dengan 350.000/are.”

Dalam kondisi yang demikian, Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok
Tengah di satu pihak dan perusahaan di lain pihak terus mendapat perlawanan dari
rakyat, maka pada tahun 1991 Senat Mahasiswa Universitas Mataram (SMUM)
berusaha untuk mengadakan dialog dengan Pemda untuk membicarakan konsep
pembangunan pariwisata yang berwawasan rakyat. Dan SMUM mengungkapkan
pendapatnya, bahwa masyarakat lokal (Kuta) seharusnya bukan hanya menjual lahan
kepada investor, tetapi lahan mercka harus menjadi saham penyerta dalam
perusahaan dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan ekonomi rakyat. Namun
dialog tersebut tidak mencapai titik temu, sebab Bupati Lombok Tengah, Kol.
Ircham menolak dengan mentah konsep tersebut, dan seraya mengatakan dan
mengkal.kula;ikan bahwa pariwisata Kuta (LTDC) akan menyerap tenaga kerja yang

sangat banyak sekitar 17.000 orang. Dan pada tahun yang sama ratusan petani dan

nelayan berbondong-bondong datang ke Gedung DPRD Tk II Lombok Tengah dan

5 Dokumen dari PANSUS DPR Tk. [ NTB Masalah Pertanahan NTB Kusus, PT LTDC. Tahun 2000
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DPRD Tk I NTB untuk mempertanyakan bagaimana nasibnya, tetapi tidak mendapat
penyelesaian yang kongkrit.

Dalam rangka untuk proses mempercepat pembebasa.n tanah pengusaha,
sepertl yang diterangkan oleh tokoh masyarakat Desa Kuta (Haji Sabarudin dan
Lalu Dawe), Pengusaha dan kaki tangannya baik Vyang berada di Kabupaten,
Kecamatan maupun Desa dan para Kadus-kadusnya untuk merayu para pemilik
lahan dengan berbagai dalih untuk segera melepaskan haknya®. Dan diberi ganti rugi
sesual dengan keinginan panitia atau pengusaha tanpa unsur pemerataan (artinya
sesuai dengan kevokalan dari yang si empunya ta;flah).

Hal ini juga diperkuat dengan wawancara dengan Kepala Desa Kuta beserta
jajarannya pfdda hari dan tanggal yang sama. Beliau mengatakan bahwa masyarakat
pada waktu 1tu banyak yang tidak mau menjual tanahnya (walaupun juga ada yang
menjual dengan sukarela), tetapi Pemerintah dan pen@saha dengan berbagai dalih,
maka dengan terpaksa rakyat menjual tanahnya, dengan pemberian ganti rugi yang
berbeda. Bat;kan perumahan penduduk yang berada di sekitar kantor Desa Kuta yang
sekarang telah didatangi oleh oknum birokrasi dari tingkat II untuk mengintimidasi
rakyat supaya mau untuk melepaskan haknya.

Dan berdasarkan temuan di lapangan bahwa kebutuhan akan tersedianya

tanah untuk keperfuaﬁ pembangunan di b’idahg kepériwisatwaan yang dilakukan oleh

® Wawancara dengan Haji Sabarudin pada tanggal 8 September 2002
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investor dengan cara pembebasan telah dilakukan dengan cara tidak wajar, Adanya
ketimpangan yang terjadi dalam proses pembebasan tanah dgn dalam pemberian
ganti rugi pembebasan tanah yang dimiliki oleh masyarakat mengalami kesulitan,
tetapi tidak demikian halnya tanah yang dimiliki oleh instansi atau tanah yang
dimifiki oleh orang-orang yang terpandang yang mempunyai akses ke atas.
Departemen kehakiman yang mempunyai tanah seluas 37 hektar yang berada di
daerah kawasan pariwisata Kuta dibayar dengan harga Rp. 7.880 per meter,
sedangkan tanah rakyat dibayar antara Rp. 2.500 sampai dengan Rp. 3.0007. Dan
pembayaran yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah (masyarakat biasa)
tersebut sesuai dengan SK. Bupati No. 596/01/88 tanggal 1 September 1988.

Tetapi berdasarkan temuan penulis berdasarkan keterangan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Tk II Lombok Tengah, Ilham, SH bahwa BPN tidak pernah
menerbitkan harga dasar tetapi hanya berupa harga yang memang dibuat dari bawah
itu, merupakan patokan sebagai pemasukan ke kas negara bagi penerima pemegang
hak atas tanah, tetapi menurut beliau bahwa itu yang dipakai tameng oleh PT
(LTDC) untuk dipakal secbagai dasar pembayaran kepada masyarakat dalam

pembebasan tanah di Kuta®. Hal ini diperkuat dengan dokumen vang ada di Pansus

DPRD NTB yang khusus membahas tentang Kuta bahwa memang benar Bupati tidak

7 Wawancara dengan Gusti Putu Ekadana dan Zaenal Asikin SH (Pengacara dan Konsultan Hukum)
* Wawancara dengan Irhan SH tangsal 16 Agustus 2002 di Praya
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pernah menerbitkan SK mengenai besamnya harga/ganti rugi tanah seperti yang
tercantum dalam ADENDUM II, dan yang ada hanyalah Surat Keputusan Bupati
tentang besamnya ganti rugi yang harus dibayar kepada negara bagi orang/pihak yang
memperoleh hak atas tanah dan diterbitkan setiap tahun.

Dari sekian kasus pembebasan hak atas tanah yang dilakukan oleh investor
yang ada di Desa Kuta, maka berdasarkan pengamatan penulis bahwa masyarakat
tidak mau untuk melepaskan haknya dengan berbagai dalih antara lain, adanya ganti
rugi yang tidak sama (tidak adil) dan memang dia tidak mau untuk menjual karena
dia sudah lama- tinggal disana dan hanya itu yang menjadi satu-satunya sumber
penghidupannya, tetapi dengan kondisi seperti itu (daripada saya digusur dengan
paksa dan tidak mendapatkan uang) lebih baik tanah tersebut saya lepaskan saja,
walaupun dengan berat hati.

Padahal kalau kita merujuk pada Pasal 6 dari PMDN No 15 tahun 1975.
Tentang Tata Cara Pembebasan Tanah dengan pemilik tanah, sehingga akan

.

mendapatkan  kesepakatan  harga yang dianggap patut dan  tidak
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merugikan kedua belah pihak. Tetapi bedasarkan kenyataannya di lapangan
menunjukkan adanya kecendrungan bahwa yang dianggap sebagai
musyawarah dalam menentukan bentuknya ganti rugi lebih ditikberatkan pada
segi formalitas/prosedur belaka, misalnya adanya undangan musyawarah,
berapa kali diadakan, jumlah yang hadir dan lain-lainnya tanpa
memperhatikan substansi/isi dari yang dimusyawarahkan.

Suatu musyawarah akan dapat menghasilkan kesepakatan haruslah
dilandasi asas kesejajaran antara pihak-pihak yang bermusyawarah dan
dilaksanakan tanpa tekanan berupa apapun. Walaupun secara prosedural
musyawarah telah memenuhi syarat formal, namun apabila keputusan yang
dihasilkan di landasi oleh adanya tekanan, maka tidak dapat dikatakan telah
dicapai kesepakatan karena tekanan itu merupakan perwujudan dan
pemaksaan kehendak satu pihak untuk menekan pihak lain agar mengikuti
kehendaknya.

T Hal ini juga telah ditentukan dalam Keputusan Gubemnur Kepala Daerah
Tingkat I NTB No 120 Tahun 1990, Tentang Tata Cara Penyediaan dan
Pemberian Hak-hak Atas Tanah untuk keperiuan Usaha Kawasan Pariwisata ,
ditentukan bahwa Bagi perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas PMDN
dalam gasal 6 ayat (1) huruf b dan ¢ menentukan  bahwa
Pembebasan/pembelian tanah harus ailakukan atas dasar musyawarah untuk
mencépai kesepakatan, baik mengenaf bentuk maupun besamnya ganti

rugi/santunan yang dibayarkan. Dan apabila tidak tercapai kesepakatan
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mengenai bentuknya dan besamnya ganti rugi, maka dapat ditempuh cara
penyediaan lokasi pengganti .

Namun dalam perkembanganya pembangunan pariwisata yang bertaraf
internasional berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena
mendapat perlawanan dari rakyat, maka manajemen pihak perusahaan
menjadi bingung , bahkan menurut keterangan salah seorang dari PT(LTDC)
sendiri yaitu M. Sareh, yang diperkuat oleh beberapa tokoh masyarakat, pada
saat pertemuan dengan para petani dan nelayan/rumput laut yang diadakan
rapat di kantor Camat Pujut, 24 Agustus 1998, bahwa ia menyatakan
pembebasan yang dilakukan oleh PT (LTDC) tidak dilakukan sesuai dengan
prosedur yang telah ditentukan dan selain alasan diatas bahwa PT(LTDC)
kekurangan modal akibat dari krisis ekonomi, dan dari saat itu pihak
perusahaan telah meninggalkan beberapa permasalahan yang sangat krusial
yang sampai saat ini belum ada titik temunya, sehinbga tanah yang sekian ribu
hel‘ctar telah ditelantarkan dan terbengkelai yang pada akhimya masyarakat
sendiri yang akan merasakan akibatnya secara langsung.

Dari hasil penelitian pada sejumlah dokumen antara pihak Pemda dengan
PT (LTDC) dapat ditemukan sumber penyebab penelantaran tanah oleh pihak
"swastd , bahwa pengembangan industri pariwisata di Kuta telah .diserahkan
pada-badan of.aon'ta atau Perseroan Térbatas (LTDC) dan pemerintah memberi

konsesi lahan dengan dengan luas tertentu kepada badan otorita tersebut.
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Badan otorita (LTDC) yang menguasai sebuah kawasan pariwisata kemudian akan
mengundang investor untuk menanamkan modalnya.

Apabila dilihat dari modus operandi dari pengolahan salam ini PT (LTDC)
tidak lebih dari sebuah badan otorita yang berperan sebagai broker lahan pariwisata.
Dapat dikatakan badan otorita yang berperan sebagai agen pemasaran untuk menarik
penanaman modal dan member konsesi lahan pada sebuah perusahaan pariwisata.
Akibatnya dari sekian ribu hektar yang telah dibebaskan, hanya terdapat satu
kémplek hotel berbintang dan Matahari Inn yang berhasil didirikan. Padahal
berdasarkan s;ﬂe- -;;lan, kawasan pariwisata Kuta akan dilengkapi dengan berbagai
sarana akomodasi dan fasilitas pendukung lainnya, seperti hotel berbintang, lapangan
golf, pusat olah raga, pusat perbelanjaan, desa budaya dan lain-lainnya, Hinga
menginjak tahun 1999 ratusan hektar lahan yang sudah dibebaskan telah
ditelantarkan.

Hal ini berarti, baik lahan darat maupun lahan laut sudah tidak lagi berfungsi
sosial, sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 6 UUPA, tetapi sudah menjadi
komoditt yang bisa dikomersilkan oleh para pengusaha. Demik_ian pula dalam Pasal
13 UUPA ayat (2) bahwa dalam hal ini pemerintah harus melarang para pengusaha
untuk mengusahakan tanah yang berada pada satu tempat/monopoli, tetapi Vdaiam

kenyétaannya justru memfasilitasi monopoli yang dilakukan oleh swasta.
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Dari beberapa uraian tersebut di atas dapat dianalisa Pertama, bahwa
kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara perspektif yuridis hanya
melihat suatu permasalahan dari sudut positivisme hukum dengan berlandaskan pada
hukum positif, tetapi kurang memperhatikan kemanfaatan hukum atau kepentingan
langsung dari masyarakat terhadap hukum yang diterapkan tersebut. Tujuan aparat
pemetintah hanya melaksanakan ketentuan hukum formal, sedangkan masyarakat
bertyjuan untuk mewujudkan suatu kemanfaatan yang diperoleh dari pencrapan
hukum. Dan kehadiran hukum disini terpanggil untuk melayani kebutuhan elementer
bagi kelangsungan kehidupan sosial’. Fungsi hukum disini adalah untuk mengatur
hubungan hukum antara manusia, dan hubungan antara manusia dengan negara, agar
segala sesuatunya berjalan dengan tertib'®. Dan pada kondisi di-atas secara yuridis
formal, bahwa hukum itu akan menemukan nilai kepastian hukum saja, tetapi kurang
menjangkau nilai keadilan dan kemanfaatan, misalnya dengan penggusuran dan
penyingkiran para petani Kuta tersebut tidak akan menjangkau nilai keadilan dan
kemanfaatantbila hanya dipahami secara doktriner, sebab jika menggunakan analisis
doktriner, maka yang paling berhak adalah mereka yang memiliki alat bukti formal,

yakni para pengusaha yang sudah mempunyai perizinan formal untuk menguasai dan

memanfaatkan tanah untuk pengembangan pariwisata.

> Satjipto Raharjb. Hukum dan Perubahan Sosial (Bandung Angkasa, 1980} hat 80 :
"9 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia.

hal 63
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Tetapi dalam kenyataannya jika kondisi tersebut dikaitkan dengan wacana
perkembangan antropologi hukum maka dapat dikatakan bahwa paradigma
pembangunan hukum negara yang cenderung mengarah pada pembentukan pada
suatu sistem hukum yang diberlakukan secara sama dan merata untuk semua orang
dalam satu wilayah negara yang diklasifikasikan sef;agai negara yang menganut
senralisme hukum, sementara di lain pihak telah menutup mata dan mengabaikan
berbagai macam variasi-variasi hukum yang telah memang telah nyata hidup dan
diakui di masyarakat. Maka implikasinya adalah dengan dominasinya hukum negara
terhadap hukum lokal yang pada umumnya bersifat refresif sehingga akan terjadi
pendudukan terhadap beberapa variasi hukum yang hidup dan berkembang pada
masyarakat lokal.

Kedua, bahwa kebijakan/peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa tersebut
pada tingkatan implementasi, bahwa hukum yang seharusnya diharapkan bersifat
netral, justru sebaliknya lebih condong untuk mendakwakan diri pada penguasa dan
kehilangan \;vibawa dan netralitasnya. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah
adalah dengan cara memberikan hak atas tanah kepada pemilik modal yang akan
melakukan investasi, intervensi pemerintah misalnya, dengan cara memberikan izin

lokasi dan 1m seringkali dijadikan oleh pemegang izin tersebut sebagai sarana untuk

-mellakukan penggu’surém ferhadap tanah rakyat. Demikian  pula
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pemilik modal dapat dengan mudah untuk mendapatkan HGB , dan hak-hak
lain-lainnya.

Dengan pemberian fasilitas oleh pemerintah tidak hanya memberikan
kemudahan untuk melakukan pembebasan‘tanah tetapl yang paling pokok
adalah intervensi pemerintah dalam mengaendalikan harga dasar tanah,
sehingga dengan mudah pemilik modal mendapatkan tanah dengan harga
murah. Maka secara tidak langung pemilik modal telah mendapat subsidi dari
rakyat dengan keringanan dalam bentuk tanah. Fenomena ini merupakan sikap
mendua dari pemerintah, disatu sisi pemerintah ingin mengembangkan pasar
tanah yang efisien yang didasarkan pada mekanisme pasar, namun dilain
pihak menyebabkan adanya distorsi pasar.

Dan hal i jika kita hubungkan dengan teori konflik bahwa otoritas
legal-rasional yang dibentuk dan dijalankan oleh organisasi birokrasi yang
di.sebut Weber untuk mencerminkan rasionalitas instrumental dan diyakini
sebagai paling efisien dan ternyata tidak berfungsi sebagai mana yang
‘dibayangkan bahkan justru sebaliknya (1) Bahwa birokrasi justru menjauhkan
hukum dari realitas masyarakat, (2) antara hukum dan birokrasi saling
menegasi, (3) Birokrasi mudah menjelma menjadi hukum atau kekuasaan
S/ang menindas rakyat (4} Birokrasi- dapat menjadi alat kepentingan elit
tertentu .sehingga pada akhin_lya tindakan dan keputusan dari péra birokrasi

yang biasa disebut Legal-rasional menjadi Irrasional di di mata masyarakat.
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Dan yang ketiga adalah bahwa hukum yang selama ini dikumandangkan
oleh Teori-teori Hukum Modem yang djadikan pegangan oleh
penguasa/birokrat yaitu hukum berfungsi sebagai sarana untuk perubahan
sosial (social engineering), telah kehilangan momentunmnya, karena
perubahan yang didengungkan/diumbar oleh penguasla terhadap masyarakat
tidak pemah ada, sehingga masyarakat saja yang merasakan akibatnya secara
langsung . Dan ini terbukti dengan ditelantarkannya ratusan hektar tanah oleh
investor dan tidak difungsikannya lahan tersebut sebagai mana mestinya.
Sehingga janji dari penguasa dan investor dilain pihak, yang akan mampu
menampung sebagian besar tenaga kerja pada masyarakat Kuta jika
perusahaan sudah berjalan hanya tinggal kanangan, vang tidak ada ujung
pangkalnya.

Dalam perspektif ke depan di dalam rangka menangani masalah
pe.milikan dan penguasaan lahan yang cendrung mengarah ke hal-hal ke arah
konflik maka semestinya tidak lagi cendrung mencari pembenaran dan
kesalahan dengan pandangan-pandangan yang bersifat saling menyudutkan,
tetapi  mencoba  berusaha untuk membangun teori-teori  yang
mempertimbangkan fungsi , kepastian, kemanfaatan, keadilan, dan efek sosial
sehingga akan tercipta keserasian hubungaﬁ antar, masyarakat dan negara dilgin

pihak.
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4.2.3. Implikasi-Implikasi Sosial Pembebasan Hak atas Tanah.

4.2.3.1. Tanah Sebagai Sumber Konflik

Jika kita memperhatikan kasus- kasus tanah dari beberapa dasawarsa
yang lalu pada umumnya mempunyai implikasi yang sama terhadap
masyarakat pemilik tanah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan
yang dikeluarkan oleh penguasa, artinya adalah dengan sebuah kebijakan
tersebut pihak siapa yang dirugikan dan diuntungkan. Tetapi jika kita
berbicara umum bahwa disaat kebijakan tersebut berada pada tingkat
implementasi, bahwa pihak yang secara langsung diuntungkan adalah
sebagian kecil kelompok masyarakat terutama yang mempunyai akses
terhadap modal. Sehingga fasilitas izin lokasi pemilik modal dapat menguasai
ratusan bagkan ribuan hektar tanah rakyat dan dengan uangnya pemilik modat
dapat melakukan pembebasan tanah di lokasi-lokasi setrategis, sementara
ralfyat yang tanahnya berada dalam lingkup suatu izin lokasi harus rela
hengkang dari lokasi tersebut.

Walaupun di satu sisi kebijakan tersebut mampu untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dan dapat menarik modal, tetapi pada sisi lain
kebijakan ini telab menimbulkan dampak yaitu terjadinya marginaiisasinya
ke]orhpo.k masyarakat, terutama bz;gi rakyat yang tanahﬁya terkena proyek.
Pihak-pihak yang yang secara langsuﬂg dirugikan adalah rakyat k.ecil secara
kaseluruhan, dalam arti tidak hanya pemilik tanah yang tergusur Hal ini

berarti bahwa rakyat yang kehidupannya sangat terkait dengan tanah, tidak
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hanya para pemilik tanah saja yang tergusur tetapi juga melibatkan secara
tidak langsung akan melibatkan orang yang secara ekonomi berkaitan dengan
tanah, misalnya para penggarap vang tidak bertanah, buruh tani, pedagang
hasil pertanian dan beserta mata rantainya.Sehingga akan terjadi tingkat
kemunduran sosial ekonomi bagi mz;syarakat yang bersangkutan.

Kondisi diatas jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang secara
langsung menyentuh bhati nurani masyarakat, maka kerap kali akan
mendatangkan konflik antara rakyat dengan pengusaha/pemilik modal dan
pemerintah dilain pihak, yang pada wung-ujungya akan mendatangkan
dampak perubahan sosial ekonomi masyarakat, seperti yang banyak kita
saksikan selama ini dan merupakan bagian lembaran hitam dari hukum
pertanahan kita

Dalam kasus- kasus pertanahan vang terjadi di Pulau Lombok
terfnasuk juga di Desa Kuta, bahwa masalah ganti rugi, dan cara pembebasan
tanah yang begitu menonjol bahkan dapat dikatakan sebagai sentral dari
semua masalah yang pada umumnya mendatangkan sengketa vang sulit
mencapai titik temu. Rakyat pemilik tanah pada batas-batas tertentu tidak
begitu keberatan dengan pembebasan tanah yang akan dilakgkan oleh
pemerintah, maupuﬁ oleh swasta, namun mereka hanya meminta agar tanah
yang‘diambil mendapat ganti rugi atau konpensasi-yang adil, sehingga kondisi
social ekonomi mereka jangan sampai menurun serta kelangsungan hidupnya

teta;ﬁ belangsung seperti pada saat sebelum terjadinya pembebasan. Karena
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tanah bagi mereka mérupa.kan satu-satu sumber penghidupan keluarga dan
keturunannya.

Maka dengan demikian sebelum pemerintah atau swasta melakukan
pembebasan tanah maka perlu dilakukan langkah-langkah ke depan berupa
perencanaan suatu proyek dan terbuka bagi masyarakat (termasuk didalamnya
mengenai AMDAL) sehingga tidak terjadi sengketa yang pada akhimya
menimbulkan implikasi negatif bagi rakyat pemilik tanah. Kondisi tersebut
yang paling sering diabaikan baik oleh pemerintah sendiri maupun pihak
swasta selaku pengembang, seperti vang terjadi di Desa Kuta sendiri.

Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa dengan terjadinya
pembebasan tanah yang dilakukan oleh pihak investor, kondisi masyarakat
setelah pasca pembebasan pada umumnya telah terjadi kemunduran terhadap
kehidupan social ekonominya hal ini disebabkan selain karena pemberian
ga{xti Tugl yang menurut aggapannya tidak adil dan diskriminatif, sehingga
~ uang tersebut tidak mampu untuk dipergunakan sebagaimana mestinya atau
diusahakan ketempat lain supaya kelangsungan hidupnya bisa berjalan seperti
yang diharapkan, karena pada umumnya masyarakat tidak punya pemikiran
kedepan , dan tidak mempunyai alternatip lain selain dari berusaha pada
sektor pertvamian. |

Maka akibatnya, karena masﬂzarakat Kuta terfalu konsumtif dan tidak
mempunyai konsep kedepan, maka secara umum dapat dikatakan bahwa

kondisi masyarakat tidak seperti yang diharapkan. Pembangunan hotel yang
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bertarap internasional yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang
ada pada awalnya akan mampu untuk mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat
lokal dan akan mampu mengubah sosial ekonomi masyarakat ada akhirnya sima.
Sementara di pihak lain masyarakat tinggal menjadi penonton menyaksikan tanahnya
yang sudah dibebaskan tetapi telah ditelantarkan oleh pengusaha. Schingga tanah
yang pada mulanya mempunyai fungsi sosial seperti yang diamanatkan oleh Pasal 6
UUPA telah diselewengkan dan tidak berfungsi secara optima. Dan secara yuridis
formal jika masyarakat ingin menduduki tanahnya kembali (seperti yang terjadi saat
ini di Kuta) maka wmasyarakat berada pada posisi yang lemah, karena tidak
mempunyai bukti formal.

Hal di atas jika dianalisis dengan meminjam pendapat Boedi Harsono,
bahwa dalam hukum adat tidak dikenal lembaga lampaunya waktu sebagai sarana
untuk memperoleh hak atas tanah, yang di dalam Hukum Barat dikenal secbagai
lembaga “Acquisitive Veryaring™ (Pasal 1964 jo Pasal 1963 KUH Perdata). Dan
dalam hukum adat justru dikenal lembaga “rechtsveweking” yang berarti sebaliknya,
yaitu dengan lampaunya waktu yang menyebabkan orang menjadi kehilangan hak
atas taﬁah yang dimilikinya'".

Dari argumen tersebut dapat ditarik suatu analis sosio yuridis, semestinya
yang perlu - dipermasalahkan bukan hanya ditujukém kepada pemilikan me'iupun
penguasa lahan oleh para okupan, tetapi perlu tindakan lifigasi dan administratif oleh

pejabat yang berwenang terhadap pemilik atau

"' Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembangunan UUPA Isi dan Pelaksanaannya.
Edisi Revist. 1999. Djambatan. haf 312
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penguasa hak. Dikatakan demikian karena pemilik atau penguasa Hak Guna
Bangunan industri pariwisata, sering kali tidak dapat memenuhi kewajibannya
yakni dengan menelantarkan tanahnya, karena terlalu banyak menguasai lahan
schingga ia tidak dapat mengusahakan lahannya secara produktif. Sanksi
pencabutan seharusnya diterapkan kepada mereka yang menelantarkan lahan,
karena pemegang hak dengan demikian telah melanggar fungsi sosial hak atas
tanah,
4.2.3.2.  Proses Dan Upaya Penyelesaian Konflik

Proses penyelesaian konflik antara masyarakat Desa Kuta di satu
pihak dengan Pemerintah Daerah Tingkat IT Lombok Tengah dan PT.(LTDC)
di lain pihak berdasarkan pengamatan penulis dilapangan dilakukan melalui
proses penyelesaian di luar pengadilan. Pola yang dilakukan diantara mereka

telah mencerminkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk

- menyelesaikan konflik antara mereka dengan cara damai. Oleh karena hukum

pada hakekatnya adalah merupakan sarana untuk menyelesaikan sengketa
yang teradi dalam Amasyarakat, maka dengan demikian akan tercipta
kedamaian dan keadilan dalam masyarakat untuk itu telah ditempuh berbagai
cara dalam mewujudkan kedamaian dan keadilan tersebut. |

Jﬂ;a kita téng;)k ket;elakang tentang perjuangan para petani dan
ﬁelayan Kuta untuk mempefjuangkan hak hidupnya penuh dengan liku-liku

perjuangan yang sangat menyakitkan dan melelahkan seperti, penulis saksikan

sendiri secara langsung perjuangan diantara mereka.
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Perlawanan tersebut terbukti sekitar bulan Agustus 1999 para petani
menduduki dan mengiap di Gedung Pemda NTB. dan kemudian mereka
diterima langsung oleh Wakil Gubemnur NTB. Dan tuntutan para petani dan
nelayan pada pokonya adalah -

1. Masyarakat meminta supaya lahannya untuk dﬂcernbalikan

2. CabutlHGB PT(LTDC)

3. Meminta perhitugan kembali maslah ganti rugi atas tanah dan

bangunan yang ada diatasnya

4. Terhadap tanah-tanah negara bebas yang dahulu digarap masyarakat

itu harus dibayar
5. Meminta kebebasan untuk menanam rumput laut disepanjang pantai

6. Meminta agar dibangun kembali masjid dan Musalla di lokasi semula

7. Pelaksanaan tukar-menukar seperti gedung, SD, Kantor Desa Kuta,

) Pasar Umum dan lain-lainnya agar dibangun secepatnya.

8. Lahan yang ada dikawasan PT, LTDC adalah lahan tidur,

Dengan melihat tuntutan para petani dan nelayan, maka wakil Gubernur
NTB betjanji untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut, dengan
menawarkan sebagai mediator dalam musyawarah selanjutnya.

Dida]an.l perkembagan selanjutnya, sebagaimana tuntutan pokok |
semula yaitu untuk mengembalikan hakny.a seperti sebelum keadaan pihak PT
(LTDC) masuk ke Kuta . Namun pihak investor hanya dapat mengabulkan

sebagian tuntutan para petani, yakni hanya memberikan hak garap pada lahan
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darat yang terlantar dan membolehkan para petani rumput laut untuk
menanam rumput laut sepanjang tidak berada di sekitar hotel dan tempat para
wistawan berjemur. Dan pihak masyarakat tidak setuju, sebab jika hanya hak
garap berarti nasib mereka tidak ada kepastian dan sewaktu-waktu akan
diambil kembah’ jika lahan tersebut diambil kembali oleh pihak LTDC,

Tetapi musyawarah berjalan alot, dan pada kenyataannya pihak Pemda
tidak memposiéikan sendiri sebagi layaknya mediator tetapi tanpak terang-
terangan membela kepentingan PT.(LTDC), bahkan Bupati Lombok Tengah
Kol Ircham berkali-kali menantang para petani untuk menggugat Pemda dan
LTDC ke pengadilan jika masyarakat masih belum puas dengan tawaran hak
garap. Namun dari pihak petani monolak tanfangan tesebut dengan alasan
biaya pengladilan mahal, tidak ada modal untuk membayar pengacara, jarak
pengadilan dengan desa sangat jauh, dan banyak memakan waktu sementara
dipi!lak lain petani harus bekerja untuk mencari natkah bagi kehidupan
keluarganya.

Dan musyawarah mengalami jalan buntu, walaupun perundingan itu
dilanjutkan di Pr_aya, karena tuntutan semula para petami dan nelayan tidak
mendapat persetujuan, sehingga musyawarah tersebut tidak menghasilkan
kep-utusan apapun. Setelah perundingan gagal maka para petani dan nelayan
méngua‘sai lahannya kembali, sampai saat ini .

Namun dalam perkembangannya, walaupun para petani sudah‘dapat

menduduki- lahannya kembali, namun adanya ketidakpastian status
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kepemilikan lahan yang dia harapkan, dan pada akhimya para petani dan
nelayan menjadi marah dan resah, sehingga kemarahan masyarakat tersebut
memuncak dengan menduduki kantor PT (LTDC) sert'a mengusir para satpam
dan karyawannya, dan ini terjadi sekitar bulan J anuari 2000. Tetapi sekitar
dua minggu setelah kejadian tersebut Bupati -Lombok Tengah yang ashi putra
daerah dan mempunyai latar belakang agamais (Ustadz) yang menggantikan
Kol. Irham, datang berdiaog dengan masyarakat, upaya yang dilakukan oleh
Bupati yang lemah lembut tersebut berhasi! melunakkan hati para petani dan
nelayan dan membuat suatu kesepakatan, sehingga masyarakat dengan
senang hati dan merasa diayomi oleh pimpinannya yang baru dan pada hari itu
juga masyarakat yang pada umumnya golongan bawah (Bulu ketujuh) segera
meninggalkan kantor PT (LTDC).
Dan isi kesepakatan itu adalah :
1. Rapat setuju untuk membentuk tim untuk menginventarisir masalh dan
* tuntutan yang terdiri dari ,Pemerintah Daerah, LTDC, dan perwakilan dari
masyarakat. |
2. Rapat meminta dan perwakilan masyarakat setuju untuk mengososngkan
kantor LDDC dan memberikan kesempatan karyawannya untuk bekerja
kembali,
3. Pemerintah, LTDC, Masyarakat akan bekerja sama untuk menjaga
ketrtiban dan keamanan serta menghindari cara-cara dan tindakan yang

tidak baik
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4. Perwakilan masyarakat menaruh kepercayaan penuh pada Bapak Bupati

agar masalah ini diselesaikan dengan segera dan tida berlarut-larut seperti

yang terjadi pada sebelumnya.

Dan dalam kaitannya dengan hal diatas, maka untuk mempercepaat

proses penyelesaian kasus tanah dikawasan Wisata Kuta, maka Bupati

Lombok tengah pada tanggal 17 Maret 2001 membentuk Tim

penyelesaian masalah pertanahan yang terjadi atau yang dikuasai oleh

PT.LTDC, yang susunan keanggotaanya terdiri dari unsur-unsur,

Pemerintahan, Dewan, Aparat Keamanan, dan wakil dari masyarakat. Tim

ini berfungsi untuk :

1. Menginventarisis permaslahan yang menjadi tuntutan umum

pemilik tanah.

2. Mencocokkan administarsi pembebasan antara data otentik yang

dipegang oleh PT. LTDC dan data yang dipegang oleh penuntut.

3. Menyamakan persepsi atas tuntutan vang digulirkan masyarakat

yang dilandasi antara lain:

a.

b.

C.

d.

Dasar kewajaran
Rasa Keadilan
Rasa kebersamaan

Adanya rasa tanggung jawab bersama

Dalam perkembanga nya Tim ini berdasarkan keterangan tokoh

fnasyarakat Haji Lala Sabarudin telah meyebarkan berupa
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selebaran/angket kepada masyarakat untuk mengetahui atau menampung apa yang

menjadi keinginan masyarakat'> Tetapi sampai peneliti terakhir turun ke lapangan

sampai pertengahan September, tim ini belum mendapatkan keputusan yang Final.

Selain dari upaya yang dilakukan seperti yang sudah dijelaskan di atas, dan

dari data yang terakhir yang didapat oleh peneliti bahwa upaya-upaya lain yang telah

dilakukan oleh Pemda Lombok Tengah adalah :

1.

[ 73]

Khusus menyangkut tuntutan pengembalian tanah, karena Pemda tidak
mempunyai kewenangan, maka dalam hal ini Pemda Tk 1I Lombok Tengah
lebih bersifat sebagai mediator dengan berusah bersifat netral dan kemudian
pada setiap pertemuan selalu menyarankan kepada pihak-pihak yang merasa
dirugikan, baik kepada masyarakat bekas pemilik tanah maupun kepada
pihak PT LTDC untuk menempuh jalur hukum,

Sedangkan untuk para petani rumput laut Pemda telah mempertimbangkan
pada lokasi-lokasi yang sudah ditentukan.

Tent;mg keberadaan petani dan nelayan akan dibina dalam kelompok-
kelompok oleh Dinas Perikanan, Dinas Pﬁriwisata, PT. LTDC dan Novotel

sehingga keberadaannya dapat diangkat sebagai suatu kegiatan yang menarik

bagi wisatawan.

G T-PUSTAk-UHB! ?\

" Wawancara dengan Lalu Sabarudin dilakukan pada tanggal 3 September 2002
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4. Sedangkan menyangkut tuntutan-tututan lain masih memerlukan
pertimbangan yang cermat dan mendalgm, dan tentunya harus
melibatkan pihap-pihak yang terkait, terutama PT.LTDC, lebih-
lebih menyangkut tuntutan tentang pencabutan HGB, tentunya hal
ini akan melahirkan persoalan hukum yang sangat serius kalau
alasannya tidak kuat.

Dari penjelasan diatas kalau kita berbicara secara umum bahwa proses
penyelesaian sengketa atau konflik diantara para pihak, bahwa proses
penyelesaiannya tergantung kepada para pihak yang mempunyal masalah
tersebut, apakah mau menggmakan jalur litigasi atau non litigasi. Tetapi
khusus di Desa Kuta berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa masyarakat
menolak untuk menempuh jalur litigasi/pengadilan karena alasan yang sangat
berat bagi mereka, seperti yang disebutkan diatas tadi.

) Selain alasan térsebut jika menempuh jalur pengadilan maka hukum
vang digunakan bukan hukum yang mereka yakini,tetapi yang dipakai adalah
hukum negara yang akan cendrung menonjolkan dan memenangkan bukti-
bukti formal, sementara yang mempunyai bukti formal adalah pengusaha saja.
Tetapi jika kita teliti lebih dalam lagi bahwa penolakan itu lebih didasarkan
kepada sulitnya proses penegakan hukmﬁ. Pédahal jika kita ber'bic-ara neéara
hukum bahwa prinsip equality. before the' law adalah merupakan pﬁnsip
dasar dari dari keadilan hukum. Dan keadilan dapat ditegakkan apabila ada

perlakuan yang sama bagi setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama.
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Tetapi dalam kenyataannya (das sein) kondisi dan tempat hukum itu
ditegakkan justru diliputi dengan berbagai ketidaksamaan sosial (baik secara

ekonomi, kekuatan politik, status sosial, tingkat pendidikan dan sebagainya).

- Karena adanya realitas tentang perbedaan-perbedaan dan kedudukan sumber

daya tersebut, maka kelompok elit masyarakat yang jumlahnya sedikit namun
menguasi sejumlah besar sumber daya alam akan lebih berpeluang untuk
menggunakan pengadilan, sementara yang lainnya akan sulit untuk
melakukannya.

Dan kondisi seperti ini yang terjadi di Kuta, yang berdasarkan hasil
wawancara dengan beberapa responden dan tokoh masyarakat Kuta, bahwa
percuma kité akan berperkara kepengadilan, kalau keputusan para Hakim
sudah dapat ditebak sebelumnya dalam artian rata-rata masyarakat sudah
pesimis dengan keputusan Hakim yang akan menyidangkan perkaranya, tetapi
pe.lda dasamya bukan tidak percaya pada kekuatan hukum, tetapi keputusan
hakim itu menurut masyarakat identik dengan kekuasaan dan uang, hal ini
yang membuatnya pesimis, sehingga menurut mereka perjuangan lewat jalur
non hukum bahkan melakukan demontrasi lebih ampuh dan mudah
diperhatikan oleh pemerintah dari pada lewat pengadilan untuk

memperjuangkan nasib mereka. Dan sampai saat ini cara tersebut masih

dilakukan dan sudah diorganisir diantara semua masyarakat Kuta yang

mempunyai nasib yang sama, sehingga cara tersebut akan terus dan terus
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dilakukan jika masyarakat tidak mendapat perlakuan yang adil dari

pemerintah.




3.1.

~ BAB.V

PENUTUP

Kesimpulan
Dari semua pemaparan yang secara panjang lebar yang di terangkan oleh
penelifi tersebut diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan vang antara
lain adalah :

1. Bahwa peraturan mengenai tata cara Pembebasan hak atas tanah masih
bersifat umum, dan bertentangan atau tidak merujuk pada peraturan per
undang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga jika berada pada tingkat
implementasi, bahwa dengan peraturan-peraturan tersebut banyak sekali
memberikan peluang kepada para pelaksana di Daerah untuk mengambil
beberapa kebijakan untuk kepentingan pemilik modal dengan
mengorbankan pemegang hak atas tanah. Sehingga dapat dikatakan baik
secara formal ataupun materiil bahwa peraturan mengenai tata cara

+ pembebasan hak atas tanah dan berbagai bentuk kebijakan-kebijakan
lainnya adalah tidak syah dan batal demi hukum.

Dengan merujuk pada ketentuan di atas maka pembebasan hak
atas tanah yang telah dilakukan di Kawasan Pariwisata Kuta oleh
pemerintah  dan investor dilain pihak dapat dik_atakan telah salah
menerapkan suatu aturan- aturan hukum sehingga dapat dilakukan

peninjauan kembali. '
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2. Bahwa Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dengan berbagai cara

untuk  memberikan izin mengelola Kawasap Pariwisata Kuta yang
direncanakan bertarap internasional dengan dilengkapi berbagai sarana
dan prasarana yang akan mampu untuk menunjang/atau merubah
keadaan sosial ekonomi masyarakat Kuta dengan janji mampu untuk
menampung beribu-ribu tenaga kerja lokal, sehingga kemakmuran ada
didepan matanya. Tetapi di dalam kenyataanya PT.(LTDC) vang telah
menelantarkan lahan sampai ribuan hektar telah melakukan kebohongan
terhadap masyarakat serta meninggalkan beberapa permasalahan yang
sangat pelik yang sampai saat ini belum ada titik temunya. Sehingga
membawa implikasi negatif langsung kepada masyarakat. Dan saat ini
masyarakat Kuta sedang merenungi nasibnya yang masih berada

didalam ketidak pastian.

. Untuk menyelesaikan permasalahan pembebasan hak atas tanah yang

telah dilakukan oleh pemerintah dan swasta di lain pihak di Kawasan
Pariwisata Desa Kuta, maka para pihak selama ini menyelesaikan
dengan cara musyawarah dengan berbagai macam dialog yang dilakukan
diluar pengadilan, dan masyarakat tidak mau menyelesaikan
pennaSaléhan tefsebut lewat jalur pengadilan, karena alasan para petanai
adalah mengenai biaya‘ pengadilan terlalu maha.I, tidak ada modal untuk

membayar pengacara, jarak antara kantor pengadilan dengan Desa Kuta

_ sangat jauh sehingga banyak memakan waktu sementara dipihak lain
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mereka harus mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya. Hal ini bisa
dimengerti karena sengketa bukan bersifat horizontal (terjadi di antara
mereka) tetapi sudah vertikal dan struktural. Seiain alasan di atas para
petani ragu jika permasalahan tersebut diselesaikan di pengadilan, maka
hukum yang dipergunakan bukan hukﬁm yang mereka yakini, tetapi
hukum formal yang cendrung menonjolkan dan memegang bukti formal,
dan hasilnya sudah bis ditebak duluan, sehingga masyarakat lebih
condong untuk penyelesaian sengketa lewat jalur litigasi dengan melalui

upaya mediasi.

Saran
Dengan memperhatikan beberapa perjalanan kejadian dalam hal
pembebasan tanah yang terjadi di Desa Kuta, maka penulis dapat

mengajukan saran-saran :

. Jika penulis memperhatikan beberapa berkas dan kenyataan dilapangan

maka Pemerintah Daerah telah terlalu jauh ikut campur dalam
pembebasan tanah di Kuta tersebut, padahal sebenarnya Pemerintah
Daerah harus mendudukkan diri pada posisi yang netral dan tidak
memi}iak, maka saya berharapA jika ada kasus-kasus yang sama
dibelakang hari Pemnda harus dapat méngambil pelajaran dari kasus yang

sebelumnya.




2. Dan dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi bagi pemegang
hak atas tanah tidaklah mutlak berupa uang tetapi dapat juga berbentuk
lain sehingga dapat diarahkan dengan baikA oleh masyarakat. Atau
dengan kata lain pemerintah harus mampu menciptakan berbagai bentuk
paket ganti rugi. Karena pengalaman pada umumnya selama ini seperti
yang terjadi di Desa Kuta dengan pemberian ganti rugi berupa uang,
sehingga masyarakat tidak mampu untuk merencanakannya dan pada
akhirnya masyarakat cc‘andrung untuk konsumitif sehingga uang tersebut

tidak dipergunakan secara optimal.
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